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ABSTRAK

PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM PRAPERADILAN MENGENAI
SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA

(STUDI PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR
53/PID.PRA/2107/PN.MDN)

OLEH:
FRENDY MARCOPOLO SIREGAR
NPM: 168400153

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XI1/2014 terhadap
perbuatan penyidik dalam melakukan penetapan tersangka secara sewenang-
wenang dapat diajukan permohonan praperadilan sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 1 angka 14 bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka
harus Dberdasarkan bukti permulaan yang cukup. Berdasarkan Putusan
Praperadilan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.mdn hakim praperadilan menyatakan
penetapan status tersangka terhadap Siwajiraja tidak berdasarkan bukti permulaan
yang cukup. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hakim dalam
pertimbangannya telah mengabulkan permohonan Praperadilan Nomor
53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn dan untuk mengetahui akibat hukum dari permohonan
pemohon yang telah dikabulkan mengenai tidak sahnya penetapan tersangka
dalam Putusan Praperadilan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif
dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan sumber
hukum yang terdiri dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan
sumber hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian diperolen bahwa dasar hakim dalam
mempertimbangkan permohonan praperadilan pemohon yang mengabulkan tidak
sah nya penetapan tersangka dalam Putusan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn
menyatakan bahwa penetapan tersangka tidak berdasarkan bukti permulaan yang
cukup yaitu minimal 2 (dua) alat bukti. Namun, penetapan tersangka terhadap
Siwajiraja dapat dilakukan kembali apabila adanya ditemukan minimal 2 (dua)
bukti baru sebagaimana yang dimaksud dalam Pasa 2 ayat (3) Perma Nomor 4
Tahun 2016. Akibat hukum dari permohonan pemohon yang telah dikabulkan
mengenai tidak sahnya penetapan tersangka dalam Putusan Praperadilan Nomor
53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn adalah pemohon dapat mengajukan permohonan ganti
kerugian dan mengajukan permohonan rehabilitasi. Namun, KUHAP tidak
memberikan peluang atau tidak membenarkan upaya hukum dalam perkara
praperadilan.

Kata Kunci: Praperadilan, penetapan tersangka.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9,20



ABSTRACT

PRE-JUSTICE DECISION CONSIDERATION ABOUT LEGITIMATE OR
NOT DETERMINATION OF THE SUSPECT

(DECISION STUDY NUMBER 53/PID.PRA/2017/PN.MDN)

BY:
FRENDY MARCOPOLO SIREGAR
NPM: 168400153

After the Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XI1/2014
regarding the conduct of investigators in arbitrarily determining a suspect, a
pretrial application as referred to in Article 1 number 14 can be submitted that to
determine a person as a suspect must be based on sufficient preliminary evidence.
Based on the Pretrial Decision Number 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn And the
pretrial judge stated that the determination of the status of the suspect against
Siwajiraja was not based on sufficient preliminary evidence. The purpose of this
study is to determine the basis of the judge in his consideration for granting
pretrial petition number 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn and to find out the legal
consequences of the petition of petitioners who have been granted regarding the
illegitimate determination of the suspect in the pretrial ruling number
53/Pid.Pra/2017/ PN.Mdn.

The research method used is normative legal research with the nature of
descriptive analysis research. This study uses legal sources consisting of primary
legal sources, secondary legal sources, and tertiary legal sources.

Based on the results of the study it was found that the basis of the judge
in considering the petition of pretrial petitioners who granted his invalid the
determination of the suspect in Decision Number 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn Proof.
However, the determination of the suspect against Siwajiraja can be carried out
again if there is found at least 2 (two) new evidence as referred to in Article 2
paragraph (3) of Perma Number 4 of 2016. The legal consequences of the petition
of the applicant that has been granted regarding the invalid determination of the
suspect in the Decision Pretrial Number 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn is the
applicant can submit a request for compensation and submit a request for
rehabilitation. However, the Criminal Procedure Code does not provide
opportunities or does not justify legal remedies in pretrial cases.

Keywords: Pretrial, determination of the suspect.
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BAB I
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang

Salah satu asas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah pengadilan mengadili menurut hukum
dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah atau yang sering dikenal
sebagai asas presumption of innocence. Asas ini disebut dalam pasal 8 Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun
2009) dan juga dalam penjelasan umum butir 3 huruf ¢ KUHAP yang berbunyi
bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau
dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai
adanya putusan pengadilan yang mengatakan kesalahannya dan memperoleh
kekuatan hukum tetap.!

Terdapat perlindungan hukum terhadap tersangka dan terdakwa dalam
proses praperadilan pidana untuk mendapatkan hak-haknya yang diberikan oleh
undang-undang yang berdasarkan pada asas presumption of innocence. Hal ini
berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau
dihadapkan didepan sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum
adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van

gweisjde).?

L Andi Hamzah. 2012. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, halaman
14.

2 Ayub.2010. Praperadilan dalam Presperktif Perlindungan Hak Asasi Manusia. Medan:
USU Press, halaman 68.
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Dalam KUHAP diatur lembaga baru dengan nama praperadilan yang
berfungsi sebagai upaya untuk menjamin agar ketentuan-ketentuan dalam
KUHAP tersebut dapat terlaksana sehingga sebagaimana yang dicita-citakan.
Peran praperadilan merupakan pemberian wewenang tambahan kepada
Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang
berkaitan dengan penggunaan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau
penuntut umum.?

Praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, bukan pula
sebagai instansi tingkat peradilan yang memilikki wewenang memberikan putusan
akhir atas suatu peristiwa pidana.* Praperadilan merupakan lembaga peradilan
yang menjadi wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri untuk menilai sah
atau tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, atau penghentian
penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.®

Wewenang hakim praperadilan sesuai KUHAP adalah sebatas hanya
memutuskan mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian
penyidikan, penghentian penuntutan, termasuk ganti kerugian atau rehabilitasi
bagi seseorang yang perkaranya telah dihentikan. Hakikat mengajukan upaya
praperadilan adalah untuk menegakkan hukum dan melindungi hak asasi

tersangka dalam tingkat penyidikan, atau penututan.®

3 Wessy Trisna. 2011. Praperadilan dalam Perkara Pidana (Pre-Court on The Criminal
Cases). Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 22.

4 Nur Hidayat, “Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Polri dan Upaya Hukumnya”,
Jurnal Yustitia, Vol.10, No.1, Nopember 2010, halaman 22.

> M. Yahya Harahap. 2009. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,
Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali(Edisi Kedua).Jakarta:
Sinar Grafika, halaman 1-2.

& Andi Hamzah. 1996. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sapta Artha Jaya,
halaman 1-2.
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Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XI11/2014 tanggal
28 April 2015, terdapat penemuan hukum terkait objek praperadilan yang diatur
dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP. Dalam putusan tersebut yang
amar putusannya menerangkan bahwa pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 (UUD 1945)
sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan
penyitaan. Berkaitan dengan penjelasan objek praperadilan tersebut, maka dalam
penelitian ini ruang lingkup pembahasan kewenangan praperadilan akan
dipersempit pada pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Subjek hukum praperadilan adalah setiap orang yang dirugikan. Jadi,
objek hukum praperadilan dalam hal untuk sah atau tidaknya penghentian
penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum
atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan
menyebutkan alasannya yaitu untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran
melalui sarana pengawasan secara horizontal.’

Praperadilan tidak hanya memberikan hak kepada tersangka atau
keluarganya untuk mempraperadilankan kepolisian dan kejaksaan, namun juga
memberikan hak kepada kepolisian untuk mempraperadilankan kejaksaan dan
memberi hak kepada kejaksaan untuk mempraperadilankan kepolisian.
Praperadilan dapat dilakukan pihak kepolisian kepada kejaksaan jika telah
dinyatkan cukup bukti oleh kejaksaan dan/atau suatu perkara tersebut telah

dilimpahkan dari kepolisian kepada kejaksaan, namun ditengah jalan tiba-tiba

" Irma Herawati, “Sekilas tentang praperadilan”,
http://www.profauna.org/suarasatwa/id/2007/02/sekilas_tentang_praperadilan.html, diakses
tanggal 27 November 2019 Pukul 13.20 WIB
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kejaksaan mengeluarkan SP3 (Surat Penetapan Penghentian Penuntutan), maka
demi tegaknya hukum dan keadilan pihak kepolisian dapat mempraperadilankan
pihak kejaksaan ke Pengadilan Negeri.®

Kewajiban dalam rangka menjunjung tinggi hak asasi manusia merupakan
salah satu tugas dari setiap penyidik untuk melaksanakannya. Hal tersebut diatur
dalam pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Peraturan Disiplin Anggota Polri (PP No. 2 Tahun 20003) jo. Pasal 10 huruf a
Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian
Republik Indonesia (Perkap No. 14 Tahun 2011).

Seseorang ditetapkan sebagai tersangka hak kemerdekaannya akan
dirampas, sehingga dalam penetapan status seseorang sebagai tersangka tanpa
menggunakan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan suatu masalah
dalam hukum acara pidana. Maka dari itu dalam melindungi hak tersangka atau
terdakwa, KUHAP memberikan mekanisme kontrol terhadap kemungkinan
tindakan sewenang-wenang penyidik atau penuntu umum melalui pranata
praperadilan. Dalam hal inilah praperadilan mengambil peranan penting untuk
menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka tersebut berdasarkan syarat bukti
permulaan yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Perampasan“hak kemerdekaan” tersebut dialami oleh tersangka S.
Siwajiraja. Tersangka S. Siwajiraja mengajukan permohonan praperadilan atas
penetapan tersangka terhadap dirinya dengan sangkaan melakukan tindak pidana

pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota

8 Sofyan Lubis, “Upaya praperadilan”,
http://sofyanlubis.blogspot.com/2009 12 01 archive.html, diakses tanggal 27 November 2019
Pukul 13.30 WIB.
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http://sofyanlubis.blogspot.com/2009_12_01_archive.html

Besar Medan (Polrestabes Medan). Berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor
53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn tanggal 7 Agustus 2017, hakim praperadilan
mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan penetapan tersangka yang
dilakukan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum.®

Berdasarkan fakta yang telah diuraikan, penyidik sudah tidak teliti dan
sewenang-wenang dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka dengan
menyatakan penetapan tersebut berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Namun
setelah dilakukannya pengajuan permohonan praperadilan, terhadap bukti yang
diajukan oleh penyidik tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan
hukum. Apabila penetapan tersangka tetap dilakukan oleh penyidik Kepolisian
Resor Kota Besar Medan (Polrestabes Medan) tanpa ada akhirnya, sementara
hakim praperadilan sudah mencabut penetapan tersangka tersebut, maka keadaan
yang demikian menciptakan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan asas
litis finiri opertet (setiap perkara ada akhirnya).

Maka dari uraian latar belakang di atas, penulis terarik untuk mengangkat
masalah tersebut menjadi sebuah penelitian yang berjudul “Pertimbangan
Putusan Hakim Praperadilan Mengenai Sah atau Tidaknya Penetapan
Tersangka (Studi Putusan Praperadilan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn)”.
B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat

dirumuskan berbagai permasalahan diantaranya sebagai berikut:

® Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn, halaman 2.
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1. Bagaimana dasar hakim praperadilan mengabulkan permohonan tentang sah
atau tidaknya penetapan tersangka?

2. Bagaimana akibat hukum yang dijatuhkan oleh putusan praperadilan terhadap
sah atau tidaknya penetapan tersangka?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai

berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hakim praperadilan mengabulkan permohonan tentang
sah atau tidaknya penetapan tersangka.

2. Untuk mengetahui akibat hukum penjatuhan putusan praperadilan terhadap sah
atau tidaknya penetapan tersangka.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan di atas, manfaat yang dapat diambil dari

penelitian yang di lakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
Dapat memberikan pengetahuan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana
tentang sah atau tidaknya pemenuhan syarat bukti permulaan yang cukup
dalam penetapan tersangka tindak pidana sebagai bahan pertimbangan dalam
penyempurnaan kaidah-kaidah hukum yang akan datang.

2. Secara Praktis
Dapat memberikan informasi dan bermanfaat bagi masyarakat dan aparat
penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya

ilmu hukum pidana serta sebagai acuan sumber informasi bagi pembaca terkait
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sah atau tidaknya pemenuhan syarat bukti permulaan yang cukup dalam
penetapan tersangka tindak pidana pembunuhan berencana melalui Putusan
Praperadilan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn.

E. Hipotesa

Hipotesa disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang
dihadapi berdasarkan data yang telah yaitu kemungkinan jalan yang harus
ditempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang
perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam
pembahasan selanjutnya.

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka
harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu
merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh
penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu, bisa saja
terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata
terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian. Bahkan mungkin
saja yang terjadi kebalikannya. Oleh sebab itu, hipotesa tersebut bisa digugurkan
dan bisa dikukuhkan.

Adapun hipotesa dalam penelitian ini adalah sbagai berikut:

1. Dasar hakim praperadilan mengabulkan permohonan tentang sah atau tidaknya
penetapan tersangka yaitu berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Karena,
bukti permulaan yang cukup merupakan dasar untuk menentukan seseorang
sah menjadi tersangka atau tidak.

2. akibat hukum yang dijatuhkan oleh putusan praperadilan terhadap sah atau
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tidaknya penetapan tersangka yaitu melakukan perbuatan tertentu, melakukan

pembayaran sejumlah uang, dan melakukan pemberian rehabilitasi.
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BAB I
TINJAUAN PUSTAKA
A. Praperadilan

1. Sejarah Praperadilan

Praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak Habeas
Corpus dalam sistem peradilan Anglos Saxon, yang memberikan jaminan
fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya kemerdekaan.Habeas Corpus
Act memberikan hak pada seseorang untuk melalui suatu surat perintah
pengadilan menuntut (menantang) pejabat yang melakukan penahanan atas
dirinya (polisi ataupun jaksa) membuktikan bahwa penahanan tersebut adalah
tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun
pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-
benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan
hak-hak asasi manusia.

Surat perintah Habeas Corpus ini dikeluarkan oleh pengadilan pada pihak
yang sedang menahan (polisi atau jaksa) melalui prosedur yang sederhana. Surat
perintah pengadilan yang berisikan hak Habeas Corpus tersebut tidak hanya
ditujukan untuk kepada penahanan yang terkait dalam proses peradilan pidana
saja, namun juga terhadap segala bentuk penahanan yang dianggap telah
melanggar hak kemerdekaan pribadi seseorang yang telah dijamin oleh

konstitusi.°

10 Wessy Trisna, Op.Cit., halaman 16.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Acc%ted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9,20



Prinsip dasar Habeas Corpus inilah yang memberikan inspiras untuk
menciptakan suatu forum yang memberikan hak dan kesempatan kepada
seseorang yang sedang menderita karena dirampas atau dibatasi kemerdekaannya
untuk mengadukan nasibnya sekaligus menguji kebenaran dan ketetapan dari
tindakan kekuasaan berupa penggunaan upaya paksa (dwang middelen), baik
penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan maupun pembukaan surat-
surat yang diberlakukan oleh pihak kepolisian ataupun kejaksaan ataupula
kekuasaan lainnya. Prinsip dasar Habeas Corpus memunculkan gagasan lembaga
praperadilan yang memberikan perlindungan kepada terdakwa atau tersangka
terhadap upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum.!

Ada perbedaan mendasar antara Habeas Corpus dengan lembaga
praperadilan, yaitu:?

1. Pada praperadilan, hakim yang mengadili perkara praperadilan memeriksa
sebelum sidang biasa di pengadilan, sedangkan Habeas Corpus, hakim yang
memeriksa adalah hakim di pengadilan dalam sidang biasa.

2. Dalam praperadilan, kewenangannya terbatas pada menguji keabsahan suatu
penangkapan dan penahanan yang dilakukan sehubungan dengan upaya paksa
dalam hukum acara pidana, sedangkan Habeas Corpus, lebih luas dalam arti
permohonan dikeluarkannya surat perintah Habeas Corpus ditujuan kepada

instansi manapun yang melakukan penangkapana dan penahanan.

11 1phid., halaman 17.
12 1pid., halaman 18..
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2. Pengertian Praperadilan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebelum dikeluarkannya putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XI1/2014, Pasal 1 angka 10 KUHAP.
Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus
menurut cara yang diatur oleh Undang-Undang, tentang:
a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan
tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian atau penghentian
penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya
atau pihak lain atas kuasa yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.®3
Khusus dalam hal praperadilan yang dilakukan oleh penyidik terhadap
penghentian penuntutan atau penuntut umum terhadap penghentian penyidikan
hendaknya di pahami bukan untuk mencampuri urusan kewenangan masing-
masing kelembagaan tetapi lebih di pahami sebagai kontrol mekanisme
penegakkan hukum acara, peran serta masyarakat baik itu melalui LSM (Lembaga
Swadaya Masyarakat) maupun secara individu juga mutlak di perlukan dalam
pengawasan penegakkan hukum.
Tata cara pengajuan praperadilan adalah sebagai berikut:**

a. Permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

13 Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Edisi
Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 182.

14 S, Wulandari. 2015. “Kajian tentang Praperadilan dalam Hukum Pidana” dalam
Jurnal lImiah UNTAG Vol. 4. No. 3, halaman 13.
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b. Permohonan diregistetr dalam perkara praperadilan.
c. Ketua Pengadilan Negeri segera menunjuk hakim dan panitera.
d. Pemeriksaan dilakukan dengan hakim tunggal.

Tata cara pemeriksaan praperadilan adalah sebagai berikut:°
a. Penetapan hari sidang 3 (tiga) hari sesudah di register.

b. Pada hari penetapan sidang sekaligus hakim menyampaikan panggilan.
c. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari putusan sudah harus dijatuhkan.
Praperadilan diperkenalkan KUHAP dalam penegakkan hukum dan bukan
sebagai lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Serta bukan pula sebagai
instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas
suatu perkara pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan
eksistensinya:*®
a. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada setiap Pengadilan Negeri,
dimana praperadilan ini hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri
sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari dan dengan pengadilan yang
bersangkutan.

b. Dengan demikian, praperadilan bukan berada di luar atau disamping maupun
sejajar dengan Pengadilan Negeri.

c. Administrasi yustisial, teknis, peralatan dan finansialnya takluk dan bersatu
dengan Pengadilan Negeri, dan berada dibawah pimpinan serta pengawasan

dan pembinaan ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

1> Ibid.
16 M. Yahya Harahap, Loc. Cit.
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3. Perkembangan Praperadilan

Dahulunya praperadilan bukan hal menarik ataupun sesuatu hal yang di
abaikan oleh seluruh masyarakat karena hanya bergumul dalam masalah sah atau
tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan
permintaan ganti rugi atau rehabilitasi. Namun, ketika adanya putusan hakim yang
mengabulkan permohonan seorang tersangka yaitu Budi Goenawan ketika dia
ditetapkan menjadi tersangka. Maka ramai lah setiap kalangan yang menyorot
tentang hal praperadilan ini dan memperdebatkannya karena dianggap telah
menyimpang dari ketentuan undang-undang sebagaimana dipersyaratkan dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Akan tetapi dengan
dikabulkannya pula uji materil ketentuan praperadilan dalam KUHAP oleh
Mahkamah Konstitusi, setiap orang tidak dapat memperdebatkan lagi, apakah sah
atau tidaknya penetapan tersangka dapat menjadi objek praperadilan. Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XI11/2014 secara tegas telah memperluas
bahwa sah atau tidaknya penetapan tersangka merupakan objek praperadilan.
Putusan Mahkamah Konstitusi sifatnya final ialah final and binding, sehingga
mau tidak mau, suka tidak suka, kita semua harus menerimanya bahwa objek
praperadilan telah mengalami perluasan.’

Dengan adanya perluasan objek tersebut praperadilan menjadi
berkembang, sehingga setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka dapat
mengajukan permohonan melalui praperadilan mengenai sah atau tidaknya

penetapan tersangka seseorang tersebut yang ditetapkan oleh penegak hukum

17 Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa. 2017. Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 1.
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yaitu kepolisian, kejaksaan, dan hakim pengadilan. Hal ini disebabkan adanya
kemungkinan hal yang tidak memenuhi syarat penetapan tersangka yaitu bukti-
bukti yang cukup dan pemeriksaan calon tersangka. Namun, dalam permiksaan
praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka tidak hanya
mepersyaratkan kecukupan alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka, akan
tetapi mempersyaratkan pula sah atau tidaknya alat bukti tersebut terkait dengan
cara memperolehnya dan relevannya dengan perkara yang sedang diproses.'®
Adapun tujuan dari praperadilan yang hendak ditegakkan dan dilindungi,
yaitu:°
a. Perlindungan hak-hak asasi manusia, terutama mereka yang terlibat di dalam
perkara pidana, khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan.
b. Alat kontrol terhadap penyidik atau penuntut umum terhadap penyalahgunaan
wewenang oleh penyidik.
B. Penetapan Tersangka
Penyidik dapat menjatuhkan dugaan terhadap seseorang sebagai tersangka,
harus terlebih dahulu memperoleh atau mengumpulkan bukti permulaan yang
cukup (probable cause). Tanpa berusaha mengumpulkan bukti permulaan yang
cukup, seseorang telah diperiksa dan ditahan dapat mengakibatkan terjadinya
cara-cara kekerasan dan pemerasan pengakuan sampai-sampai sering mengalami

cacat seumur hidup. Hal ini sering terjadi pada praktek hukum di masa lalu,

18 Ibid., halaman 2.
19 Darwin, dahlan dan Suhaimi. 2019. “Analisis Yuridis Putusan Praperadilan dalam
Perspektif Sistem Peradilan Pidana” dalam Jurnal Mercatoria Vol. 12. No. 1, haLaman 71.
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penyidik sudah langsung menduga, menangkap dan menahan seseorang walaupun
bukti permulaan yang cukup belum ada.?

Penetapan tersangka tanpa didahului penyelidikan, penyidikan dan tanpa
pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada terlapor atau korban pelapor
sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 130/PUU-XI1/2015,
mengakibatkan penetapan tersangka menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan
melalui proses praperadilan.?! Sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka,
proses yang terlebih dahulu wajib dilalui penyidik adalah penyelidikan dan
penyidikan. Penetapan tersangka bukanlah rangkaian yang berdiri sendiri,
melainkan hanyalah akhir dari proses pemeriksaan sebelumnya.?> Namun
praperadilan tidak bisa menolak atau membatalkan penetapan status tersangka
oleh penyidik, seandainya bukti permulaan yang cukup itu memenuhi syarat yang
disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP.%

Berkaitan dengan penetapan tersangka berdasarkan Pasal 66 ayat (1)
Perkap No. 12 Tahun 2009 menyatakan status sebagai tersangka hanya dapat
ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang
dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2
(dua) jenis alat bukti. Kemudian pada ayat (2) dijelaskan pula bahwa untuk
menentukan memperoleh alat bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2

(dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui gelar perkara.

20 M. Yahya Harahap, Op. Cit., halaman 125.

2L Amir llyas dan Apriyanto Nusa, Op.Cit., halaman 61.

22 |bid., halaman 59.

23 Gomgoman Simbolon, dkk. 2016. “Analisis Hukum atas Penetapan Tersangka Tindak
Pidana Korupsi dalam Kaitan dengan Wewenang Lembaga Praperadilan” Dalam USU Law
Journal Vol. 4. No. 2., halaman 158.
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Pasal 1 angka 14 KUHAP mensyaratkan adanya bukti permulaan sebelum
menetapkan seorang sebagai tersangka. Namun KUHAP tidak menjelaskan lebih
lanjut tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan bukti permulaan, khususnya
definisi bukti permulaan yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan tersangka.
Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan hanya disinggung secara
tanggung dan tidak menyelsaikan masalah oleh KUHAP dalam penjelasan pasal
17 KUHAP, yaitu “yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah
bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 1
angka 4”. Karena KUHAP tidak mendefinisikan lebih lanjut mengenai apa itu
bukti permulaan yang cukup, khususnya yang dapat digunakan sebagai dasar
untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, maka mengenai apa yang
dimaksud bukti permulaan, harus dicari dari sumber lain.?

C. Tersangka

Definisi tersangka diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan
Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
(Perkap No. 14 Tahun 2012). Rumusan yang sama diatur pula dalam Pasal 1
angka 14 KUHAP, tersangka adalah seseorang yang karenga perbuatannya atau
keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak
pidana.?®

Menurut J.C.T.Simorangkir, yang dimaksud dengan tersangka adalah

seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih

24 Kanggurumalas, “‘Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan, sebuah
Progresivitas Hukum yang Dibutuhkan”, melalui www.kanggurumalas.com, diakses pada tanggal
28 November 2019 Pukul 20.10 WIB.

2 Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, Op. Cit., halaman 53.
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http://www.kanggurumalas.com/

dalam tahap pemeriksaan terlebih dahulu untuk dipertimbangkan apakah
tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan. Adapun
menurut Darwin Prints pengertian tersangka adalah seseorang yang disangka,
sebagai pelaku suatu delik pidana (dalam hal ini tersangka belumlah dapat
dikatakan sebagai seseorang yang bersalah atau tidak).?® Menurut Adnan
Paslyadja, tersangka adalah orang yang karena perbuatan atau keadaaannya
berdasarkan alat bukti minimal disangka melakukan tindak pidana kemudian
dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Istilah tersangka merupakan terminologi dalam KUHAP yang dibedakan
dengan terdakwa. Berbeda halnya dengan sistem hukum Belanda yang termaksud
dalam wetboek van strafvordering, tidak membedakan tersangka dengan terdakwa
(tidak lagi memakai dua istilah beklaagde dan verdachte, tetapi hanya memakai
satu istilah untuk kedua macam pengertian itu, yaitu istilah verdachte. Namun,
dibedakan pengertian verdachte sesudah penuntutan dan sebelum penuntutan dan
tersangka dalam KUHAP. Yang sama dengan istilah KUHAP vyaitu istilah Inggris
yang membedakan pengertian the suspect (sebelum penuntutan) dan the accused
(sesudah penuntutan).?’

Pengertian tersangka tersebut akan lebih tepat apabila mengacu pada
ketentuan Pasal 27 ayat (1)Nederland Van Strafvordering (Ned.Sv). istilah dan
pengertian tersangka dalam Ned.Sv ditafsirkan secara lebih luas dan lugas yaitu
yang dipandang sebagai tersangka ialah orang karena fakta-fakta atau keadaan-

keadaan menunjukkan ia patut diduga bersalah melakukan suatu tindak pidana.

26 |hid.
27 Andi Hamzah, Op. Cit., halaman 6-7.
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Jadi, fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang menjurus kepada dugaan yang patut
bahwa tersangkalah yang melakukan perbuatan itu.?®

Maka dari itu, berdasarkan penjelasan di atas, tersangka maupun terdakwa
adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan keadaan dan
bukti yang nyata atau fakta. Oleh karena itu, orang tersebut:

1. Harus diselidiki, disidik, dan diperika oleh penyidik.

2. Harus dituntut dan diperiksa di muka sidang pengadilan oleh penuntut umum
dan hakim.

3. jika perlu terhadap tersangka atau terdakwa dapat dilakukan tindakan upaya
paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan benda
sesuai dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang.?

Dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap tersangka ada beberapa cara
yang berlaku menurut KUHAP, adapun cara tersebut yaitu:

1. Sesuai dengan Pasal 52 dan 117 KUHAP bahwa jawaban atau keterangan
diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun
dan dalam bentuk apapun juga. Tersangka dalam memberikan keterangan harus
“bebas” dan “kesadaran” murni. Tidak boleh dipaksa dengan cara apapun juga
baik penekanan fisik dengan tindak kekerasan dan penganiayaan, maupun
dengan tekanan dari pihak penyidik ataupun pihak luar.

Mengenai jaminan dan pelaksaan Pasal 52 dan 117 KUHAP tersebut, tidak ada
sanksinya. Satu-satunya jaminan untuk tegaknya Pasal 52 dan 117 KUHAP

lalah melalui praperadilan yang berupa pengajuan ganti rugi atas alasan

28 Lilik Mulyadi. 2012. Hukum Acara Pidana Normatif, teoritis, praktik dan
permasalahannya. Bandung: Alumni, halaman 50.
29 M. Yahya Harahap, Op. Cit., halaman 330.
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pemeriksaan-pemeriksaan yang telah dilakukan tanpa didasari oleh Undang-
Undang dan perlunya dihadirkan penasehat hukum dalam jalannya
pemeriksaan agar dapat mengontrol dengan tepat untuk menghindari terjadinya
ancaman dan penekanan.

2. penyidik harus mencatat dengan teliti dari semua keterangan tersangka, yaitu
semua yang diterangkan tersangka tentang apa yang sebenarnya yang telah
dilakukannya sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepada
tersangka dan juga sesuai dengan rangkaian kata-kata yang diucapkan oleh
tersangka. Keterangan tersangka tersebut juga harus ditanyakan dan juga
dimintakan persetujuan kepada tersangka tentang kebenaran dan isi berita acara
tersebut. Apabila tersangka telah menyetujuinya, maka tersangka dan penyidik
masing-masing memberikan tanda tangannya di dalam berita acara tersebut,
sedangkan apabila tersangka tidak mau menanda tanganinya maka penyidik
membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan tentang hal itu beserta
alasan yang menjelaskan mengapa tersangka tidak mau menanda tanganinya.

3. Dalam Pasal 119 KUHAP menyebutkan, jika tersangka yang akan di periksa di
luar lokasi daerah hukum penyidik, maka penyidik yang bersangkutan dapat
membebankan kepada penyidik yang berwenang di daerah tempat tinggal
tersangka.

4. Jika tersangka tidak hadir menghadap penyidik, maka sesuai Pasal 113 KUHAP
pemeriksaan dapat dilakukan di tempat kediaman tersangka dengan secara
langsung datang ketempat kediaman tersangka untuk melakukan pemeriksaan.

Hal ini dilakukan apabila tersangka tidak dapat hadir ke tempat pemeriksaan
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yang telah ditentukan oleh penyidik dengan alasan yang patut dan wajar.
Alasan yang patut dan wajar disini yang dimaksud ialah harus ada pernyataan
dari tersangka bahwa tersangka bersedia diperiksa di tempat kediamannya.
Sehubungan dengan pemeriksaan tersangka, ada beberapa hak-hak
tersangka yang terdapat dalam KUHAP. Hak-hak tersebut antara lain:

1. Hak tersangka untuk segera mendapatkan pemeriksaan (Pasal 50 dan Pasal 122
KUHAP).

2. Hak tersangka untuk diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya
(Pasal 51 KUHAP).

3. Hak tersangka memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau
hakim (Pasal 52 KUHAP).

4. Hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau tersangka wajib
didampingi oleh penasehat hukum (Pasal 114 KUHAP).

5. Hak tersangka untuk ditanyakan apakah ia akan mengajukan saksi yang dapat
menguntungkan baginya, apabila ada harus di catat dalam berita acara dan
penyidik wajib memeriksa saksi tersebut (Pasal 116 ayat 3 dan ayat 4
KUHAP).

6. Hak tersangka untuk dimintakan keterangan tentang benda, apabila ada suatu
benda yangakan di sita dari tersangka (Pasal 129 ayat 1 KUHAP).

7. Hak tersangka untuk tidak mendapatkan tekanan dari siapapun dan dalam
bentuk apapun dalam memberikan keterangan (Pasal 117 KUHAP).

Berdasarkan hak-hak tersangka yang telah diuraikan di atas, KUHAP

mengatur secara ketat agar hak-hak tersangka agar tidak dilanggar oleh pejaabat
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yang berwenang dan memperlakukan tersangka yang bertentangan dengan

Undang-Undang. Apabila dilanggar, hal ini dapat dikenakan sanksi pidana yang

diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun (Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001).%°

Selain mempunyai hak-hak, tersangka juga mempunyai kewajiban-
kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan yang terdapat dalam KUHAP.

Kewajiban-kewajiban tersangka yang terdapat dalam KUHAP antara lain:3!

1. Kewajiban tersangka untuk melapor diri pada waktu yang ditentukan dalam hal
yang bersangkutan menjalani penahanan kota (Pasal 22 ayat 3 KUHAP).

2. Kewajiban tersangka untuk meminta izin keluar rumah atau keluar kota kepada
penegak hukum yang memberi perintah penahanan, bagi tersangka yang
menjalani penahanan kota (Pasal 22 ayat 2 dan 3 KUHAP).

3. Kewajiban tersangka mentaati syarat yang ditentukan bagi tersangka yang
menjalani massa penangguhan, misalnya wajib lapor (Pasal 31 KUHAP).

4. Kewajiban tersangka menyimpan isi berita acara untuk pembelaannya (Pasal 72
KUHAP dan penjelasannya).

5. Kewajiban tersangka untuk menyebutkan alasan-alasan apabila mengajukan
tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan (Pasal 79 dan 81
KUHAP).

6. Kewajiban tersangka untuk menghadiri jadwal sidang yang telah ditetapkan

(Pasal 154 ayat 4 KUHAP).

30 KUHP dengan penjelasan R.soesilo, halaman 286.
31 Bambang Waluyo. 2000. Pidana dan Pemidanaa. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 40-
41.
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7. Kewajiban tersangka untuk membayar biaya perkara yang telah diputus pidana
(Pasal 22 ayat 1).

D. Bukti Permulaan Yang Cukup

KUHAP tidak menjelaskan menjelaskan lebih lanjut tentang definisi

“bukti permulaan”, namun KUHAP secara jelas mengatur tentang alat bukti yang

sah di dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu meliputi keterangan saksi,

keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. M. Hamzah dalam
bukunya yang berjudul *“Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang

Cukup” menjelaskan bahwa bukti permulaan yang cukup berfungsi sebagai

prasyarat dan penetapan tersangka. Bukti permulaan yang cukup terdiri atas:*2

1. Keterangan (dalam proses penyelidikan).

2. keterangan saksi (dalam proses penyidikan).

3. keterangan ahli (dalam proses penyidikan).

4. barang bukti (dalam proses penyelidikan dan penyidikan).

Fungsi bukti permulaan yang cukup dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua)
kategori, yaitu merupakan prasyarat untuk:

1. Melakukan penyidikan. Adapun fungsi bukti permulaan yang cukup ialah untuk
menduga adanya suatu tindak pidana dan selanjutnya dapat dilakukan dengan
melakukan penyidikan.

2. Menetapkan status tersangkap terhadap seseorang yang diduga telah melakukan
suatu tindak pidana. Adapun fungsi bukti permulaan yang cukup ialah bukti

permulaan bahwa tindak pidana tersebut diduga dilakukan oleh seseorang.

32 Kanggurumalas, Loc. Cit.
33 Chandra M. Hamzah. 2014. Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Bukti Permulaan
Yang Cukup. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, halaman 6.
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Suatu nilai bukti yang telah mampu untuk menduga untuk menduga
seseorang sebagai tersangka, memilikki makna bukti permulaan yang disebut pada
Pasal 1 angka 14 KUHAP dan dihubungkan dengan penjelasan Pasal 17 KUHAP.
Berarti bukti bukti yang telah ditemui dan dimilikki penyidik, telah bersesuaian
dengan keadaan yang ditemui pada seseorang.3* Prasyarat bukti permulaan yang
cukup untuk melakukan beberapa kewenangan, antara lain:

1. Penangkapan, yaitu suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara
waktu kebebasan tersangka.

2. Membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa
pengiriman lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana yang sedang
diperiksa.

3. Menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga
digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut.

4. Pemblokiran, yaitu tindakan untuk mencegah pengubahan bentuk, penempatan,
pembagian, perpindahan atau pergerakan dalam jangka waktu tertentu.

5. Penyitaan, yaitu merupakan suatu tindakan untuk mengambil alih atau
menguasai suatu benda bergerak mapun tidak bergerak untuk kepentingan
pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.®®

E. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan
diancam dengan pidana, makna dalam perbuatan ini yaitu selain perbuatan yang

bersfiat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga

34 M. Yahya Harahap. 2013. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika, halaman 126.
3 Chandra M. Hamzah, Op. Cit, halaman 6-7.
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perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan
oleh hukum).%

Tindak pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang
rumusannya di dalam bahasaBelanda vyaitu “hij die opzettelijk en met
voorbedachten rade een ander van het leven berooft, wordt, Alias schuldig aan
moord, gestraft met de doodstraft of levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van
ten hoogste twintig jareng”, yang artinya “barang siapa dengan sengaja dan
dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah
telah melakukan suatu pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu, dipidana
dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara
sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.*’

Pembunuhan berencana terdiri dalam pembunuhan dalam arti pasal 338
KUHP ditambah dengan adanya unsur direncanakan terlebih dulu. Lebih berat
ancaman pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan
dalam pasal 338 KUHP maupun Pasal 339 KUHP, diletakkan pada adanya unsur
dengan direncanakan lebih dulu itu.®

Berdasarkan uraian Pasal 340 KUHP di atas, tindak pidana pembunuhan
berencana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur subjektif, yaitu unsur dengan sengaja dan direncanakan lebih dulu

(opzettelijk voorbedachten).

3 Teguh Prasetyo. 2014. Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 50.

37 P.AF, Lamintang dan Theo Lamintang. 2012. Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap
Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 51.

38 Adami Chazawi. 2013. Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa. Jakarta: Raja Grafindo
Persada, halaman 81.
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2. Unsur objektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain (beroven leven een
ander).

Akan tetapi , tidak berarti bahwa dalam hal adanya kenyataan antara waktu
penyusunan suatu rencana dengan waktu pelaksanaanya selalu terdapat
voorbedachter raad (direncanakan lebih dulu). Hal tersebut terjadi karena dalam
jangka waktu yang dimaksud mungkin saja pelakunya tidak mempunyai sama
sekali kesempatan untuk mempertimbangkan secara tenang mengenai apa yang
telah ia rencanakan.®® Simon berpendapat, makna kata voorbedachter raad yaitu
orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dulu, jika untuk
melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah melakukan keputusannya dengan
mempertimbangkannya secara tenang dan juga telah mempertimbangkan tentang
kemungkinan-kemungkinan atau akibat-akibat dari tindakannya.*

Jadi, berdasarkan uraian di atas. Pada dasarnya tindak pidana pembunuhan
berencana mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;

2. Adanya ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai
dengan pelaksanaan kehendak;

3. Pelaksanaan kehendak atau perbuatan dalam keadaan tenang.*

Waktu yang cukup adalah relatif, tidak terlalu singkat, karena jika terlalu
singkat tidak mempunyai kesempatan untuk berfikir tapi juga tidak terlalu lama.
Memutuskan kehendak atau perbuatan dalam keadaan tenang adalah pada saat

memutuskan kehendak atau perbuatan untuk membunuh itu dilakukan dalam

39 P.AF. Lamintang dan Theo Lamintang. Op. Cit., halaman 53.
40 Ibid., halaman 51.
41 Adami Chazawi, Op. Cit., halaman 82.
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keadaan tenang, tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa

dan emosi yang tinggi.*?

2 |bid., halaman 82-83.
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BAB I
METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Tempat Penelitian
1. Waktu Penelitian
Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Desember 2019 setelah

dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outline.

Bulan

November | Desember | Januari | Februari

No | Kegiatan 2019 2019 2019 2019 Keterangan

1 | Pengajuan

Judul

2 Seminar

Proposal

3 | Penelitian

4 | Penulisan

Skripsi
5 | Bimbingan
Skripsi
6 Seminar
Hasil
7 Meja
Hijau
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2. Tempat Penelitian
Tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan jalan Pengadilan

Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera

Utara.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Hukum

Normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan

berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan

pengadilan, teori hukum, dan dapat juga berupa pendapat para sarjana. Penelitian

Hukum Normatif ini mempunyai sumber hukum sebagai berikut:

a. Sumber hukum primer, yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah
yang akan diteliti. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD
1945), Undang-Undang (UU), dan lainnya.

b. Sumber hukum sekunder, yaitu bahan-bahan data yang memberikan penjelasan
tentang bahan hukum data primer. Contohnya adalah Karya ilmiah dari para
sarjana, hasil penelitian, dan lainnya.

c. Sumber hukum tersier, yaitu bahan-bahan data yang memberikan informasi
tentang hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah majalah, media massa,

internet, dan lainnya.*®

43 http://idtesis.com, diakses pada tanggal 6 Desember 2019 Pukul 21.30 WIB.
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2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif
analisis dari studi kasus pada Pengadilan Negeri Medan jalan Pengadilan
Kelurahan No.8, Petisah Tengah, kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera
Utara. Deskriptif analisis merupakan penelitian yang hanya semata-mata
melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpasuatu maksud untuk mengambil
kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Penelitian deksriptif ini dimaksudkan untuk menggambarkan data yang
seteliti mungkin tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka dari studi kasus
putusan tersebut, sehingga dari data tersebut dapat dipergunakan untuk
menganalisis identifikasi masalah yand dipaparkan oleh penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini penulis menggunakan beberapa pengumpulan data yaitu:

a. Studi Kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan
berdasarkan bahan-bahan bacaann, dengan cara membaca buku-buku, undang-
undang, jurnal dan pendapat dari para ahli hukum pidana yang bersifat ilmiah
yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

b. Studi Lapangan (Field Research), yaitu dengan melakukan penelitian melalui
wawancara secara langsung di Pengadilan Negeri Medan jalan Pengadilan
Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera

Utara.
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4. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam penulisan
skripsi. Analisis data ini dilakukan secara kualitatif yaitu dengan mengambil data
dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan,
majalah maupun media massa, perundang-undangan, serta wawancara dan
membuat sistematika dari data-data tersebut akan menghasilkan kualifikasi
tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini,
untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam

penelitian ini.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian
ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar hakim praperadilan dengan memberikan pertimbangan dari apa yang
dilihat selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim ini
didasarkan pada keyakinannya dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh
para pihak. Alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP. Sehingga penulis berkesimpulan untuk
menetapkan status tersangka terhadap pemohon harus didasarkan pada dasar
minimal 2 (dua) alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Maka hakim
praperadilan harus menguji dan mempertimbangkan wewenang penyidik dalam
menetapkan status seseorang sebagai tersangka apakah sudah tepat
sebagaimana yang dimaksud dalam KUHAP dan pada akhirnya hakim
memutuskan dan mengabulkan permohonan pemohon, bahwa alat bukti yang
diajukan oleh penyidik dalam menetapkan status tersangka terhadap pemohon
tidak sah atau tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup. Namun,
jika putusan praperadilan telah mengabulkan permohonan pemohon, tidak
menutup kemungkinan pihak penyidik dapat menetapkan pemohon sebagai
tersangka kembali apabila ditemukannya alat bukti yang baru di luar dari alat
bukti yang telah dibatalkan oleh putusan praperadilan sebelumnya sebagaimana

yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2016.
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2. Berdasarkan Pasal 82 ayat (3) KUHAP, terdapat 3 (tiga) macam pelaksanaan
putusan praperadilan sebagai akibat dari dikabulkannya permohonan pemohon
yaitu melakukan pembayaran sejumlah uang (ganti kerugian), melakukan
perbuatan tertentu, dan melakukan pemberian rehabilitasi. Serta dalam putusan
praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian pada kesimpulan di atas, maka dalam penelitian
ini dapat disarankan sebagai berikut:

1. Sebaiknya untuk mengakhiri ketidakpastian hukum ini atas seringnya terjadi
penetapan tersangka secara berulang-ulang setelah pemohon memenangkan
peroses praperadilan. Maka harus di berikan batasan sebagai salah satu cara
memberi batasan yang dimaksud adalah dengan menerapkan asas nebis in
idem.

2. Sebaiknya hukum acara pidana dapat memberikan upaya hukum terhadap
putusan praperadilan yang menyimpang sebagai sebagai akibat hukum dari

putusan praperadilan tersebut.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document A(@%ted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9,20



DAFTAR PUSTAKA
A. BUKU
Andi Hamzah. 2012. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Edisi
Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group.

Ayub. 2010. Praperadilan dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia.
Medan: USU Press.

P.A.F. Lamintong dan Theo Lamintong. 2012. Delik-Delik Khusu Kejahatan
terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan. Jakarta: Sinar Grafika.

Wessy Trisna. 2011. Praperadilan dalam Perkara Pidana (Pre-Court on The
Criminal Cases). Medan: Pustaka Bangsa Press.

M. Yahya Harahap. 2013. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,
Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan
Kembali (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.

Amir llyas dan Apriyanto Nusa. 2017. Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi. Yogyakarta: Genta Publishing.

Lilik Mulyadi. 2012. Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan
Permasalahannya. Bandung: Alumni.

Chandra M. Hamzah. 2014. Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Bukti
Permulaan Yang Cukup. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan
Indonesia.

M. Yahya Harahap. 2013. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.

Teguh Prasetyo. 2014. Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syaiful Bakhri. 2012. Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Praperadilan.
Depok: Gramata Publishing.

Eddy O.S Hiariej. 2012. Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga.

Munir Fuady. 2012. Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata. Jakarta: PT.
Citra Aditya Bakti.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9,20



R. Soeparmono. 2015. Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti
Kerugian dalam KUHAP (Edisi Kedua). Bandung: Mandar Maju.

Indriyanto Seno Adji. 2015. Praperadilan dan KUHAP (Catatan Mendatang).
Jakarta: Diadit Media.

Suharto dan Jonaedi Effendi. 2014. Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi
Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan.
Jakarta: Kencana.

Ridwan Eko Prasetyo. 2015. Hukum Acara Pidana. Bandung: Pustaka Setia.

Leden Marpaung. 2014. Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan
Penyidikan) Bagian Pertama Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturat Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015.

C. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XI11/2014.

D. Internet

http://idtesis.com, diakses pada tanggal 6 Desember 2019.

Kanggurumalas, “Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan, sebuah
Progresivitas Hukum yang Dibutuhkan’, melalui
www.kanggurumalas.com.

Sofyan Lubis, “Upaya Praperadilan™,
http://sofyanlubis.blogspot.com/2009 12 01 archive.html.

Irma Herawati, ““Sekilas tentang praperadilan™,
http://www.profauna.org/suarasatwa/id/2007/02/sekilas tentang prapera
dilan.html.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9,20


http://idtesis.com/
http://www.kanggurumalas.com/
http://sofyanlubis.blogspot.com/2009_12_01_archive.html
http://www.profauna.org/suarasatwa/id/2007/02/sekilas_tentang_praperadilan.html
http://www.profauna.org/suarasatwa/id/2007/02/sekilas_tentang_praperadilan.html

E. Karya llImiah

Gomgoman Simbolon, dkk. 2016. ““Analisis Hukum atas Penetapan Tersangka
Tindak Pidana Korupsi dalam Kaitan dengan Wewenang Lembaga
Praperadilan” dalam USU Law Journal Vol. 4. No. 2.

Lolita Gamelia Kimbal. 2014. “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Akibat
Praperadilan Yang Diterima’ dalam Lex Et Societatis VVol. Il. No. 6.

S. Wulandari. 2015. “Kajian tentang Praperadilan dalam Hukum Pidana’ dalam
Jurnal llmiah UNTAG Vol. 4. No. 3.

Selfianus Laritmas. 2015. “Implikasi Hukum Terhadap di Kabulkannya
Permohonan Praperadilan Budi Gunawan dalam Jurnal UNIERA
Vol.4. No.2.

Darwin, Dahlan dan Suhaimi. 2019. “Analisis Yuridis Putusan Peraperadilan
dalam Perspektif Sitstem Peradilan Pidana” dalam Jurnal Mercatoria
Vol. 12. No. 1.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9,20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  Dipindai %%@é’s%’%%%”fﬁ%%’s‘&?rry uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  Dipindai %%@é’s%’%%%”fﬁ%%’s‘&?rry uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  Dipindai %%@é’s%’%%%”fﬁ%%’s‘&?rry uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  Dipindai %%@é’s%’%%%”fﬁ%%’s‘&?rry uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  Dipindai %%@é’s%’%%%”fﬁ%%’s‘&?rry uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  Dipindai %%@é’s%’%%%”fﬁ%%’s‘&?rry uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  Dipindai %%@é’s%’%%%”fﬁ%%’s‘&?rry uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  Dipindai %%@é’s%’%%%”fﬁ%%’s‘&?rry uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  Dipindai %%@é’s%’%%%”fﬁ%%’s‘&?rry uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  Dipindai %%@é’s%’%%%”fﬁ%%’s‘&?rry uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  Dipindai %%@é’s%’%%%”fﬁ%%’s‘&?rry uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  Dipindai %%@é’s%’%%%”fﬁ%%’s‘&?rry uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  Dipindai %%@é’s%’%%%”fﬁ%%’s‘&?rry uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  Dipindai %%@é’s%’%%%”fﬁ%%’s‘&?rry uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  Dipindai %%@é’s%’%%%”fﬁ%%’s‘&?rry uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  Dipindai %%@é’s%’%%%”fﬁ%%’s‘&?rry uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  Dipindai %%@é’s%’%%%”fﬁ%%’s‘&?rry uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  Dipindai %%@é’s%’%%%”fﬁ%%’s‘&?rry uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  Dipindai %%@é’s%’%%%”fﬁ%%’s‘&?rry uma.ac.id)4/9/20



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  Dipindai %%@é’s%’%%%”fﬁ%%’s‘&?rry uma.ac.id)4/9/20



	1. Cover
	2. lembar pengesahan
	3. LEMBAR PERNYATAAN
	4. Abstrak
	5. Kata Pengantar
	6. Daftar Isi
	7. BAB I
	8. BAB II
	9. BAB III
	11. BAB V
	12. DAFTAR PUSTAKA
	13. PERMOHONAN RISET
	14. RISET SELESAI
	15. PUTUSAN
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91



[bookmark: _GoBack]

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Salah satu asas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah pengadilan mengadili menurut hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah atau yang sering dikenal sebagai asas presumption of innocence. Asas ini disebut dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009) dan juga dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP yang berbunyi bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mengatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.[footnoteRef:1] [1:  Andi Hamzah. 2012. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 14.] 






Terdapat perlindungan hukum terhadap tersangka dan terdakwa dalam proses praperadilan pidana untuk mendapatkan hak-haknya yang diberikan oleh undang-undang yang berdasarkan pada asas presumption of innocence. Hal ini berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan didepan sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gweisjde).[footnoteRef:2] [2:  Ayub.2010. Praperadilan dalam Presperktif Perlindungan Hak Asasi Manusia. Medan: USU Press, halaman 68.] 
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Dalam KUHAP diatur lembaga baru dengan nama praperadilan yang berfungsi sebagai upaya untuk menjamin agar ketentuan-ketentuan dalam KUHAP tersebut dapat terlaksana sehingga sebagaimana yang dicita-citakan. Peran praperadilan merupakan pemberian wewenang tambahan kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.[footnoteRef:3] [3:  Wessy Trisna. 2011. Praperadilan dalam Perkara Pidana (Pre-Court on The Criminal Cases). Medan: Pustaka Bangsa Press,  halaman 22.] 


Praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang memilikki wewenang memberikan putusan akhir atas suatu peristiwa pidana.[footnoteRef:4] Praperadilan merupakan lembaga peradilan yang menjadi wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.[footnoteRef:5] [4:  Nur Hidayat, “Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Polri dan Upaya Hukumnya”, Jurnal Yustitia, Vol.10, No.1, Nopember 2010, halaman 22.]  [5:  M. Yahya Harahap. 2009. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali(Edisi Kedua).Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1-2.] 


Wewenang hakim praperadilan sesuai KUHAP adalah sebatas hanya memutuskan mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, termasuk ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya telah dihentikan. Hakikat mengajukan upaya praperadilan adalah untuk menegakkan hukum dan melindungi hak asasi tersangka dalam tingkat penyidikan, atau penututan.[footnoteRef:6] [6:  Andi Hamzah. 1996. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sapta Artha Jaya, halaman 1-2.] 


Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, terdapat penemuan hukum terkait objek praperadilan yang diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP. Dalam putusan tersebut yang amar putusannya menerangkan bahwa pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 (UUD 1945) sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Berkaitan dengan penjelasan objek praperadilan tersebut, maka dalam penelitian ini ruang lingkup pembahasan kewenangan praperadilan akan dipersempit pada pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Subjek hukum praperadilan adalah setiap orang yang dirugikan. Jadi, objek hukum praperadilan dalam hal untuk sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya yaitu untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.[footnoteRef:7] [7:  Irma Herawati, “Sekilas tentang praperadilan”, http://www.profauna.org/suarasatwa/id/2007/02/sekilas_tentang_praperadilan.html, diakses tanggal 27 November 2019 Pukul 13.20 WIB] 


Praperadilan tidak hanya memberikan hak kepada tersangka atau keluarganya untuk mempraperadilankan kepolisian dan kejaksaan, namun juga memberikan hak kepada kepolisian untuk mempraperadilankan kejaksaan dan memberi hak kepada kejaksaan untuk mempraperadilankan kepolisian. Praperadilan dapat dilakukan pihak kepolisian kepada kejaksaan jika telah dinyatkan cukup bukti oleh kejaksaan dan/atau suatu perkara tersebut telah dilimpahkan dari kepolisian kepada kejaksaan, namun ditengah jalan tiba-tiba kejaksaan mengeluarkan SP3 (Surat Penetapan Penghentian Penuntutan), maka demi tegaknya hukum dan keadilan pihak kepolisian dapat mempraperadilankan pihak kejaksaan ke Pengadilan Negeri.[footnoteRef:8] [8:  Sofyan Lubis, “Upaya praperadilan”, http://sofyanlubis.blogspot.com/2009_12_01_archive.html, diakses tanggal 27 November 2019 Pukul 13.30 WIB.] 


	Kewajiban dalam rangka menjunjung tinggi hak asasi manusia merupakan salah satu tugas dari setiap penyidik untuk melaksanakannya. Hal tersebut diatur dalam pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri (PP No. 2 Tahun 20003) jo. Pasal 10 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia (Perkap No. 14 Tahun 2011).

Seseorang ditetapkan sebagai tersangka hak kemerdekaannya akan dirampas, sehingga dalam penetapan status seseorang sebagai tersangka tanpa menggunakan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan suatu masalah dalam hukum acara pidana. Maka dari itu dalam melindungi hak tersangka atau terdakwa, KUHAP memberikan mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik atau penuntu umum melalui pranata praperadilan. Dalam hal inilah praperadilan mengambil peranan penting untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka tersebut berdasarkan syarat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Perampasan“hak kemerdekaan” tersebut dialami oleh tersangka S. Siwajiraja. Tersangka S. Siwajiraja mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan tersangka terhadap dirinya dengan sangkaan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Medan (Polrestabes Medan). Berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn tanggal 7 Agustus 2017, hakim praperadilan mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum.[footnoteRef:9] [9:  Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn, halaman 2.] 


Berdasarkan fakta yang telah diuraikan, penyidik sudah tidak teliti dan sewenang-wenang dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka dengan menyatakan penetapan tersebut berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Namun setelah dilakukannya pengajuan permohonan praperadilan, terhadap bukti yang diajukan oleh penyidik tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Apabila penetapan tersangka tetap dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Medan (Polrestabes Medan) tanpa ada akhirnya, sementara hakim praperadilan sudah mencabut penetapan tersangka tersebut, maka keadaan yang demikian menciptakan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan asas litis finiri opertet (setiap perkara ada akhirnya).

Maka dari uraian latar belakang di atas, penulis terarik untuk mengangkat masalah tersebut menjadi sebuah penelitian yang berjudul “Pertimbangan Putusan Hakim Praperadilan Mengenai Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka (Studi Putusan Praperadilan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn)”.

B. Perumusan Masalah

	Berdasarkan  latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan berbagai permasalahan diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hakim praperadilan mengabulkan permohonan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka?

2. Bagaimana akibat hukum yang dijatuhkan oleh putusan praperadilan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hakim praperadilan mengabulkan permohonan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka.

2. Untuk mengetahui akibat hukum penjatuhan putusan praperadilan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka.

D. Manfaat Penelitian

	Berdasarkan dari permasalahan di atas, manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang di lakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Dapat memberikan pengetahuan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana tentang sah atau tidaknya pemenuhan syarat bukti permulaan yang cukup dalam penetapan tersangka tindak pidana sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kaidah-kaidah hukum yang akan datang.

2. Secara Praktis

Dapat memberikan informasi dan bermanfaat bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana serta sebagai acuan sumber informasi bagi pembaca terkait sah atau tidaknya pemenuhan syarat bukti permulaan yang cukup dalam penetapan tersangka tindak pidana pembunuhan berencana melalui Putusan Praperadilan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn.

E. Hipotesa

	Hipotesa disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah yaitu kemungkinan jalan yang harus ditempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam pembahasan selanjutnya.

	Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu, bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian. Bahkan mungkin saja yang terjadi kebalikannya. Oleh sebab itu, hipotesa tersebut bisa digugurkan dan bisa dikukuhkan.

	Adapun hipotesa dalam penelitian ini adalah sbagai berikut:

1. Dasar hakim praperadilan mengabulkan permohonan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka yaitu berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Karena, bukti permulaan yang cukup merupakan dasar untuk menentukan seseorang sah menjadi tersangka atau tidak.

2. akibat hukum yang dijatuhkan oleh putusan praperadilan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka yaitu melakukan perbuatan tertentu, melakukan pembayaran sejumlah uang, dan melakukan pemberian rehabilitasi.











































BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Praperadilan

	1. Sejarah Praperadilan

	Praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak Habeas Corpus dalam sistem peradilan Anglos Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya kemerdekaan.Habeas Corpus Act memberikan hak pada seseorang untuk melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut (menantang) pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya (polisi ataupun jaksa) membuktikan bahwa penahanan tersebut adalah tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia.

	Surat perintah Habeas Corpus ini dikeluarkan oleh pengadilan pada pihak yang sedang menahan (polisi atau jaksa) melalui prosedur yang sederhana. Surat perintah pengadilan yang berisikan hak Habeas Corpus tersebut tidak hanya ditujukan untuk kepada penahanan yang terkait dalam proses peradilan pidana saja, namun juga terhadap segala bentuk penahanan yang dianggap telah melanggar hak kemerdekaan pribadi seseorang yang telah dijamin oleh konstitusi.[footnoteRef:10] [10:  Wessy Trisna, Op.Cit., halaman 16.] 


	Prinsip dasar Habeas Corpus inilah yang memberikan inspiras untuk menciptakan suatu forum yang memberikan hak dan kesempatan kepada seseorang yang sedang menderita karena dirampas atau dibatasi kemerdekaannya untuk mengadukan nasibnya sekaligus menguji kebenaran dan ketetapan dari tindakan kekuasaan berupa penggunaan upaya paksa (dwang middelen), baik penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan maupun pembukaan surat-surat yang diberlakukan oleh pihak kepolisian ataupun kejaksaan ataupula kekuasaan lainnya. Prinsip dasar Habeas Corpus memunculkan gagasan lembaga praperadilan yang memberikan perlindungan kepada terdakwa atau tersangka terhadap upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum.[footnoteRef:11] [11:  Ibid., halaman 17.] 


	Ada perbedaan mendasar antara Habeas Corpus dengan lembaga praperadilan, yaitu:[footnoteRef:12] [12:  Ibid., halaman 18..] 


1. Pada praperadilan, hakim yang mengadili perkara praperadilan memeriksa   sebelum sidang biasa di pengadilan, sedangkan Habeas Corpus, hakim yang memeriksa adalah hakim di pengadilan dalam sidang biasa.

2. Dalam praperadilan, kewenangannya terbatas pada menguji keabsahan suatu penangkapan dan penahanan yang dilakukan sehubungan dengan upaya paksa dalam hukum acara pidana, sedangkan Habeas Corpus, lebih luas dalam arti permohonan dikeluarkannya surat perintah Habeas Corpus ditujuan kepada instansi manapun yang melakukan penangkapana dan penahanan.

	



	2. Pengertian Praperadilan

	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebelum dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Pasal 1 angka 10 KUHAP. Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur oleh Undang-Undang, tentang:

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.

c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.[footnoteRef:13] [13:  Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Edisi Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 182.] 


	Khusus dalam hal praperadilan yang dilakukan oleh penyidik terhadap penghentian penuntutan atau penuntut umum terhadap penghentian penyidikan hendaknya di pahami bukan untuk mencampuri urusan kewenangan masing-masing kelembagaan tetapi lebih di pahami sebagai kontrol mekanisme penegakkan hukum acara, peran serta masyarakat baik itu melalui LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) maupun secara individu juga mutlak di perlukan dalam pengawasan penegakkan hukum.

	Tata cara pengajuan praperadilan adalah sebagai berikut:[footnoteRef:14] [14: 	 S. Wulandari. 2015. “Kajian tentang Praperadilan dalam Hukum Pidana” dalam Jurnal Ilmiah UNTAG Vol. 4. No. 3, halaman 13.] 


a. Permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

b. Permohonan diregistetr dalam perkara praperadilan.

c. Ketua Pengadilan Negeri segera menunjuk hakim dan panitera.

d. Pemeriksaan dilakukan dengan hakim tunggal.

	Tata cara pemeriksaan praperadilan adalah sebagai berikut:[footnoteRef:15] [15: 	 Ibid.] 


a. Penetapan hari sidang 3 (tiga) hari sesudah di register.

b. Pada hari penetapan sidang sekaligus hakim menyampaikan panggilan.

c. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari putusan sudah harus dijatuhkan.

	Praperadilan diperkenalkan KUHAP dalam penegakkan hukum dan bukan sebagai lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Serta bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu perkara pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya:[footnoteRef:16] [16:  M. Yahya Harahap, Loc. Cit.] 


a. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada setiap Pengadilan Negeri, dimana praperadilan ini hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari dan dengan pengadilan yang bersangkutan.

b. Dengan demikian, praperadilan bukan berada di luar atau disamping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri.

c. Administrasi yustisial, teknis, peralatan dan finansialnya takluk dan bersatu dengan Pengadilan Negeri, dan berada dibawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.



		3. Perkembangan Praperadilan

	Dahulunya praperadilan bukan hal menarik ataupun sesuatu hal yang di abaikan oleh seluruh masyarakat karena hanya bergumul dalam masalah sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan permintaan ganti rugi atau rehabilitasi. Namun, ketika adanya putusan hakim yang mengabulkan permohonan seorang tersangka yaitu Budi Goenawan ketika dia ditetapkan menjadi tersangka. Maka ramai lah setiap kalangan yang menyorot tentang hal praperadilan ini dan memperdebatkannya karena dianggap telah menyimpang dari ketentuan undang-undang sebagaimana dipersyaratkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Akan tetapi dengan dikabulkannya pula uji materil ketentuan praperadilan dalam KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi, setiap orang tidak dapat memperdebatkan lagi, apakah sah atau tidaknya penetapan tersangka dapat menjadi objek praperadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 secara tegas telah memperluas bahwa sah atau tidaknya penetapan tersangka merupakan objek praperadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi sifatnya final ialah final and binding, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kita semua harus menerimanya bahwa objek praperadilan telah mengalami perluasan.[footnoteRef:17] [17:  Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa. 2017. Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 1.] 


	Dengan adanya perluasan objek tersebut praperadilan menjadi berkembang, sehingga setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka dapat mengajukan permohonan melalui praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka seseorang tersebut yang ditetapkan oleh penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan hakim pengadilan. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan hal yang tidak memenuhi syarat penetapan tersangka yaitu bukti-bukti yang cukup dan pemeriksaan calon tersangka. Namun, dalam permiksaan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka tidak hanya mepersyaratkan kecukupan alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka, akan tetapi mempersyaratkan pula sah atau tidaknya alat bukti tersebut terkait dengan cara memperolehnya dan relevannya dengan perkara yang sedang diproses.[footnoteRef:18] [18:  Ibid., halaman 2.] 


	Adapun tujuan dari praperadilan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, yaitu:[footnoteRef:19] [19: 	 Darwin, dahlan dan Suhaimi. 2019. “Analisis Yuridis Putusan Praperadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana” dalam Jurnal Mercatoria Vol. 12. No. 1, haLaman 71.] 


a. Perlindungan hak-hak asasi manusia, terutama mereka yang terlibat di dalam perkara pidana, khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan.

b. Alat kontrol terhadap penyidik atau penuntut umum terhadap penyalahgunaan wewenang oleh penyidik.

B. Penetapan Tersangka

	Penyidik dapat menjatuhkan dugaan terhadap seseorang sebagai tersangka, harus terlebih dahulu memperoleh atau mengumpulkan bukti permulaan yang cukup (probable cause). Tanpa berusaha mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, seseorang telah diperiksa dan ditahan dapat mengakibatkan terjadinya cara-cara kekerasan dan pemerasan pengakuan sampai-sampai sering mengalami cacat seumur hidup. Hal ini sering terjadi pada praktek hukum di masa lalu, penyidik sudah langsung menduga, menangkap dan menahan seseorang walaupun bukti permulaan yang cukup belum ada.[footnoteRef:20] [20:  M. Yahya Harahap, Op. Cit., halaman 125.] 


	Penetapan tersangka tanpa didahului penyelidikan, penyidikan dan tanpa pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada terlapor atau korban pelapor sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 130/PUU-XII/2015, mengakibatkan penetapan tersangka menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan melalui proses praperadilan.[footnoteRef:21] Sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka, proses yang terlebih dahulu wajib dilalui penyidik adalah penyelidikan dan penyidikan. Penetapan tersangka bukanlah rangkaian yang berdiri sendiri, melainkan hanyalah akhir dari proses pemeriksaan sebelumnya.[footnoteRef:22] Namun praperadilan tidak bisa menolak atau membatalkan penetapan status tersangka oleh penyidik, seandainya bukti permulaan yang cukup itu memenuhi syarat yang disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP.[footnoteRef:23] [21:  Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, Op.Cit., halaman 61.]  [22:  Ibid., halaman 59.]  [23:  Gomgoman Simbolon, dkk. 2016. “Analisis Hukum atas Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi dalam Kaitan dengan Wewenang Lembaga Praperadilan” Dalam USU Law Journal Vol. 4. No. 2., halaman 158.] 


	Berkaitan dengan penetapan tersangka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Perkap No. 12 Tahun 2009 menyatakan status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti. Kemudian pada ayat (2) dijelaskan pula bahwa untuk menentukan memperoleh alat bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui gelar perkara.

	Pasal 1 angka 14 KUHAP mensyaratkan adanya bukti permulaan sebelum menetapkan seorang sebagai tersangka. Namun KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan bukti permulaan, khususnya definisi bukti permulaan yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan tersangka. Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan hanya disinggung secara tanggung dan tidak menyelsaikan masalah oleh KUHAP dalam penjelasan pasal 17 KUHAP, yaitu “yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 1 angka 4”. Karena KUHAP tidak mendefinisikan lebih lanjut mengenai apa itu bukti permulaan yang cukup, khususnya yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, maka mengenai apa yang dimaksud bukti permulaan, harus dicari dari sumber lain.[footnoteRef:24] [24:  Kanggurumalas, “Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan, sebuah Progresivitas Hukum yang Dibutuhkan”, melalui www.kanggurumalas.com, diakses pada tanggal 28 November 2019 Pukul 20.10 WIB.] 


C. Tersangka

	Definisi tersangka diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap No. 14 Tahun 2012). Rumusan yang sama diatur pula dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, tersangka adalah seseorang yang karenga perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.[footnoteRef:25] [25:  Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, Op. Cit., halaman 53.] 


	Menurut J.C.T.Simorangkir, yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam tahap pemeriksaan terlebih dahulu untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan. Adapun menurut Darwin Prints pengertian tersangka adalah seseorang yang disangka, sebagai pelaku suatu delik pidana (dalam hal ini tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai seseorang yang bersalah atau tidak).[footnoteRef:26] Menurut Adnan Paslyadja, tersangka adalah orang yang karena perbuatan atau keadaaannya berdasarkan alat bukti minimal disangka melakukan tindak pidana kemudian dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. [26:  Ibid.] 


	Istilah tersangka merupakan terminologi dalam KUHAP yang dibedakan dengan terdakwa. Berbeda halnya dengan sistem hukum Belanda yang termaksud dalam wetboek van strafvordering, tidak membedakan tersangka dengan terdakwa (tidak lagi memakai dua istilah  beklaagde dan verdachte, tetapi hanya memakai satu istilah untuk kedua macam pengertian itu, yaitu istilah verdachte. Namun, dibedakan pengertian verdachte sesudah penuntutan dan sebelum penuntutan dan tersangka dalam KUHAP. Yang sama dengan istilah KUHAP yaitu istilah Inggris yang membedakan pengertian the suspect (sebelum penuntutan) dan the accused (sesudah penuntutan).[footnoteRef:27] [27:  Andi Hamzah, Op. Cit., halaman 6-7.] 


	Pengertian tersangka tersebut akan lebih tepat apabila mengacu pada ketentuan Pasal 27 ayat (1)Nederland Van Strafvordering (Ned.Sv). istilah dan pengertian tersangka dalam Ned.Sv ditafsirkan secara lebih luas dan lugas yaitu yang dipandang sebagai tersangka ialah orang karena fakta-fakta atau keadaan-keadaan menunjukkan ia patut diduga bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi, fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang menjurus kepada dugaan yang patut bahwa tersangkalah yang melakukan perbuatan itu.[footnoteRef:28] [28:  Lilik Mulyadi. 2012. Hukum Acara Pidana Normatif, teoritis, praktik dan permasalahannya. Bandung: Alumni, halaman 50.] 


	Maka dari itu, berdasarkan penjelasan di atas, tersangka maupun terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan keadaan dan bukti yang nyata atau fakta. Oleh karena itu, orang tersebut:

1. Harus diselidiki, disidik, dan diperika oleh penyidik.

2. Harus dituntut dan diperiksa di muka sidang pengadilan oleh penuntut umum dan hakim.

3. jika perlu terhadap tersangka atau terdakwa dapat dilakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan benda sesuai dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang.[footnoteRef:29] [29:  M. Yahya Harahap, Op. Cit., halaman 330.] 


	Dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap tersangka ada beberapa cara yang berlaku menurut KUHAP, adapun cara tersebut yaitu:

1. Sesuai dengan Pasal 52 dan 117 KUHAP bahwa jawaban atau keterangan diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun juga. Tersangka dalam memberikan keterangan harus “bebas” dan “kesadaran” murni. Tidak boleh dipaksa dengan cara apapun juga baik penekanan fisik dengan tindak kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan dari pihak penyidik ataupun pihak luar.

	Mengenai jaminan dan pelaksaan Pasal 52 dan 117 KUHAP tersebut, tidak ada sanksinya. Satu-satunya jaminan untuk tegaknya Pasal 52 dan 117 KUHAP ialah melalui praperadilan yang berupa pengajuan ganti rugi atas alasan pemeriksaan-pemeriksaan yang telah dilakukan tanpa didasari oleh Undang-Undang dan perlunya dihadirkan penasehat hukum dalam jalannya pemeriksaan agar dapat mengontrol dengan tepat untuk menghindari terjadinya ancaman dan penekanan.

2. penyidik harus mencatat dengan teliti dari semua keterangan tersangka, yaitu semua yang diterangkan tersangka tentang apa yang sebenarnya yang telah dilakukannya sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka dan juga sesuai dengan rangkaian kata-kata yang diucapkan oleh tersangka. Keterangan tersangka tersebut juga harus ditanyakan dan juga dimintakan persetujuan kepada tersangka tentang kebenaran dan isi berita acara tersebut. Apabila tersangka telah menyetujuinya, maka tersangka dan penyidik masing-masing memberikan tanda tangannya di dalam berita acara tersebut, sedangkan apabila tersangka tidak mau menanda tanganinya maka penyidik membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan tentang hal itu beserta alasan yang menjelaskan mengapa tersangka tidak mau menanda tanganinya.

3. Dalam Pasal 119 KUHAP menyebutkan, jika tersangka yang akan di periksa di luar lokasi daerah hukum penyidik, maka penyidik yang bersangkutan dapat membebankan kepada penyidik yang berwenang di  daerah tempat tinggal tersangka.

4. Jika tersangka tidak hadir menghadap penyidik, maka sesuai Pasal 113 KUHAP pemeriksaan dapat dilakukan di tempat kediaman tersangka dengan secara langsung datang ketempat kediaman tersangka untuk melakukan pemeriksaan. Hal ini dilakukan apabila tersangka tidak dapat hadir ke tempat pemeriksaan yang telah ditentukan oleh penyidik dengan alasan yang patut dan wajar. Alasan yang patut dan wajar disini yang dimaksud ialah harus ada pernyataan dari tersangka bahwa tersangka bersedia diperiksa di tempat kediamannya.

	Sehubungan dengan pemeriksaan tersangka, ada beberapa hak-hak tersangka yang terdapat dalam KUHAP. Hak-hak tersebut antara lain:

1. Hak tersangka untuk segera mendapatkan pemeriksaan (Pasal 50 dan Pasal 122 KUHAP).

2. Hak tersangka untuk diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya (Pasal 51 KUHAP).

3. Hak tersangka memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP).

4. Hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau tersangka wajib didampingi oleh penasehat hukum (Pasal 114 KUHAP).

5. Hak tersangka untuk ditanyakan apakah ia akan mengajukan saksi yang dapat menguntungkan baginya, apabila ada harus di catat dalam berita acara dan penyidik wajib memeriksa saksi tersebut (Pasal 116 ayat 3 dan ayat 4 KUHAP).

6. Hak tersangka untuk dimintakan keterangan tentang benda, apabila ada suatu benda yangakan di sita dari tersangka (Pasal 129 ayat 1 KUHAP).

7. Hak tersangka untuk tidak mendapatkan tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun dalam memberikan keterangan (Pasal 117 KUHAP).

Berdasarkan hak-hak tersangka yang telah diuraikan di atas, KUHAP mengatur secara ketat agar hak-hak tersangka agar tidak dilanggar oleh pejaabat yang berwenang dan memperlakukan tersangka yang bertentangan dengan Undang-Undang. Apabila dilanggar, hal ini dapat dikenakan sanksi pidana yang diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).[footnoteRef:30] [30:  KUHP dengan penjelasan R.soesilo, halaman 286.] 


Selain mempunyai hak-hak, tersangka juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan yang terdapat dalam KUHAP. Kewajiban-kewajiban tersangka yang terdapat dalam KUHAP antara lain:[footnoteRef:31] [31:  Bambang Waluyo. 2000. Pidana dan Pemidanaa. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 40-41.] 


1. Kewajiban tersangka untuk melapor diri pada waktu yang ditentukan dalam hal yang bersangkutan menjalani penahanan kota (Pasal 22 ayat 3 KUHAP).

2. Kewajiban tersangka untuk meminta izin keluar rumah atau keluar kota kepada penegak hukum yang memberi perintah penahanan, bagi tersangka yang menjalani penahanan kota (Pasal 22 ayat 2 dan 3 KUHAP).

3. Kewajiban tersangka mentaati syarat yang ditentukan bagi tersangka yang menjalani massa penangguhan, misalnya wajib lapor (Pasal 31 KUHAP).

4. Kewajiban tersangka menyimpan isi berita acara untuk pembelaannya (Pasal 72 KUHAP dan penjelasannya).

5. Kewajiban tersangka untuk menyebutkan alasan-alasan apabila mengajukan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan (Pasal 79 dan 81 KUHAP).

6. Kewajiban tersangka untuk menghadiri jadwal sidang yang telah ditetapkan (Pasal 154 ayat 4 KUHAP).

7. Kewajiban tersangka untuk membayar biaya perkara yang telah diputus pidana (Pasal 22 ayat 1).

D. Bukti Permulaan Yang Cukup

	KUHAP tidak menjelaskan menjelaskan lebih lanjut tentang definisi “bukti permulaan”, namun KUHAP secara jelas mengatur tentang alat bukti yang sah di dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. M. Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup” menjelaskan bahwa bukti permulaan yang cukup berfungsi sebagai prasyarat dan penetapan tersangka. Bukti permulaan yang cukup terdiri atas:[footnoteRef:32] [32:  Kanggurumalas, Loc. Cit.] 


1. Keterangan (dalam proses penyelidikan).

2. keterangan saksi (dalam proses penyidikan).		

3. keterangan ahli (dalam proses penyidikan).

4. barang bukti (dalam proses penyelidikan dan penyidikan).

	Fungsi bukti permulaan yang cukup dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) kategori, yaitu merupakan prasyarat untuk:[footnoteRef:33] [33:  Chandra M. Hamzah. 2014. Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Bukti Permulaan Yang Cukup. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, halaman 6.] 


1. Melakukan penyidikan. Adapun fungsi bukti permulaan yang cukup ialah untuk menduga adanya suatu tindak pidana dan selanjutnya dapat dilakukan dengan melakukan penyidikan.

2. Menetapkan status tersangkap terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Adapun fungsi bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan bahwa tindak pidana tersebut diduga dilakukan oleh seseorang.

	Suatu nilai bukti yang telah mampu untuk menduga untuk menduga seseorang sebagai tersangka, memilikki makna bukti permulaan yang disebut pada Pasal 1 angka 14 KUHAP dan dihubungkan dengan penjelasan Pasal 17 KUHAP. Berarti bukti bukti yang telah ditemui dan dimilikki penyidik, telah bersesuaian dengan keadaan yang ditemui pada seseorang.[footnoteRef:34] Prasyarat bukti permulaan yang cukup untuk melakukan beberapa kewenangan, antara lain: [34:  M. Yahya Harahap. 2013. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika, halaman 126.] 


1. Penangkapan, yaitu suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka.

2. Membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa.

3. Menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut.

4. Pemblokiran, yaitu tindakan untuk mencegah pengubahan bentuk, penempatan, pembagian, perpindahan atau pergerakan dalam jangka waktu tertentu.

5. Penyitaan, yaitu merupakan suatu tindakan untuk mengambil alih atau  menguasai suatu benda bergerak mapun tidak bergerak untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.[footnoteRef:35] [35:  Chandra M. Hamzah, Op. Cit, halaman 6-7.] 


E. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

	Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, makna dalam perbuatan ini yaitu selain perbuatan yang bersfiat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).[footnoteRef:36] [36:  Teguh Prasetyo. 2014. Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 50.] 


		Tindak pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang rumusannya di dalam bahasaBelanda yaitu “hij die opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven berooft, wordt, Alias schuldig aan moord, gestraft met de doodstraft of levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jareng”, yang artinya “barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan suatu pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.[footnoteRef:37] [37:  P.A.F, Lamintang dan Theo Lamintang. 2012. Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 51.] 


	Pembunuhan berencana terdiri dalam pembunuhan dalam arti pasal 338 KUHP ditambah dengan adanya unsur direncanakan terlebih dulu. Lebih berat ancaman pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam pasal 338 KUHP maupun Pasal 339 KUHP, diletakkan pada adanya unsur dengan direncanakan lebih dulu itu.[footnoteRef:38] [38:  Adami Chazawi. 2013. Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 81.] 


	Berdasarkan uraian Pasal 340 KUHP di atas, tindak pidana pembunuhan berencana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur subjektif, yaitu unsur dengan sengaja dan direncanakan lebih dulu (opzettelijk voorbedachten).

2. Unsur objektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain (beroven leven een ander).

	Akan tetapi , tidak berarti bahwa dalam hal adanya kenyataan antara waktu penyusunan suatu rencana dengan waktu pelaksanaanya selalu terdapat voorbedachter raad (direncanakan lebih dulu). Hal tersebut terjadi karena dalam jangka waktu yang dimaksud mungkin saja pelakunya tidak mempunyai sama sekali kesempatan untuk mempertimbangkan secara tenang mengenai apa yang telah ia rencanakan.[footnoteRef:39] Simon berpendapat, makna kata voorbedachter raad yaitu orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dulu, jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah melakukan keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang dan juga telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan atau akibat-akibat dari tindakannya.[footnoteRef:40] [39:  P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. Op. Cit., halaman 53.]  [40:  Ibid., halaman 51.] 


	Jadi, berdasarkan uraian di atas. Pada dasarnya tindak pidana pembunuhan berencana mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;

2. Adanya ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;

3. Pelaksanaan kehendak atau perbuatan dalam keadaan tenang.[footnoteRef:41] [41:  Adami Chazawi, Op. Cit., halaman 82.] 


	Waktu yang cukup adalah relatif, tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat tidak mempunyai kesempatan untuk berfikir tapi juga tidak terlalu lama. Memutuskan kehendak atau perbuatan dalam keadaan tenang adalah pada saat memutuskan kehendak atau perbuatan untuk membunuh itu dilakukan dalam keadaan tenang, tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi.[footnoteRef:42] [42:  Ibid., halaman 82-83.] 










































BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

	1. Waktu Penelitian

	Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Desember 2019 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outline.
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	2. Tempat Penelitian

	Tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan jalan Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.

B. Metodologi Penelitian

	1. Jenis Penelitian

	Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat juga berupa pendapat para sarjana. Penelitian Hukum Normatif ini mempunyai sumber hukum sebagai berikut:

a. Sumber hukum primer, yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Undang-Undang (UU), dan lainnya.

b. Sumber hukum sekunder, yaitu bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer. Contohnya adalah Karya ilmiah dari para sarjana, hasil penelitian, dan lainnya.

c. Sumber hukum tersier, yaitu bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah majalah, media massa, internet, dan lainnya.[footnoteRef:43] [43:  http://idtesis.com, diakses pada tanggal 6 Desember 2019 Pukul 21.30 WIB.] 


		



		2. Sifat Penelitian

	Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis dari studi kasus pada Pengadilan Negeri Medan jalan Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara. Deskriptif analisis merupakan penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpasuatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

	Penelitian deksriptif ini dimaksudkan untuk menggambarkan data yang seteliti mungkin tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka dari studi kasus putusan tersebut, sehingga dari data tersebut dapat dipergunakan untuk menganalisis identifikasi masalah yand dipaparkan oleh penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

	Pada skripsi ini penulis menggunakan beberapa pengumpulan data yaitu:

a. Studi Kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan bacaann, dengan cara membaca buku-buku, undang-undang, jurnal dan pendapat dari para ahli hukum pidana yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

b. Studi Lapangan (Field Research), yaitu dengan melakukan penelitian melalui wawancara secara langsung di Pengadilan Negeri Medan jalan Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.





		4. Analisis Data

	Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam penulisan skripsi. Analisis data ini dilakukan secara kualitatif yaitu dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan, serta wawancara dan membuat sistematika dari data-data tersebut akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.

























BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hakim Praperadilan Mengabulkan Permohonan Tentang Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka

	Secara garis besar pada Putusan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn sebagai berikut:

a. Tentang praperadilan, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 telah memperluas ranah praperadilan yang meliputi tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka. Alasan pemohon dalam permohonannya untuk mengajukan praperadilan tentang penetapan tersangka. Untuk itu alasan pemohon menjadi ruang lingkup atau bagian dari materi praperadilan menurut undang-undang.

b. Hakim akan mempertimbangkan dan menguji alat bukti apa saja yang sudah dimilikki oleh Termohon I dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Praperadilan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn.

c. Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup dalam tahapan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

d. Keterangan yang dinyatakan oleh Ahli dari Termohon I tidak dapat digunakan sebagai salah satu bukti yang sah untuk menjadikan pemohon sebagai tersangka.

e. Keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon I tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai seorang saksi sehingga pengadilan berpendapat bahwa saksi tersebut tidak dapat dikualifikasikan menjadi suatu alat bukti.

f. Menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaannya, yang karena kesesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri. Menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya beradasarkan Pasal 188 ayat (2) KUHAP, yaitu petunjuk tersebut dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

g. Termohon I belum mempunyai bukti yang cukup untuk melakukan penetapan tersangka terhadap pemohon terkait dengan meninggalnya Almarhum Indra Gunawan Alias Kuna. Dengan demikian pengadilan berpendapat bahwa tuntutan pemohon yang menyatakan bahwa penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan oleh termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Sehingga dikarenakan tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat harusla dikabulkan.

	Berdasarkan garis besar yang telah diuraikan di atas, adapun amar putusan tersebut sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon sebagian.

2. Menyatakan penetapan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/190/I/2017/Reskrim tanggal 18 Januari 2017 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Sidik/199/I/2017Reskrim tanggal 21 Januari 2017, Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/192/III/2017Reskrim tanggal 14 Maret 2017 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/115/III/2017/Reskrim tanggal 15 Maret 2017 tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya penetapan penangkapan dan penahanan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat.

3. Menyatakan penetapan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/190/I/2017/Reskrim tanggal 18 Januari 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/199/I/2017/Reskrim tanggal 21 Januari 2017, Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/192/III/2017/Reskrim tanggal 14 Maret 2017 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/115/III/2017/Reskrim tanggal 15 Maret 2017 adalah batal atau tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penetapan penangkapan dan penahanan a quo tidak memempunyai kekuatan mengikat.

4. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT- 527/RT. 3/EP. 1/OHARDA/06/2017 tanggal 7 Juni 2017 termasuk penahanan lanjutan adalah batal atau tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penahanan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat.

5. Memerintahkan Termohon II untuk segera mengeluarkan pemohon dari Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan.

6. Memerintahkan Termohon I untuk merehabilitasi nama baik pemohon.

7. Menolak permohonan praperadilan pemohon untuk selebihnya.

8. Membebankan biaya perkara kepada para termohon secara tanggungrenteng sebesar nihil.[footnoteRef:44] [44:  Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn, halaman 116.] 


	Dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP, hakim harus melakukan pemeriksaan serta menjatuhkan putusan praperadilan selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari dalam bentuk putusan berdasarkan asas peradilan yang cepat dan sederhana. Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) KUHAP, meskipun tidak dijelaskan secara rinci mengenai alasan mengapa praperadilan, namun pada prinsipnya hal ini merupakan upaya agar dapat dipenuhinya proses pemeriksaan yang cepat setelah dikabulkannya permohonan.

	Untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparsial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun terutama dalam mengambil suatu keputusan. Karena tugas hakim pada dasarnya adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum dari pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara.[footnoteRef:45] [45:  Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan.] 


	Hakim adalah ahli hukum yang terpilih untuk mewakili dirinya dan di bawah kendali administrasi serta segala pembinaannya oleh Mahkamah Agung. Hakim juga berfungsi untuk mengisi dan memperbaiki Undang-Undang, yang dibuat untuk kurun waktu tertentu dan diuji oleh zamannya. Hakim juga melihat pada ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis, untuk dapat mendapatkan makna hukum dan keadilan yang berdiri tegak di atas kepastian hukum.[footnoteRef:46] [46:  Syaiful Bakhri. 2012. Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan. Depok: Gramata Publishing, halaman 4-5.] 


	Praperadilan berwenang untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (penyidik maupun penuntut umum) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 80 KUHAP yang digunakan sebagai upaya koreksi terhadap  penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-sewenang dengan maksud atau tujuan lain diluar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, agar dapat menjamin perlindung terhadap hak asasi setiap orang.[footnoteRef:47] [47:  Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan.] 


	Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 ketentuan a quo diperluas dengan pemeriksaan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Yang sebelumnya diberikan wewenang untuk memeriksa dan memutus suatu keputusan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan atas permintaan tersangka atau keluarga atau pihak lain atau kuasa tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan demi tegaknya hukum dan keadilan, dan juga tentang ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka.[footnoteRef:48] [48:  Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan.] 


	Dalam Putusan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn hakim praperadilan  menerangkan syarat menetapkan seseorang sebagai tersangka berdasarkan dasar hukumnya. Syarat dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka hakim praperadilan telah menguraikan pendapatnya bahwa dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP disebutkan yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP. Pasal 1 angka 14 KUHAP menjelaskan mengenai definisi tersangka sebagai seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

	Berkaitan dengan hal tersebut, mengenai alat bukti yang sah, antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Maka dari itu, untuk menentukan atau menetapkan seseorang sebagai tersangka harus sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah pula sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam hal ini, bukti permulaan yang cukup benar-benar menunjukkan bahwa tersangka diduga telah melakukan tindak pidana dan dalam tahapan putusan tersebut telah meyakinkan bahwa telah bersalah melakukan tindak pidana.[footnoteRef:49] [49:  Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn, halaman 107-108.] 


	Penilaian dalam pengujian penetapan tersangka terdapat 2 (dua) hal yang nantinya akan ditentukan, yaitu:[footnoteRef:50] [50:  Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, Op. Cit., halaman 62-66] 


1. Untuk menentukan apakah alat bukti yang menjadikan seseorang sebagai tersangka diperoleh secara sah atau tidak. Sebab dalam hukum pembuktian ada yang disebut teori bewijsvoering yaitu penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan.  Namun, teori ini semata-mata menitikberatkan pada hal-hal yang bersifat formalitas sehingga konsekuensinya sering mengenyampingkan kebenaran fakta yang ada. Maka dari itu, sering terjadi seorang tersangka dibebaskan oleh pengadilan dalam pemeriksaaan praperadilan dikarenakan bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah atau disebut dengan istilah unlawful legal evidence.

2. Untuk menentukan apakah alat bukti yang dipakai penyidik memilikki hubungan kuat dengan peristiwa hukum yang sedang diproses. Sebab penyidik membutuhkan ketelitian dalam melakukan pemeriksaan, seperti penilaian terhadap alat bukti keterangan saksi, penyidik harus dapat memastikan keterangan saksi tersebut ada atau tidak hubungannya dengan perkara yang sedang diproses. Jika tidak ada,  maka keterangan saksi tersebut tidak memilikki kekuatan nilai pebuktian begitu juga dengan alat bukti lainnya.

	Pada hakikatnya hakim praperadilan memilikki wewenang terbatas pada examinating judge dan walaupun begitu tidak terhadap wewenang pengujian seluruh upaya paksa yang dilaksanakan oleh penyidik, khususnya tidak melakukan pengujian terhadap alat bukti yang dihubungkan dengan sangkaan atas unsur-unsur delik. Berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2016 dalam Pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa pemeriksaan praperadilan terhadap pemohon tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil (administrasi) dan tidak memasuki materi perkara. Kewenangan examinating  diartikan bahwa pengujiannya secara formal administratif dan sama sekali tidak dalam pemahaman kewenangan pengujian tentang sah  atau tidaknya suatu sangkaan dari unsur-unsur delik yang dapat menjadikan kewenangan hakim untuk melakukan pemeriksaan atau penyidikan terhadap perkara pokoknya.[footnoteRef:51] [51:  Indriyanto Seno Adji. 2015. Praperadilan dan KUHAP (Catatan Mendatang). Jakarta: Diadit Media, halaman 5.] 


	Namun, pendapat yang dikemukakan Amir Ilyas berbeda. Ia menyatakan bawah setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memasukkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, yang juga memeriksa pokok perkara terkait sah atau tidaknya alat bukti. Praperadilan tidak hanya memeriksa persoalan formil (administrasi) saja, akan tetapi juga sudah masuk pada wilayah pokok perkara.[footnoteRef:52] [52:  Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, Op. Cit., halaman 66.] 


	Dalam pengujian suatu syarat melakukan upaya paksa, tidak cukup dilihat pada syarat formil (administrasi) saja. Akan tetapi yang utama adalah dasar dari dilakukannya upaya paksa tersebut dalam arti syarat materil. Maka, hakim yang berfungsi sebagai examinating judge, masih perlu dipertimbangkan apakah hanya memang menguji sah atau tidaknya upaya paksa berdasarkan syarat-syarat formil (administrasi) yang didukung oleh adanya bukti permulaan yang cukup.[footnoteRef:53] [53:  Ayub, Op. Cit., halaman 54.] 


	Mengingat keberadaan lembaga praperadilan sebagai lembaga yang mengontrol dan mengawasi secara horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (penyelidik, penyidik dan penuntut umum), maka hakim praperadilan perlu menguji dan mempertimbangkan apakah penyidik sudah mempergunakan wewenangnya secara benar dalam penetapan tersangka sebagaimana yang dimaksud dalam KUHAP.[footnoteRef:54] [54:  Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan.] 


	Sebelum menetapkan pemohon sebagai tersangka, termohon telah memeriksa 11 (sebelas) orang saksi dan termohon telah mengajukan bukti-bukti tersebut. Hakim praperadilan menjelaskan bahwa termohon telah menemukan 2 (dua) alat bukti minimal atas dasar bukti-bukti yang diajukan yang sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi dan surat untuk kemudian untuk dapat melakukan penetapan status tersangka kepada pemohon yang dilakukan oleh termohon.[footnoteRef:55] [55:  Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan.] 


	Alat bukti yang dimilikki termohon selaku penyidik yaitu adanya keterangan saksi berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP yang diperoleh dari keterangan saksi antara yang satu dengan yang lainnya yang memilikki hubungan sehingga memilikki nilai pembuktian terkait peristiwa tindak pidana pembunuhan tersebut, bukti surat yang diperoleh dari hasil VER Nomor: 05/1/KK/VER2017 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat(1) huruf c KUHAP yang membuktikan tentang penyebab kematian korban Indra Gunawan Alias Kuna, dan bukti permulaan selanjutnya yaitu bukti petunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP yang apabila dihubungkan dengan proses penyidikan terkait tindak pidana pembunuhan terhadap korban Indra Gunawan Alias Kuna ditemukan kesesuaian antara keterangan saksi dan surat tersebut sebagai alat bukti dan salah satu dianggap sebagai pelaku adalah S. Siwajiraja (pemohon). Kemudian termohon menerangkan bahwa termohon telah melakukan gelar perkara sebelumnya kepada S. Siwajiraja (pemohon) untuk menentukan status pemohon.[footnoteRef:56] [56:  Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan.] 


	Setelah membaca dan mencermati keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa oleh termohon yaitu saksi JP. Lumban Gaol dan Naranjan Singh Alias Cin, hakim praperadilan tidak menemukan hubungan kejadian penembakan terhadap Indra Gunawan Alias Kuna. Begitu juga dengan keterangan saksi Kawida dan saksi Manmit Alias Suna tidak ada yang menerangkan bahwa penembakan terhadap korban ada kaitannya dengan pemohon. Serta keterangan saksi Johendral Alias Zen, saksi Zerfri Nadapdap dan saksi Beni Ardinal tidak mengetahui dan tidak melihat siapa yang melakukan penembakan terhadap korban Indra Gunawan Alias Kuna karena keterangan para saksi-saksi ini keterangan yang mendengarkan dari orang lain (saksi de audito), maka terhadap keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dihubungkan dan dianggap tidak sah.[footnoteRef:57] [57:  Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan.] 


	Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 ayat (1) keterangan saksi yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian harus sesuai aturan tersebut. Maka dapat disimpulkan, setiap keterangan saksi di luar apa yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dialami sendiri menegenai suatu tindak pidana yang terjadi tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti karena tidak memilikki kekuatan nilai pembuktian. Karena keterangan yang diberikan diluar ketentuan Pasal 185 ayat (1) seperti keterangan yang mendengar dari orang lain merupakan keterangan yang diulang dari apa yang didengarnya dari orang lain sehingga tidak dapat dianggap sebagai bukti.[footnoteRef:58] [58:  Syaiful Bakhri, Op. Cit., halaman 59-60.] 


	Menurut hakim praperadilan bukti surat yang diajukan oleh termohon untuk menetapkan status tersangka terhadap pemohon tidak dapat ditemukan hubungan surat tersebut dengan penetapan pemohon sebagai tersangka atas kejadian penembakan terhadap korban Indra Gunawan Alias Kuna. Jenis surat yang dapat diterima harus dibuat atas sumpah jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP. Jenis surat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat keterangan tentang kejadian yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri dan disertai dengan alasan yang jelas.

2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau pejabat berwenang mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya yang diperuntukkan untuk pembuktian suatu hal.

3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal yang diminta secara resmi kepadanya.

4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat bukti yang lain.[footnoteRef:59] [59:  Eddy O.S Hiariej. 2012. Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga, halaman 107-109.] 


	Berdasarkan uraian di atas, bukti surat yang diajukan oleh termohon merupakan surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal yang diminta secara resmi kepadanya. Namun, Untuk menilai kekuatan pembuktian dari bukti tersebut adalah berdasarkan pertimbangan hakim. berdasarkan Pasal 188 ayat (2) KUHAP, petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, suat, dan keterangan terdakwa. Tetapi, bukti petunjuk pun tidak dapat ditemukan dalam penentuan status pemohon sebagai tersangka. Maka, berdasarkan pertimbangan di atas, bukti surat tidak ada yang menyatakan pemohon terlibat sebagai orang yang menyuruh Rawindra Alias Rawi untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Indra Gunawan Alias Kuna dengan imbalan sejumlah uang.

	Untuk itu termohon belum mempunyai bukti yang cukup untuk melakukan penetapan tersangka terkait penembakan (pembunuhan berencana) terhadap Korban Indra Gunawan Alias Kuna. Maka hakim praperadilan menyatakan pada putusan sebelumnya dalam pertimbangannya tidak perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti lain yang diajukan oleh termohon.[footnoteRef:60] [60:  Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan.] 


	Atas dasar pertimbangan hakim bahwa penetapan tersangka kepada pemohon dalam perkara a quo dinyatakan belum mempunyai bukti permulaan yang cukup sehingga dalam putusan sebelumnya hakim praperadilan memerintahkan termohon untuk mengeluarkan pemohon dari Ruang Tahanan Polrestabes Medan. Kemudian karena telah dilakukannya penangkapan dan penahan juga terhadap pemohon. Hakim praperadilan mengabulkan petitum pemohon yang menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 97.

	Akan tetapi, setelah pemohon dibebaskan oleh termohon berdasarkan putusan hakim sebelumnya, beberapa saat kemudian termohon kembali melakukan penangkapan terhadap pemohon. Sehingga dapat dinilai adanya perbuatan yang sewenang-wenang yang dilakukan termohon (penyidik) kepada S. Siwajiraja (pemohon). Termohon menjelaskan bahwa bukti temohon sudah didasarkan pada ketentuan Pasal 184 KUHAP yang memaknai minimal 2 (dua) alat bukti tanpa mengajukan bukti yang baru.[footnoteRef:61] Bukti yang sudah diperoleh termohon (penyidik) sesuai penjelasannya antara lain sebagai berikut:[footnoteRef:62] [61:  Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn, halaman 9.]  [62:  Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn, halaman 27.] 


1. Keterangan saksi Johendral Alias Zen yang diperiksa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 pukul 16.00 Wib, saksi Chandra Alias Ayen yang diperiksa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2017 pukul 18.00 Wib, saksi Muhammad Wahyudi yang diperiksa pada hari Senin tanggal 13 Maret pukul 22.00 Wib, saksi Ariealen Alias Alen yang diperiksa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar pukul 09.00 Wib.

2. Keterangan Ahli Paryadi sebagai ahli Analisis Pola Komunikasi Seluler dari Bareskrim Polri yang diperiksa pada tanggal 10 Maret 2017 pukul 09.00 Wib.

3. Bukti surat Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti pada tanggal 20 Januari 2017.

4. Bukti petunjuk yang menghubungkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan ahli.

	Hakim praperadilan kembali mempertimbangkan atas dasar bukti-bukti yang dijadikan oleh termohon I untuk menetapkan pemohon sebagai status tersangka. Ahli Hasbullah menyatakan bahwa dalam putusan praperadilan mengenai  penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan apabila tidak sah dan tidak berdasarkan hukum kepada seseorang maka semua berkas-berkas termasuk turunannya seperti surat perintah penyidikan dan lainnya juga tidak sah berdasarkan hukum. Hal ini juga juga memilikki satu pendapat dengan hakim praperadilan.[footnoteRef:63] [63:  Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan.] 


	Apriyanto Nusa menjelaskan, sekalipun tersangka sudah berulangkali memenangi proses sidang praperadilan, pasti penyidik tetap akan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka disaat yang bersamaan juga. Maka dari itu, untuk mengakhiri ketidakpastian hukum ini pembentuk Undang-Undang harus memberikan pembatasan, misalnya dengan menerapkan asas nebis in idem dalam setiap putusan praperadilan.[footnoteRef:64] [64:  Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, Op. Cit., halaman 116-117.] 


	Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka bukan berarti menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan kembali menjadi tersangka apabila telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang baru yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2016. Kemudian,  putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menjelaskan perlindungan terhadap hak tersangka tidak berarti tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan adanya dugaan tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.[footnoteRef:65] [65:  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, halaman 106.] 


	Keterangan saksi dapat dianggap sah apabila keterangan yang diberikan memnuhi syarat formil, maksudnya saksi memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianut sesuai dengan Pasal 160 ayat (3) KUHAP. Jika keterangan saksi tanpa sumpah walaupun sudah memilikki kesesuaian antar yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah.[footnoteRef:66] [66:  Lilik Mulyadi, Op. Cit., halaman 173.] 


	Keterangan saksi juga tidak dapat dianggap sah apabila tidak memenuhi syarat materil. Maksudnya, keterangan saksi dalam syarat materil yaitu keterangan yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri oleh saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 27 jo. Pasal 85 ayat (1) KUHAP dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.[footnoteRef:67] [67:  Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, Op. Cit., halaman 236.] 


	M. Yahya Harap menjelaskan, untuk keterangan saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memilikki kekuatan nilai pembuktian harus dipenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji.

2. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan.

3. Keterangan saksi harus sesuai dengan apa yang dimaksud dalam pasal 1 angka 27 KUHAP.

4. Keterangan satu orang saksi saja dianggap tidak cukup.

5. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri.[footnoteRef:68] [68:  M. Yahya Harahap, Op. Cit., halaman 286-289.] 


	Berhubung keakuratan dari keterangan seorang saksi sangat penting, maka saksi tersebut harus memenuhi syarat kecapakan yang artinya kecakapan dalam berfikir. Maka dari itu, saksi yang tidak memenuhi syarat kecakapan dan tidak dapat didengar adalah sebagai berikut:

1. Orang yang belum dewasa.

2. Orang yang sedang mabuk akibat pengaruh minuman keras, narkotika, dan lain-lain

3. Orang yang tidak waras pikirannya atau keterbelakangan mental.

4. Orang yang berperilaku jelek seperti sering mencuri, membunuh, dan lainnya.[footnoteRef:69] [69:  Munir Fuady. 2012. Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 129.] 


	Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memilikki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara yang berguna untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP.[footnoteRef:70] Apabila keterangan ahli berbeda dalam suatu perkara maka nilai kekuatan keterangan ahli tergantung pada penilaian hakim karena hakim bebas menilai dan tidak terikat pada keterangan ahli, sebab tidak ada melekat kekuatan nilai pembuktian yang sempurna dan menentukan dalam diri para ahli.[footnoteRef:71] Untuk bukti berupa surat yang didapat dari Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti tidak dipertimbangkan oleh hakim dan dikesampingkan karena bukti tersebut tidak ada dasarnya. [70:  Lilik Mulyadi, Op. Cit., halaman 183.]  [71:  M. Yahya Harahap, Op. Cit., halaman 304.] 


	Petunjuk didefinisikan sebagai perbuatan dan kejadian yang memilikki kesesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu yang menandakan memang benar telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP. Akan tetapi, petunjuk diperlukan apabila alat bukti lain belum memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti.[footnoteRef:72] Syarat-syarat petunjuk sebagai alat bukti harus memilikki kesesuaian antara yang satu dengan lainnya terhadap perbuatan yang telah terjadi dan atau memilikki hubungan dengan perbuatan yang terjadi dan berdasarkan pengamatan hakim yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan sebagainya sesuai dengan Pasal 188 ayat (2) KUHAP.[footnoteRef:73] [72:  Lilik Mulyadi, Op. Cit., halaman 188.]  [73:  Eddy O.S. Hiariej, Op. Cit., halaman 109-110.] 


	Keterangan tersangka atau terdakwa dalam permohonan praperadilan dapat dimaknai dengan keterangan yang diberikan di luar persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2). Keterangan tersebut harus didukung oleh alat bukti lainnya yang sah.

	Berdasarkan uraian-uraian di atas, dimulai dari bukti keterangan saksi dianggap oleh hakim praperadilan dianggap tidak sah karena keterangan saksi tersebut merupakan keterangan yang didengar dari orang lain dan bukan keterangan yang didengar, di lihat, dan dialami sendiri oleh saksi. Begitu juga dengan bukti keterangan ahli yang tidak mengikat keputusan hakim untuk mempertimbangkan dalam putusan praperadilan tersebut dalam memberi penilaian. Serta bukti petunjuk yang diperlukan apabila bukti lainnya tidak mencukupi minmal 2 (dua) alat bukti yang tidak memilikki hubungan dalam kejadian tersebut dan berupa bukti surat yang tidak ada dasarnya. Maka hakim berpendapat bahwa termohon belum mempunyai bukti yang cukup untuk melakukan penetapan tersangka kepada pemohon dan memerintahkan termohon untuk melakukan perbuatan sebagai berikut akibat tidak terpenuhinya syarat bukti permulaan yang cukup dari termohon:

1. Memerintahkan Termohon II harus mengeluarkan pemohon dari Ruang Tahanan Polrestabes Medan, sesuai dengan Pasal 82 ayat (3) huruf a.

2. Memerintahkan Termohon I untuk merehabilitasi nama baik pemohon sesuai dengan Pasal 82 ayat (3) huruf b. Pemohon memilikki hak untuk menuntut ganti kerugian akan tetapi pemohon tidak mencantumkannya dalam petitum sehingga hakim praperadilan tidak mempertimbangkannya.

	Hakim Praperadilan mengabulkan permohonan pemohon sebagian. Permohonan pemohon yang tidak dikabulkan pemohon yaitu permohonan yang menyatakan tidak sah untuk segala keputusan Termohon I dan Termohon II yang dikeluarkan oleh termohon I untuk melakukan penetapan kembali status tersangka kepada pemohon. Karena tidak menutup kemungkinan Termohon dapat menemukan bukti permulaan yang cukup yang baru untuk menetapkan status tersangka kembali kepada pemohon.

B. Akibat Hukum Yang Dijatuhkan Oleh Putusan Praperadilan Terhadap Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka

	Dalam Pasal 82 ayat (3) KUHAP terdapat 3 (tiga) macam pelaksanaan putusan praperadilan. Akan tetapi, putusan hakim dapat dijalankan jika putusan tersebut telah memilikki kekuatan hukum tetap dan putusan tersebut telah mengabulkan permohonan pemohon baik seluruh maupun sebagian.[footnoteRef:74] [74:  Lolita Gamelia Kimbal. 2014. “tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Akibat Praperadilan Yang Diterima” Dalam Lex Et Societatis Vol. II. No. 6, halaman 65.] 


	Garis besar isi putusan praperadilan diatur dalam Pasal 82 ayat (3), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 KUHAP harus memuat dasar alasannya sesuai aturan Pasal 82 ayat (3). Selain putusan harus memuat dasar alasan, juga harus memuat amar karena alasan permintaan menjadi dasar dari isi putusan praperadilan tersebut. Apabila alasan permintaan tidak sejalan dengan amar dapat disimpulkan telah keluar dari jalur Undang-Undang.[footnoteRef:75] [75:  R. Soeparmono. 2015. Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP (Edisi Kedua). Bandung: Mandar Maju, halaman 37.] 


	1. Melakukan Pembayaran Sejumlah Uang (Ganti Kerugian)

	Tersangka atau terdakwa dapat menuntut pihak kepolisian (penyidik) dan kejaksaan (penuntut umum) sebagai akibat dari kealpaannya apabila alasan pemohon berupa permintaan pemeriksaan tentang ganti kerugian dikabulkan oleh hakim praperadilan. Ganti kerugian yang dapat dituntut diatur dalam Pasal 95 KUHAP. Akan tetapi agar tidak membingungkan Pasal 95 KUHAP perlu dihubungkan dengan Pasal 1 angka 22 KUHAP.[footnoteRef:76] [76:  Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan.] 


	Hal-hal yang dapat digunakan sebagai dasar alasan mengajukan permohonan ganti kerugian adalah sebagai berikut:

a. Karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.

b. Tindakan upaya yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang (penyidik dan penuntut umum) tidak sah menurut hukum.

c. Akibat dari sahnya penghentian penyidikan dan sah nya penghentian penuntutan.[footnoteRef:77] [77:  Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, Op. Cit., halaman 43-44.] 


	Dalam memutus gugatan ganti kerugian, pengadilan harus mempertimbangkan tentang:

a. Kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut.

b. kebenaran dasar gugatannya.

c. Hukuman pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.[footnoteRef:78] [78:  R. Soeparmono, Op. Cit., halaman 68.] 


	Adapun syarat-syarat tentang ganti kerugian adalah sebagai berikut:

a. Harus berupa kerugian kerugian yang dialami oleh orang lain termasuk korban sebagai akibat dari tindakan kealpaan.

b. Jumlah besar ganti kerugiannya terbatas sejumlah kerugian materil yang diderita.

c. Sasaran subjeknya adalah pihak-pihak terdakwa atau termohon.

d. Perkara nya telah menimbulkan kerugian.

e. Gugatan ganti kerugian harus sebagai akibat dari kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa atau termohon.[footnoteRef:79] [79:  Ibid., halaman 83-84.] 


	Dengan demikian, maksud pembuat Undang-Undang sengaja membatasi hanya terhadap ganti kerugian materil, didasarkan pada alasan:

a. Kerugian materil merupakan kerugian yang secara nyata dan mudah pembuktiannya.

b. Proses gugatan ganti kerugian harus berjalan cepat, tidak memakan waktu yang lama dan sesegera mungkin dapat dilaksanakan mengingat adanya prinsip peradilan yang cepat dan sederhana.[footnoteRef:80] [80:  Ibid., halaman 89.] 


	Ridwan Eko Prasetyo menjelaskan mengenai macam-macam ganti kerugian adalah sebagai berikut:

a. Ganti kerugian karena penangkapan dan penahan yang tidak sah.

b. Ganti kerugian karena dihentikan penyidikan dan penuntutan

c. Ganti kerugian karena tindakan-tindakan lain tanpa dasar Undang-Undang.

d. Ganti kerugian akibat perbuatan tindak pidana.[footnoteRef:81] [81:  Ridwan Eko Prasetyo. 2015. Hukum Acara Pidana. Bandung: Pustaka Setia, halaman 87.] 


	Dalam KUHAP cukup banyak permasalahan mengenai ganti kerugian, salah satunya adalah siapa atau instansi yang menanggung beban ganti kerugian karena dalam KUHAP tidak diatur. Jika yang menanggung beban ganti kerugian yaitu instansi masing-masing maka anggarannya tidak akan tersentralisir dan mengundang penyalahgunaan putusan ganti rugi. Yang ada hanya menambah tugas departemen keuangan karena dinilai tidak praktis dan tidak efisien.[footnoteRef:82] [82:  Djoko Prakoso. 1988. Masalah Ganti Rugi dalam KUHAP. Jakarta: Bina Aksara, halaman 116.] 


	Putusan praperadilan yang menetapkan tersangka diberikan ganti kerugian maka tersangka selaku pemohon berhak untuk mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang dimaksud dalam putusan praperadilan tersbut sesuai Pasal 83 ayat (3) huruf c KUHAP. Yang memberikan sejumlah uang tersebut adalah negara, lebih tepatnya yaitu Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, karena tindakan yang dilakukan penyidik maupun penuntut umum selaku termohon merupakan tindakan dalam menjalankan tugas negara dalam menegakkan hukum.[footnoteRef:83] [83:  Lolita Gamelia Kimbal, Op. Cit., halaman 66.] 


	Leden Marpaung menjelaskan mengenai pencantuman ganti rugi sesuai permohonan yang diajukan oleh orang cenderung dalam jumlah yang besar, sementara jumlah ganti kerugian yang dapat diberikan dalam putusan terbatas pada penggantian biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan secara nyata.[footnoteRef:84] Jumlah besar ganti kerugian sebagai akibat dari penangkapan dan penahanan yang mengakibatkan bersangkutan menderita cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan paling banyak sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan jika hal tersebut mengakibatkan kematian maka jumlah besar ganti kerugian sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah). [84:  Leden Marpaung. 2014. Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan) Bagian Pertama Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 67.] 


	Pada praktiknya, pemohon mengajukan permohonan pelaksanaan putusan praperadilan kepada ketua pengadilan negeri untuk membuat surat ketetapan penggantian kerugian dengan melampirkan surat permohonan dan putusan praperadilan kepada kantor pembendaharaan negara. Kemudian mengeluarkan surat perintah membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan dalam putusan berdasarkan perintah tersebut dan mengirimkannya kepada ketua pengadilan negeri untuk diserahkan kepada pemohon.

	2. Melakukan Perbuatan Tertentu

	Pada putusan praperadilan yang memerintahkan penyidik maupun penuntut umum  sebagai termohon, yang diajukan pada permintaan pemeriksaan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) KUHAP:[footnoteRef:85] Adapun amar dari penetapan praperadilan berisi tentang:[footnoteRef:86] [85:  Lolita Gamelia Kimbal, Loc. Cit.]  [86:  Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, Op. Cit., halaman 190-191.] 


a. Sah atau tidaknya penghentian penangkapan atau penahanan

	Pasal 82 ayat (3) huruf a KUHAP menjelaskan, apabila alasan permohonan berupa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum. Jika praperadilan berpendapat penahanan yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum tidak sah, maka amar putusannya harus berisi yang memerintahkan tersangka segera dibebaskan dari ruang tahanan.

	Pasal 82 ayat (3) huruf c KUHAP menjelaskan, apabila alasan permohonan berupa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum. Jika praperadilan berpendapat penangkapan yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum tidak sah, maka amar putusannya harus berisi memerintahkan untuk membayar ganti kerugian dan rehabilitasi.

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan

	Pasal 82 ayat (3) huruf b KUHAP menjelaskan, apabila dalam putusan menetapkan tentang penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, maka penyidikan atau penuntutan wajib dilanjutkan terhadap tersangka.

	Pasal 82 ayat (3) huruf c KUHAP menjelaskan, apabila dalam putusan menetapkan tentang penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah, maka penyidikan atau penuntutan tidak dapat dilanjut dan tersangka tidak tahan serta dalam putusan menetapkan rehabilitasi.

c. Penetapan tersangka

	Pasal 82 ayat (3) KUHAP menjelaskan, putusan praperadilan yang mengandung perintah untuk melakukan perbuatan tertentu kepada penyidik maupun penuntut umum selaku termohon dalam putusan praperadilan tersebut. Apabila putusan dalam praperadilan menetapkan bahwa tindakan yang dilakukan penyidik maupun penuntut umum sebagai termohon tidak sah.

d. Benda yang disita

	Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP menjelaskan, apabila permohonan berupa permintaan tentang pmeriksaan benda yang disita oleh penyidik maupun penuntut umum selaku termohon. Jika praperadilan berpendapat bahwa penyitaan yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum selaku temohon tidak sah, maka putusan praperadilan menetapkan bahwa benda yang disita tidak termasuk alat pembuktian dan memerintahkan benda yang disita tersebut harus dikembalikan kepada tersangka atau kepada pemilik benda yang disita.

	3. Pemberian Rehabilitasi

	Menurut  Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan atau keadaan yang semula. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pengertian rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan.[footnoteRef:87] [87:  Suharto dan Jonaedi Efendi. 2014. Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan. Jakarta: Kencana, halaman 60.] 


	Pendapat yang dikemukakan oleh J.C.T. Simorangkir, rehabilitasi adalah pemulihan, pengambilan kepada keadaan semula. Jadi rehabilitasi yang dimaksud oleh J.C.T. Simorangkir maupun KUHAP adalah sama, yaitu:

a. Hak seorang tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan pemulihan:

1. Pemulihan atas hak kemampuan.

2. pemulihan atas hak harkat dan martabatnya

b. Serta hak pemulihan tersebut dapat diberikan dalam semua tingkat pemeriksaan, tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan.[footnoteRef:88] [88:  Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, Op. Cit., halaman 207.] 


	Berdasarkan uraian diatas yang menerangkan pengertian rehabilitasi menurut J.C.T. Simorangkir dengan KUHAP adalah sama. Pengertian rehabilitasi menurut KUHAP ini terdapat pada Pasal 1 angka 23 KUHAP. Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, apabila seseorang yang diadili oleh pengadilan diputus bebas (vrijspraak) atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag van alle rechtsvervolging) maka kepadanya harus diberikan rehabilitasi yang sekaligus dicantumkan dalam putusan pengadilan (vonisverdict). Sehingga dalam amar putusan tersebut dapat muncul kalimat memulihkan hak tersangka atau terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martbatnya sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015. 

	Proses rehabilitasi dibedakan antara perkara yang dijatuhkan ke pengadilan dan yang dijatuhkan ke pengadilan. Untuk perkara yang dijatuhkan ke pengadilan negeri berlaku ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, sedangkan untuk perkara yang tidak dijatuhkan ke pengadilan negeri berlaku ketentuan Pasal 77 KUHAP.[footnoteRef:89] Jika proses rehabilitasi yang perkaranya tidak dijatuhkan ke pengadilan, maka permintaan rehabilitasinya harus diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang pemeriksaanya melalui proses hakim tunggal praperadilan. Amar dalam putusan praperadilan tersebut yang muncul adalah memerintahkan untuk memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martabatnya.[footnoteRef:90] [89:  Ridwan Eko Prasetyo, Op. Cit., halaman 90.]  [90:  Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, Op. Cit., halaman 48-49.] 


Menurut Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, pemberian rehabilitasi sesuai isi putusan rehabilitasi harus diumumkan oleh panitera melalui papan pengumuman pengadilan dan juga diumumkan melalui media massa demi nama baik orang yang bersangkutan yang sudah tercemar nama baiknya di masyarakat.[footnoteRef:91] [91:  Lolita Gamelia Kimbal, Loc. Cit.] 


	Menurut R. Soeparmono rehabilitasi itu harus diminta oleh tersangka, keluarga tersangka, atau kuasa tersangka apabila rehabilitasi tersebut menyangkut penangkapan tanpa alasan atau kekliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan. Tetapi rehabilitasi tidak harus diminta oleh tersangka, keluarga tersangka atau kuasa tersangka apabila rehabilitasi tersebut menyangkut terdakwa yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Tetapi diberikan dan dicantumkan dalam ama putusan tersebut.

	Dimana KUHAP memilikki permasalahan yang timbul mengenai rehabilitasi dikarenakan dalam KUHAP tidak menjelaskan apakah rehabilitasi akibat dari putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum bersifat fakulatif (dituntut oleh terdakwa) atau impreatif. Seharusnya hal ini ada diatur dalam KUHAP agar setiap kali hakim memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang meilikki kekuatan hukum tetap harus dapat diberikan rehabilitasi.[footnoteRef:92] [92:  Andi Hamzah, Op. Cit., halaman 206.] 


	Dalam putusan praperadilan, ketentuan rehabilitasi dengan mencantumkan jumlah besar ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan apabila putusan praperadilan menetapkan bahwa penangkapan atau penahanan tidka sah. Putusan praperadilan yang menetapkan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka maka rehabilitasi yang dicnatumkan sesuai dengan Pasal 82 ayat (3) huruf c KUHAP.

	Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, salah satu objek praperadilan yang dapat dimohonkan yaitu mengenai sah atau tidkanya penetapan tersangka. Yang sebelumnya tidak ada diatur dalam KUHAP. Berdasarkan putusan tersebut pemohon selaku seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka dapat mengajukan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, apabila hakim praperadilan berpendapat tidak sah atas penetapan tersangka yang dilakukan termohon (penyidik maupun penuntut umum) maka termohon diperintahkan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (3) KUHAP.

	Dalam Putusan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn, pemohon Siwajiraja mengajukan permohonan atas penetapan tersangka kepada dirinya yang berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/191/I/2017/Reskrim pada tanggal 19 Januari dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/199/I/2017/Reskrim pada tanggal 21 Januari 2017, Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/192/III/2017/Reskrim pada tanggal 14 Mret 2017 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/115/III/Reskrim pada tanggal 15 Maret 2017. Mengenai permohonan pemohon tersebut, hakim praperadilan mengabulkan permohonan tersebut sebagian, yang memerintahkan untuk melakukan pembebasan pemohon dari ruang tahanan serta memerintahkan penyidik untuk melakukan rehabilitasi nama baik pemohon.

	Di Indonesia dikenal adanya upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa yaitu banding dan kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa yaitu kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain upaya hukum ini masih terdapat pula upaya hukum lainnya yang diatur dalam KUHAP yaitu upaya hukum perlawanan (verzet).[footnoteRef:93] Maka sedikit akan dibahas apakah upaya-upaya hukum tersebut dapat diajukan dalam praperadilan terhadap putusan praperadilan dengan menguraikan kedudukan masing-masing upaya hukum tersebut dalam praperadilan: [93:  Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, Op. Cit., halaman 262.] 


1. Banding

	Putusan praperadilan tidak dapat lagi diajukan banding ke pengadilan tinggi menurut Pasal 83 aayat (1) KUHAP, kemudian diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 yang menghapus pemberian hak untuk banding kepada penyidik maupun penuntut umum.[footnoteRef:94] [94:  Ibid., halaman 192-193.] 


2. Kasasi

	Putusan praperadilan tidak dapat dilakukan kasasi, larena kasasi hanya dapat diajukan dalam putusanpengadilan yang berbentuk perkara pidana. Sementara praperadilan tidak berbentuk perkara pidana, akan tetapi mengenai sah atau tidaknya tindakan pejabat berwenang.[footnoteRef:95] [95:  M. Yahya Harahap, Op. Cit., halaman 25] 


3. Kasasi demi kepentingan hukum

	Kasasi demi kepentingan hukum tidak dapat dijadikan sebagai upaya hukum dalam praperadilan karena subjek dari praperadilan adalah penyidik maupun penuntut umum dan objeknya adalah kepentingan hak-hak tersangka. Sementara kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat diajukan oleh jaksa agung apabila menurutnya putusan tersebut perlu dimintakan kasasi demi kepentingan hukum.[footnoteRef:96] [96:  Andi Muhammad Sofyaan dan Abd. Asis, Op. Cit., halaman 279.] 


4. Peninjauan kembali

	Peninjauan kembali tidak dapat diajukan sebagai upaya hukum dalam praperadilan karena upaya hukum ini hanya dapat diajukan apabila adanya penyelundupan hukum atau faktor tertentu diluar teknis peradilan.[footnoteRef:97] [97:  Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, Op. Cit., halaman 28.] 


5. Verzet

	Verzet tidak dapat diajukan sebagai upaya hukum dalam praperadilan karena bentuk dari keputusan praperadilan yaitu mengenai sah atau tidaknya dari objek praperadilan tersebut.[footnoteRef:98] [98:  Leden Marpaung, Op. Cit., halaman 71.] 


	Sehingga dapat disimpulkan dari urain di atas mengenai upaya-upaya hukum yang ada di Indonesia tidak dapat diajukan upaya hukum apapun terhadap putusan praperadilan. Karena sudah jelas diterangkan seusai dengan aturan Pasal 2 ayat (3) Perma Nomor 4 tahun 2016, bahwa terhadap putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka bukan berarti menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka kembali apabila penyidik telah menemukan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan yang berbeda dengan alat bukti sebelumnya.























BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

	Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar hakim praperadilan dengan memberikan pertimbangan dari apa yang dilihat selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim ini didasarkan pada keyakinannya dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP. Sehingga penulis berkesimpulan untuk menetapkan status tersangka terhadap pemohon harus didasarkan pada dasar minimal 2 (dua) alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Maka hakim praperadilan harus menguji dan mempertimbangkan wewenang penyidik dalam menetapkan status seseorang sebagai tersangka apakah sudah tepat sebagaimana yang dimaksud dalam KUHAP dan pada akhirnya hakim memutuskan dan mengabulkan permohonan pemohon, bahwa alat bukti yang diajukan oleh penyidik dalam menetapkan status tersangka terhadap pemohon tidak sah atau tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup. Namun, jika putusan praperadilan telah mengabulkan permohonan pemohon, tidak menutup kemungkinan pihak penyidik dapat menetapkan pemohon sebagai tersangka kembali apabila ditemukannya  alat bukti yang baru di luar dari alat bukti yang telah dibatalkan oleh putusan praperadilan sebelumnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2016.

2. Berdasarkan Pasal 82 ayat (3) KUHAP, terdapat 3 (tiga) macam pelaksanaan putusan praperadilan sebagai akibat dari dikabulkannya permohonan pemohon yaitu melakukan pembayaran sejumlah uang (ganti kerugian), melakukan perbuatan tertentu, dan melakukan pemberian rehabilitasi. Serta dalam putusan praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

B. Saran

	Berdasarkan uraian-uraian pada kesimpulan di atas, maka dalam penelitian ini dapat disarankan sebagai berikut:

1. Sebaiknya untuk mengakhiri ketidakpastian hukum ini atas seringnya terjadi penetapan tersangka secara berulang-ulang setelah pemohon memenangkan peroses praperadilan. Maka harus di berikan batasan sebagai salah satu cara memberi batasan yang dimaksud adalah dengan menerapkan asas nebis in idem.

2. Sebaiknya hukum acara pidana dapat memberikan upaya hukum terhadap putusan praperadilan yang menyimpang sebagai sebagai akibat hukum dari putusan praperadilan tersebut.
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BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Salah satu asas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah pengadilan mengadili menurut hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah atau yang sering dikenal sebagai asas presumption of innocence. Asas ini disebut dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009) dan juga dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP yang berbunyi bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mengatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.[footnoteRef:1] [1:  Andi Hamzah. 2012. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 14.] 






Terdapat perlindungan hukum terhadap tersangka dan terdakwa dalam proses praperadilan pidana untuk mendapatkan hak-haknya yang diberikan oleh undang-undang yang berdasarkan pada asas presumption of innocence. Hal ini berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan didepan sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gweisjde).[footnoteRef:2] [2:  Ayub.2010. Praperadilan dalam Presperktif Perlindungan Hak Asasi Manusia. Medan: USU Press, halaman 68.] 
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Dalam KUHAP diatur lembaga baru dengan nama praperadilan yang berfungsi sebagai upaya untuk menjamin agar ketentuan-ketentuan dalam KUHAP tersebut dapat terlaksana sehingga sebagaimana yang dicita-citakan. Peran praperadilan merupakan pemberian wewenang tambahan kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.[footnoteRef:3] [3:  Wessy Trisna. 2011. Praperadilan dalam Perkara Pidana (Pre-Court on The Criminal Cases). Medan: Pustaka Bangsa Press,  halaman 22.] 


Praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang memilikki wewenang memberikan putusan akhir atas suatu peristiwa pidana.[footnoteRef:4] Praperadilan merupakan lembaga peradilan yang menjadi wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.[footnoteRef:5] [4:  Nur Hidayat, “Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Polri dan Upaya Hukumnya”, Jurnal Yustitia, Vol.10, No.1, Nopember 2010, halaman 22.]  [5:  M. Yahya Harahap. 2009. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali(Edisi Kedua).Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1-2.] 


Wewenang hakim praperadilan sesuai KUHAP adalah sebatas hanya memutuskan mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, termasuk ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya telah dihentikan. Hakikat mengajukan upaya praperadilan adalah untuk menegakkan hukum dan melindungi hak asasi tersangka dalam tingkat penyidikan, atau penututan.[footnoteRef:6] [6:  Andi Hamzah. 1996. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sapta Artha Jaya, halaman 1-2.] 


Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, terdapat penemuan hukum terkait objek praperadilan yang diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP. Dalam putusan tersebut yang amar putusannya menerangkan bahwa pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 (UUD 1945) sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Berkaitan dengan penjelasan objek praperadilan tersebut, maka dalam penelitian ini ruang lingkup pembahasan kewenangan praperadilan akan dipersempit pada pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Subjek hukum praperadilan adalah setiap orang yang dirugikan. Jadi, objek hukum praperadilan dalam hal untuk sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya yaitu untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.[footnoteRef:7] [7:  Irma Herawati, “Sekilas tentang praperadilan”, http://www.profauna.org/suarasatwa/id/2007/02/sekilas_tentang_praperadilan.html, diakses tanggal 27 November 2019 Pukul 13.20 WIB] 


Praperadilan tidak hanya memberikan hak kepada tersangka atau keluarganya untuk mempraperadilankan kepolisian dan kejaksaan, namun juga memberikan hak kepada kepolisian untuk mempraperadilankan kejaksaan dan memberi hak kepada kejaksaan untuk mempraperadilankan kepolisian. Praperadilan dapat dilakukan pihak kepolisian kepada kejaksaan jika telah dinyatkan cukup bukti oleh kejaksaan dan/atau suatu perkara tersebut telah dilimpahkan dari kepolisian kepada kejaksaan, namun ditengah jalan tiba-tiba kejaksaan mengeluarkan SP3 (Surat Penetapan Penghentian Penuntutan), maka demi tegaknya hukum dan keadilan pihak kepolisian dapat mempraperadilankan pihak kejaksaan ke Pengadilan Negeri.[footnoteRef:8] [8:  Sofyan Lubis, “Upaya praperadilan”, http://sofyanlubis.blogspot.com/2009_12_01_archive.html, diakses tanggal 27 November 2019 Pukul 13.30 WIB.] 


	Kewajiban dalam rangka menjunjung tinggi hak asasi manusia merupakan salah satu tugas dari setiap penyidik untuk melaksanakannya. Hal tersebut diatur dalam pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri (PP No. 2 Tahun 20003) jo. Pasal 10 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia (Perkap No. 14 Tahun 2011).

Seseorang ditetapkan sebagai tersangka hak kemerdekaannya akan dirampas, sehingga dalam penetapan status seseorang sebagai tersangka tanpa menggunakan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan suatu masalah dalam hukum acara pidana. Maka dari itu dalam melindungi hak tersangka atau terdakwa, KUHAP memberikan mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik atau penuntu umum melalui pranata praperadilan. Dalam hal inilah praperadilan mengambil peranan penting untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka tersebut berdasarkan syarat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Perampasan“hak kemerdekaan” tersebut dialami oleh tersangka S. Siwajiraja. Tersangka S. Siwajiraja mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan tersangka terhadap dirinya dengan sangkaan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Medan (Polrestabes Medan). Berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn tanggal 7 Agustus 2017, hakim praperadilan mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum.[footnoteRef:9] [9:  Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn, halaman 2.] 


Berdasarkan fakta yang telah diuraikan, penyidik sudah tidak teliti dan sewenang-wenang dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka dengan menyatakan penetapan tersebut berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Namun setelah dilakukannya pengajuan permohonan praperadilan, terhadap bukti yang diajukan oleh penyidik tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Apabila penetapan tersangka tetap dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Medan (Polrestabes Medan) tanpa ada akhirnya, sementara hakim praperadilan sudah mencabut penetapan tersangka tersebut, maka keadaan yang demikian menciptakan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan asas litis finiri opertet (setiap perkara ada akhirnya).

Maka dari uraian latar belakang di atas, penulis terarik untuk mengangkat masalah tersebut menjadi sebuah penelitian yang berjudul “Pertimbangan Putusan Hakim Praperadilan Mengenai Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka (Studi Putusan Praperadilan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn)”.

B. Perumusan Masalah

	Berdasarkan  latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan berbagai permasalahan diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hakim praperadilan mengabulkan permohonan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka?

2. Bagaimana akibat hukum yang dijatuhkan oleh putusan praperadilan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hakim praperadilan mengabulkan permohonan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka.

2. Untuk mengetahui akibat hukum penjatuhan putusan praperadilan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka.

D. Manfaat Penelitian

	Berdasarkan dari permasalahan di atas, manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang di lakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Dapat memberikan pengetahuan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana tentang sah atau tidaknya pemenuhan syarat bukti permulaan yang cukup dalam penetapan tersangka tindak pidana sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kaidah-kaidah hukum yang akan datang.

2. Secara Praktis

Dapat memberikan informasi dan bermanfaat bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana serta sebagai acuan sumber informasi bagi pembaca terkait sah atau tidaknya pemenuhan syarat bukti permulaan yang cukup dalam penetapan tersangka tindak pidana pembunuhan berencana melalui Putusan Praperadilan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn.

E. Hipotesa

	Hipotesa disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah yaitu kemungkinan jalan yang harus ditempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam pembahasan selanjutnya.

	Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu, bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian. Bahkan mungkin saja yang terjadi kebalikannya. Oleh sebab itu, hipotesa tersebut bisa digugurkan dan bisa dikukuhkan.

	Adapun hipotesa dalam penelitian ini adalah sbagai berikut:

1. Dasar hakim praperadilan mengabulkan permohonan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka yaitu berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Karena, bukti permulaan yang cukup merupakan dasar untuk menentukan seseorang sah menjadi tersangka atau tidak.

2. akibat hukum yang dijatuhkan oleh putusan praperadilan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka yaitu melakukan perbuatan tertentu, melakukan pembayaran sejumlah uang, dan melakukan pemberian rehabilitasi.











































BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Praperadilan

	1. Sejarah Praperadilan

	Praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak Habeas Corpus dalam sistem peradilan Anglos Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya kemerdekaan.Habeas Corpus Act memberikan hak pada seseorang untuk melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut (menantang) pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya (polisi ataupun jaksa) membuktikan bahwa penahanan tersebut adalah tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia.

	Surat perintah Habeas Corpus ini dikeluarkan oleh pengadilan pada pihak yang sedang menahan (polisi atau jaksa) melalui prosedur yang sederhana. Surat perintah pengadilan yang berisikan hak Habeas Corpus tersebut tidak hanya ditujukan untuk kepada penahanan yang terkait dalam proses peradilan pidana saja, namun juga terhadap segala bentuk penahanan yang dianggap telah melanggar hak kemerdekaan pribadi seseorang yang telah dijamin oleh konstitusi.[footnoteRef:10] [10:  Wessy Trisna, Op.Cit., halaman 16.] 


	Prinsip dasar Habeas Corpus inilah yang memberikan inspiras untuk menciptakan suatu forum yang memberikan hak dan kesempatan kepada seseorang yang sedang menderita karena dirampas atau dibatasi kemerdekaannya untuk mengadukan nasibnya sekaligus menguji kebenaran dan ketetapan dari tindakan kekuasaan berupa penggunaan upaya paksa (dwang middelen), baik penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan maupun pembukaan surat-surat yang diberlakukan oleh pihak kepolisian ataupun kejaksaan ataupula kekuasaan lainnya. Prinsip dasar Habeas Corpus memunculkan gagasan lembaga praperadilan yang memberikan perlindungan kepada terdakwa atau tersangka terhadap upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum.[footnoteRef:11] [11:  Ibid., halaman 17.] 


	Ada perbedaan mendasar antara Habeas Corpus dengan lembaga praperadilan, yaitu:[footnoteRef:12] [12:  Ibid., halaman 18..] 


1. Pada praperadilan, hakim yang mengadili perkara praperadilan memeriksa   sebelum sidang biasa di pengadilan, sedangkan Habeas Corpus, hakim yang memeriksa adalah hakim di pengadilan dalam sidang biasa.

2. Dalam praperadilan, kewenangannya terbatas pada menguji keabsahan suatu penangkapan dan penahanan yang dilakukan sehubungan dengan upaya paksa dalam hukum acara pidana, sedangkan Habeas Corpus, lebih luas dalam arti permohonan dikeluarkannya surat perintah Habeas Corpus ditujuan kepada instansi manapun yang melakukan penangkapana dan penahanan.

	



	2. Pengertian Praperadilan

	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebelum dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Pasal 1 angka 10 KUHAP. Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur oleh Undang-Undang, tentang:

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.

c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.[footnoteRef:13] [13:  Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Edisi Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 182.] 


	Khusus dalam hal praperadilan yang dilakukan oleh penyidik terhadap penghentian penuntutan atau penuntut umum terhadap penghentian penyidikan hendaknya di pahami bukan untuk mencampuri urusan kewenangan masing-masing kelembagaan tetapi lebih di pahami sebagai kontrol mekanisme penegakkan hukum acara, peran serta masyarakat baik itu melalui LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) maupun secara individu juga mutlak di perlukan dalam pengawasan penegakkan hukum.

	Tata cara pengajuan praperadilan adalah sebagai berikut:[footnoteRef:14] [14: 	 S. Wulandari. 2015. “Kajian tentang Praperadilan dalam Hukum Pidana” dalam Jurnal Ilmiah UNTAG Vol. 4. No. 3, halaman 13.] 


a. Permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

b. Permohonan diregistetr dalam perkara praperadilan.

c. Ketua Pengadilan Negeri segera menunjuk hakim dan panitera.

d. Pemeriksaan dilakukan dengan hakim tunggal.

	Tata cara pemeriksaan praperadilan adalah sebagai berikut:[footnoteRef:15] [15: 	 Ibid.] 


a. Penetapan hari sidang 3 (tiga) hari sesudah di register.

b. Pada hari penetapan sidang sekaligus hakim menyampaikan panggilan.

c. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari putusan sudah harus dijatuhkan.

	Praperadilan diperkenalkan KUHAP dalam penegakkan hukum dan bukan sebagai lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Serta bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu perkara pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya:[footnoteRef:16] [16:  M. Yahya Harahap, Loc. Cit.] 


a. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada setiap Pengadilan Negeri, dimana praperadilan ini hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari dan dengan pengadilan yang bersangkutan.

b. Dengan demikian, praperadilan bukan berada di luar atau disamping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri.

c. Administrasi yustisial, teknis, peralatan dan finansialnya takluk dan bersatu dengan Pengadilan Negeri, dan berada dibawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.



		3. Perkembangan Praperadilan

	Dahulunya praperadilan bukan hal menarik ataupun sesuatu hal yang di abaikan oleh seluruh masyarakat karena hanya bergumul dalam masalah sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan permintaan ganti rugi atau rehabilitasi. Namun, ketika adanya putusan hakim yang mengabulkan permohonan seorang tersangka yaitu Budi Goenawan ketika dia ditetapkan menjadi tersangka. Maka ramai lah setiap kalangan yang menyorot tentang hal praperadilan ini dan memperdebatkannya karena dianggap telah menyimpang dari ketentuan undang-undang sebagaimana dipersyaratkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Akan tetapi dengan dikabulkannya pula uji materil ketentuan praperadilan dalam KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi, setiap orang tidak dapat memperdebatkan lagi, apakah sah atau tidaknya penetapan tersangka dapat menjadi objek praperadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 secara tegas telah memperluas bahwa sah atau tidaknya penetapan tersangka merupakan objek praperadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi sifatnya final ialah final and binding, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kita semua harus menerimanya bahwa objek praperadilan telah mengalami perluasan.[footnoteRef:17] [17:  Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa. 2017. Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 1.] 


	Dengan adanya perluasan objek tersebut praperadilan menjadi berkembang, sehingga setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka dapat mengajukan permohonan melalui praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka seseorang tersebut yang ditetapkan oleh penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan hakim pengadilan. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan hal yang tidak memenuhi syarat penetapan tersangka yaitu bukti-bukti yang cukup dan pemeriksaan calon tersangka. Namun, dalam permiksaan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka tidak hanya mepersyaratkan kecukupan alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka, akan tetapi mempersyaratkan pula sah atau tidaknya alat bukti tersebut terkait dengan cara memperolehnya dan relevannya dengan perkara yang sedang diproses.[footnoteRef:18] [18:  Ibid., halaman 2.] 


	Adapun tujuan dari praperadilan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, yaitu:[footnoteRef:19] [19: 	 Darwin, dahlan dan Suhaimi. 2019. “Analisis Yuridis Putusan Praperadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana” dalam Jurnal Mercatoria Vol. 12. No. 1, haLaman 71.] 


a. Perlindungan hak-hak asasi manusia, terutama mereka yang terlibat di dalam perkara pidana, khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan.

b. Alat kontrol terhadap penyidik atau penuntut umum terhadap penyalahgunaan wewenang oleh penyidik.

B. Penetapan Tersangka

	Penyidik dapat menjatuhkan dugaan terhadap seseorang sebagai tersangka, harus terlebih dahulu memperoleh atau mengumpulkan bukti permulaan yang cukup (probable cause). Tanpa berusaha mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, seseorang telah diperiksa dan ditahan dapat mengakibatkan terjadinya cara-cara kekerasan dan pemerasan pengakuan sampai-sampai sering mengalami cacat seumur hidup. Hal ini sering terjadi pada praktek hukum di masa lalu, penyidik sudah langsung menduga, menangkap dan menahan seseorang walaupun bukti permulaan yang cukup belum ada.[footnoteRef:20] [20:  M. Yahya Harahap, Op. Cit., halaman 125.] 


	Penetapan tersangka tanpa didahului penyelidikan, penyidikan dan tanpa pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada terlapor atau korban pelapor sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 130/PUU-XII/2015, mengakibatkan penetapan tersangka menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan melalui proses praperadilan.[footnoteRef:21] Sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka, proses yang terlebih dahulu wajib dilalui penyidik adalah penyelidikan dan penyidikan. Penetapan tersangka bukanlah rangkaian yang berdiri sendiri, melainkan hanyalah akhir dari proses pemeriksaan sebelumnya.[footnoteRef:22] Namun praperadilan tidak bisa menolak atau membatalkan penetapan status tersangka oleh penyidik, seandainya bukti permulaan yang cukup itu memenuhi syarat yang disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP.[footnoteRef:23] [21:  Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, Op.Cit., halaman 61.]  [22:  Ibid., halaman 59.]  [23:  Gomgoman Simbolon, dkk. 2016. “Analisis Hukum atas Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi dalam Kaitan dengan Wewenang Lembaga Praperadilan” Dalam USU Law Journal Vol. 4. No. 2., halaman 158.] 


	Berkaitan dengan penetapan tersangka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Perkap No. 12 Tahun 2009 menyatakan status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti. Kemudian pada ayat (2) dijelaskan pula bahwa untuk menentukan memperoleh alat bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui gelar perkara.

	Pasal 1 angka 14 KUHAP mensyaratkan adanya bukti permulaan sebelum menetapkan seorang sebagai tersangka. Namun KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan bukti permulaan, khususnya definisi bukti permulaan yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan tersangka. Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan hanya disinggung secara tanggung dan tidak menyelsaikan masalah oleh KUHAP dalam penjelasan pasal 17 KUHAP, yaitu “yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 1 angka 4”. Karena KUHAP tidak mendefinisikan lebih lanjut mengenai apa itu bukti permulaan yang cukup, khususnya yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, maka mengenai apa yang dimaksud bukti permulaan, harus dicari dari sumber lain.[footnoteRef:24] [24:  Kanggurumalas, “Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan, sebuah Progresivitas Hukum yang Dibutuhkan”, melalui www.kanggurumalas.com, diakses pada tanggal 28 November 2019 Pukul 20.10 WIB.] 


C. Tersangka

	Definisi tersangka diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap No. 14 Tahun 2012). Rumusan yang sama diatur pula dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, tersangka adalah seseorang yang karenga perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.[footnoteRef:25] [25:  Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, Op. Cit., halaman 53.] 


	Menurut J.C.T.Simorangkir, yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam tahap pemeriksaan terlebih dahulu untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan. Adapun menurut Darwin Prints pengertian tersangka adalah seseorang yang disangka, sebagai pelaku suatu delik pidana (dalam hal ini tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai seseorang yang bersalah atau tidak).[footnoteRef:26] Menurut Adnan Paslyadja, tersangka adalah orang yang karena perbuatan atau keadaaannya berdasarkan alat bukti minimal disangka melakukan tindak pidana kemudian dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. [26:  Ibid.] 


	Istilah tersangka merupakan terminologi dalam KUHAP yang dibedakan dengan terdakwa. Berbeda halnya dengan sistem hukum Belanda yang termaksud dalam wetboek van strafvordering, tidak membedakan tersangka dengan terdakwa (tidak lagi memakai dua istilah  beklaagde dan verdachte, tetapi hanya memakai satu istilah untuk kedua macam pengertian itu, yaitu istilah verdachte. Namun, dibedakan pengertian verdachte sesudah penuntutan dan sebelum penuntutan dan tersangka dalam KUHAP. Yang sama dengan istilah KUHAP yaitu istilah Inggris yang membedakan pengertian the suspect (sebelum penuntutan) dan the accused (sesudah penuntutan).[footnoteRef:27] [27:  Andi Hamzah, Op. Cit., halaman 6-7.] 


	Pengertian tersangka tersebut akan lebih tepat apabila mengacu pada ketentuan Pasal 27 ayat (1)Nederland Van Strafvordering (Ned.Sv). istilah dan pengertian tersangka dalam Ned.Sv ditafsirkan secara lebih luas dan lugas yaitu yang dipandang sebagai tersangka ialah orang karena fakta-fakta atau keadaan-keadaan menunjukkan ia patut diduga bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi, fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang menjurus kepada dugaan yang patut bahwa tersangkalah yang melakukan perbuatan itu.[footnoteRef:28] [28:  Lilik Mulyadi. 2012. Hukum Acara Pidana Normatif, teoritis, praktik dan permasalahannya. Bandung: Alumni, halaman 50.] 


	Maka dari itu, berdasarkan penjelasan di atas, tersangka maupun terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan keadaan dan bukti yang nyata atau fakta. Oleh karena itu, orang tersebut:

1. Harus diselidiki, disidik, dan diperika oleh penyidik.

2. Harus dituntut dan diperiksa di muka sidang pengadilan oleh penuntut umum dan hakim.

3. jika perlu terhadap tersangka atau terdakwa dapat dilakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan benda sesuai dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang.[footnoteRef:29] [29:  M. Yahya Harahap, Op. Cit., halaman 330.] 


	Dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap tersangka ada beberapa cara yang berlaku menurut KUHAP, adapun cara tersebut yaitu:

1. Sesuai dengan Pasal 52 dan 117 KUHAP bahwa jawaban atau keterangan diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun juga. Tersangka dalam memberikan keterangan harus “bebas” dan “kesadaran” murni. Tidak boleh dipaksa dengan cara apapun juga baik penekanan fisik dengan tindak kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan dari pihak penyidik ataupun pihak luar.

	Mengenai jaminan dan pelaksaan Pasal 52 dan 117 KUHAP tersebut, tidak ada sanksinya. Satu-satunya jaminan untuk tegaknya Pasal 52 dan 117 KUHAP ialah melalui praperadilan yang berupa pengajuan ganti rugi atas alasan pemeriksaan-pemeriksaan yang telah dilakukan tanpa didasari oleh Undang-Undang dan perlunya dihadirkan penasehat hukum dalam jalannya pemeriksaan agar dapat mengontrol dengan tepat untuk menghindari terjadinya ancaman dan penekanan.

2. penyidik harus mencatat dengan teliti dari semua keterangan tersangka, yaitu semua yang diterangkan tersangka tentang apa yang sebenarnya yang telah dilakukannya sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka dan juga sesuai dengan rangkaian kata-kata yang diucapkan oleh tersangka. Keterangan tersangka tersebut juga harus ditanyakan dan juga dimintakan persetujuan kepada tersangka tentang kebenaran dan isi berita acara tersebut. Apabila tersangka telah menyetujuinya, maka tersangka dan penyidik masing-masing memberikan tanda tangannya di dalam berita acara tersebut, sedangkan apabila tersangka tidak mau menanda tanganinya maka penyidik membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan tentang hal itu beserta alasan yang menjelaskan mengapa tersangka tidak mau menanda tanganinya.

3. Dalam Pasal 119 KUHAP menyebutkan, jika tersangka yang akan di periksa di luar lokasi daerah hukum penyidik, maka penyidik yang bersangkutan dapat membebankan kepada penyidik yang berwenang di  daerah tempat tinggal tersangka.

4. Jika tersangka tidak hadir menghadap penyidik, maka sesuai Pasal 113 KUHAP pemeriksaan dapat dilakukan di tempat kediaman tersangka dengan secara langsung datang ketempat kediaman tersangka untuk melakukan pemeriksaan. Hal ini dilakukan apabila tersangka tidak dapat hadir ke tempat pemeriksaan yang telah ditentukan oleh penyidik dengan alasan yang patut dan wajar. Alasan yang patut dan wajar disini yang dimaksud ialah harus ada pernyataan dari tersangka bahwa tersangka bersedia diperiksa di tempat kediamannya.

	Sehubungan dengan pemeriksaan tersangka, ada beberapa hak-hak tersangka yang terdapat dalam KUHAP. Hak-hak tersebut antara lain:

1. Hak tersangka untuk segera mendapatkan pemeriksaan (Pasal 50 dan Pasal 122 KUHAP).

2. Hak tersangka untuk diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya (Pasal 51 KUHAP).

3. Hak tersangka memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP).

4. Hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau tersangka wajib didampingi oleh penasehat hukum (Pasal 114 KUHAP).

5. Hak tersangka untuk ditanyakan apakah ia akan mengajukan saksi yang dapat menguntungkan baginya, apabila ada harus di catat dalam berita acara dan penyidik wajib memeriksa saksi tersebut (Pasal 116 ayat 3 dan ayat 4 KUHAP).

6. Hak tersangka untuk dimintakan keterangan tentang benda, apabila ada suatu benda yangakan di sita dari tersangka (Pasal 129 ayat 1 KUHAP).

7. Hak tersangka untuk tidak mendapatkan tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun dalam memberikan keterangan (Pasal 117 KUHAP).

Berdasarkan hak-hak tersangka yang telah diuraikan di atas, KUHAP mengatur secara ketat agar hak-hak tersangka agar tidak dilanggar oleh pejaabat yang berwenang dan memperlakukan tersangka yang bertentangan dengan Undang-Undang. Apabila dilanggar, hal ini dapat dikenakan sanksi pidana yang diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).[footnoteRef:30] [30:  KUHP dengan penjelasan R.soesilo, halaman 286.] 


Selain mempunyai hak-hak, tersangka juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan yang terdapat dalam KUHAP. Kewajiban-kewajiban tersangka yang terdapat dalam KUHAP antara lain:[footnoteRef:31] [31:  Bambang Waluyo. 2000. Pidana dan Pemidanaa. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 40-41.] 


1. Kewajiban tersangka untuk melapor diri pada waktu yang ditentukan dalam hal yang bersangkutan menjalani penahanan kota (Pasal 22 ayat 3 KUHAP).

2. Kewajiban tersangka untuk meminta izin keluar rumah atau keluar kota kepada penegak hukum yang memberi perintah penahanan, bagi tersangka yang menjalani penahanan kota (Pasal 22 ayat 2 dan 3 KUHAP).

3. Kewajiban tersangka mentaati syarat yang ditentukan bagi tersangka yang menjalani massa penangguhan, misalnya wajib lapor (Pasal 31 KUHAP).

4. Kewajiban tersangka menyimpan isi berita acara untuk pembelaannya (Pasal 72 KUHAP dan penjelasannya).

5. Kewajiban tersangka untuk menyebutkan alasan-alasan apabila mengajukan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan (Pasal 79 dan 81 KUHAP).

6. Kewajiban tersangka untuk menghadiri jadwal sidang yang telah ditetapkan (Pasal 154 ayat 4 KUHAP).

7. Kewajiban tersangka untuk membayar biaya perkara yang telah diputus pidana (Pasal 22 ayat 1).

D. Bukti Permulaan Yang Cukup

	KUHAP tidak menjelaskan menjelaskan lebih lanjut tentang definisi “bukti permulaan”, namun KUHAP secara jelas mengatur tentang alat bukti yang sah di dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. M. Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup” menjelaskan bahwa bukti permulaan yang cukup berfungsi sebagai prasyarat dan penetapan tersangka. Bukti permulaan yang cukup terdiri atas:[footnoteRef:32] [32:  Kanggurumalas, Loc. Cit.] 


1. Keterangan (dalam proses penyelidikan).

2. keterangan saksi (dalam proses penyidikan).		

3. keterangan ahli (dalam proses penyidikan).

4. barang bukti (dalam proses penyelidikan dan penyidikan).

	Fungsi bukti permulaan yang cukup dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) kategori, yaitu merupakan prasyarat untuk:[footnoteRef:33] [33:  Chandra M. Hamzah. 2014. Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Bukti Permulaan Yang Cukup. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, halaman 6.] 


1. Melakukan penyidikan. Adapun fungsi bukti permulaan yang cukup ialah untuk menduga adanya suatu tindak pidana dan selanjutnya dapat dilakukan dengan melakukan penyidikan.

2. Menetapkan status tersangkap terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Adapun fungsi bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan bahwa tindak pidana tersebut diduga dilakukan oleh seseorang.

	Suatu nilai bukti yang telah mampu untuk menduga untuk menduga seseorang sebagai tersangka, memilikki makna bukti permulaan yang disebut pada Pasal 1 angka 14 KUHAP dan dihubungkan dengan penjelasan Pasal 17 KUHAP. Berarti bukti bukti yang telah ditemui dan dimilikki penyidik, telah bersesuaian dengan keadaan yang ditemui pada seseorang.[footnoteRef:34] Prasyarat bukti permulaan yang cukup untuk melakukan beberapa kewenangan, antara lain: [34:  M. Yahya Harahap. 2013. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika, halaman 126.] 


1. Penangkapan, yaitu suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka.

2. Membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa.

3. Menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut.

4. Pemblokiran, yaitu tindakan untuk mencegah pengubahan bentuk, penempatan, pembagian, perpindahan atau pergerakan dalam jangka waktu tertentu.

5. Penyitaan, yaitu merupakan suatu tindakan untuk mengambil alih atau  menguasai suatu benda bergerak mapun tidak bergerak untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.[footnoteRef:35] [35:  Chandra M. Hamzah, Op. Cit, halaman 6-7.] 


E. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

	Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, makna dalam perbuatan ini yaitu selain perbuatan yang bersfiat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).[footnoteRef:36] [36:  Teguh Prasetyo. 2014. Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 50.] 


		Tindak pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang rumusannya di dalam bahasaBelanda yaitu “hij die opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven berooft, wordt, Alias schuldig aan moord, gestraft met de doodstraft of levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jareng”, yang artinya “barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan suatu pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.[footnoteRef:37] [37:  P.A.F, Lamintang dan Theo Lamintang. 2012. Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 51.] 


	Pembunuhan berencana terdiri dalam pembunuhan dalam arti pasal 338 KUHP ditambah dengan adanya unsur direncanakan terlebih dulu. Lebih berat ancaman pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam pasal 338 KUHP maupun Pasal 339 KUHP, diletakkan pada adanya unsur dengan direncanakan lebih dulu itu.[footnoteRef:38] [38:  Adami Chazawi. 2013. Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 81.] 


	Berdasarkan uraian Pasal 340 KUHP di atas, tindak pidana pembunuhan berencana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur subjektif, yaitu unsur dengan sengaja dan direncanakan lebih dulu (opzettelijk voorbedachten).

2. Unsur objektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain (beroven leven een ander).

	Akan tetapi , tidak berarti bahwa dalam hal adanya kenyataan antara waktu penyusunan suatu rencana dengan waktu pelaksanaanya selalu terdapat voorbedachter raad (direncanakan lebih dulu). Hal tersebut terjadi karena dalam jangka waktu yang dimaksud mungkin saja pelakunya tidak mempunyai sama sekali kesempatan untuk mempertimbangkan secara tenang mengenai apa yang telah ia rencanakan.[footnoteRef:39] Simon berpendapat, makna kata voorbedachter raad yaitu orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dulu, jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah melakukan keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang dan juga telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan atau akibat-akibat dari tindakannya.[footnoteRef:40] [39:  P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. Op. Cit., halaman 53.]  [40:  Ibid., halaman 51.] 


	Jadi, berdasarkan uraian di atas. Pada dasarnya tindak pidana pembunuhan berencana mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;

2. Adanya ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;

3. Pelaksanaan kehendak atau perbuatan dalam keadaan tenang.[footnoteRef:41] [41:  Adami Chazawi, Op. Cit., halaman 82.] 


	Waktu yang cukup adalah relatif, tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat tidak mempunyai kesempatan untuk berfikir tapi juga tidak terlalu lama. Memutuskan kehendak atau perbuatan dalam keadaan tenang adalah pada saat memutuskan kehendak atau perbuatan untuk membunuh itu dilakukan dalam keadaan tenang, tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi.[footnoteRef:42] [42:  Ibid., halaman 82-83.] 










































BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

	1. Waktu Penelitian

	Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Desember 2019 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outline.
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	2. Tempat Penelitian

	Tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan jalan Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.

B. Metodologi Penelitian

	1. Jenis Penelitian

	Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat juga berupa pendapat para sarjana. Penelitian Hukum Normatif ini mempunyai sumber hukum sebagai berikut:

a. Sumber hukum primer, yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Undang-Undang (UU), dan lainnya.

b. Sumber hukum sekunder, yaitu bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer. Contohnya adalah Karya ilmiah dari para sarjana, hasil penelitian, dan lainnya.

c. Sumber hukum tersier, yaitu bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah majalah, media massa, internet, dan lainnya.[footnoteRef:43] [43:  http://idtesis.com, diakses pada tanggal 6 Desember 2019 Pukul 21.30 WIB.] 


		



		2. Sifat Penelitian

	Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis dari studi kasus pada Pengadilan Negeri Medan jalan Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara. Deskriptif analisis merupakan penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpasuatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

	Penelitian deksriptif ini dimaksudkan untuk menggambarkan data yang seteliti mungkin tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka dari studi kasus putusan tersebut, sehingga dari data tersebut dapat dipergunakan untuk menganalisis identifikasi masalah yand dipaparkan oleh penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

	Pada skripsi ini penulis menggunakan beberapa pengumpulan data yaitu:

a. Studi Kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan bacaann, dengan cara membaca buku-buku, undang-undang, jurnal dan pendapat dari para ahli hukum pidana yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

b. Studi Lapangan (Field Research), yaitu dengan melakukan penelitian melalui wawancara secara langsung di Pengadilan Negeri Medan jalan Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.





		4. Analisis Data

	Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam penulisan skripsi. Analisis data ini dilakukan secara kualitatif yaitu dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan, serta wawancara dan membuat sistematika dari data-data tersebut akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.

























BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hakim Praperadilan Mengabulkan Permohonan Tentang Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka

	Secara garis besar pada Putusan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn sebagai berikut:

a. Tentang praperadilan, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 telah memperluas ranah praperadilan yang meliputi tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka. Alasan pemohon dalam permohonannya untuk mengajukan praperadilan tentang penetapan tersangka. Untuk itu alasan pemohon menjadi ruang lingkup atau bagian dari materi praperadilan menurut undang-undang.

b. Hakim akan mempertimbangkan dan menguji alat bukti apa saja yang sudah dimilikki oleh Termohon I dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Praperadilan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn.

c. Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup dalam tahapan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

d. Keterangan yang dinyatakan oleh Ahli dari Termohon I tidak dapat digunakan sebagai salah satu bukti yang sah untuk menjadikan pemohon sebagai tersangka.

e. Keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon I tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai seorang saksi sehingga pengadilan berpendapat bahwa saksi tersebut tidak dapat dikualifikasikan menjadi suatu alat bukti.

f. Menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaannya, yang karena kesesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri. Menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya beradasarkan Pasal 188 ayat (2) KUHAP, yaitu petunjuk tersebut dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

g. Termohon I belum mempunyai bukti yang cukup untuk melakukan penetapan tersangka terhadap pemohon terkait dengan meninggalnya Almarhum Indra Gunawan Alias Kuna. Dengan demikian pengadilan berpendapat bahwa tuntutan pemohon yang menyatakan bahwa penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan oleh termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Sehingga dikarenakan tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat harusla dikabulkan.

	Berdasarkan garis besar yang telah diuraikan di atas, adapun amar putusan tersebut sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon sebagian.

2. Menyatakan penetapan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/190/I/2017/Reskrim tanggal 18 Januari 2017 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Sidik/199/I/2017Reskrim tanggal 21 Januari 2017, Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/192/III/2017Reskrim tanggal 14 Maret 2017 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/115/III/2017/Reskrim tanggal 15 Maret 2017 tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya penetapan penangkapan dan penahanan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat.

3. Menyatakan penetapan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/190/I/2017/Reskrim tanggal 18 Januari 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/199/I/2017/Reskrim tanggal 21 Januari 2017, Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/192/III/2017/Reskrim tanggal 14 Maret 2017 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/115/III/2017/Reskrim tanggal 15 Maret 2017 adalah batal atau tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penetapan penangkapan dan penahanan a quo tidak memempunyai kekuatan mengikat.

4. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT- 527/RT. 3/EP. 1/OHARDA/06/2017 tanggal 7 Juni 2017 termasuk penahanan lanjutan adalah batal atau tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penahanan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat.

5. Memerintahkan Termohon II untuk segera mengeluarkan pemohon dari Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan.

6. Memerintahkan Termohon I untuk merehabilitasi nama baik pemohon.

7. Menolak permohonan praperadilan pemohon untuk selebihnya.

8. Membebankan biaya perkara kepada para termohon secara tanggungrenteng sebesar nihil.[footnoteRef:44] [44:  Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn, halaman 116.] 


	Dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP, hakim harus melakukan pemeriksaan serta menjatuhkan putusan praperadilan selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari dalam bentuk putusan berdasarkan asas peradilan yang cepat dan sederhana. Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) KUHAP, meskipun tidak dijelaskan secara rinci mengenai alasan mengapa praperadilan, namun pada prinsipnya hal ini merupakan upaya agar dapat dipenuhinya proses pemeriksaan yang cepat setelah dikabulkannya permohonan.

	Untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparsial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun terutama dalam mengambil suatu keputusan. Karena tugas hakim pada dasarnya adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum dari pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara.[footnoteRef:45] [45:  Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan.] 


	Hakim adalah ahli hukum yang terpilih untuk mewakili dirinya dan di bawah kendali administrasi serta segala pembinaannya oleh Mahkamah Agung. Hakim juga berfungsi untuk mengisi dan memperbaiki Undang-Undang, yang dibuat untuk kurun waktu tertentu dan diuji oleh zamannya. Hakim juga melihat pada ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis, untuk dapat mendapatkan makna hukum dan keadilan yang berdiri tegak di atas kepastian hukum.[footnoteRef:46] [46:  Syaiful Bakhri. 2012. Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan. Depok: Gramata Publishing, halaman 4-5.] 


	Praperadilan berwenang untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (penyidik maupun penuntut umum) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 80 KUHAP yang digunakan sebagai upaya koreksi terhadap  penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-sewenang dengan maksud atau tujuan lain diluar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, agar dapat menjamin perlindung terhadap hak asasi setiap orang.[footnoteRef:47] [47:  Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan.] 


	Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 ketentuan a quo diperluas dengan pemeriksaan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Yang sebelumnya diberikan wewenang untuk memeriksa dan memutus suatu keputusan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan atas permintaan tersangka atau keluarga atau pihak lain atau kuasa tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan demi tegaknya hukum dan keadilan, dan juga tentang ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka.[footnoteRef:48] [48:  Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan.] 


	Dalam Putusan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn hakim praperadilan  menerangkan syarat menetapkan seseorang sebagai tersangka berdasarkan dasar hukumnya. Syarat dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka hakim praperadilan telah menguraikan pendapatnya bahwa dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP disebutkan yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP. Pasal 1 angka 14 KUHAP menjelaskan mengenai definisi tersangka sebagai seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

	Berkaitan dengan hal tersebut, mengenai alat bukti yang sah, antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Maka dari itu, untuk menentukan atau menetapkan seseorang sebagai tersangka harus sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah pula sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam hal ini, bukti permulaan yang cukup benar-benar menunjukkan bahwa tersangka diduga telah melakukan tindak pidana dan dalam tahapan putusan tersebut telah meyakinkan bahwa telah bersalah melakukan tindak pidana.[footnoteRef:49] [49:  Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn, halaman 107-108.] 


	Penilaian dalam pengujian penetapan tersangka terdapat 2 (dua) hal yang nantinya akan ditentukan, yaitu:[footnoteRef:50] [50:  Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, Op. Cit., halaman 62-66] 


1. Untuk menentukan apakah alat bukti yang menjadikan seseorang sebagai tersangka diperoleh secara sah atau tidak. Sebab dalam hukum pembuktian ada yang disebut teori bewijsvoering yaitu penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan.  Namun, teori ini semata-mata menitikberatkan pada hal-hal yang bersifat formalitas sehingga konsekuensinya sering mengenyampingkan kebenaran fakta yang ada. Maka dari itu, sering terjadi seorang tersangka dibebaskan oleh pengadilan dalam pemeriksaaan praperadilan dikarenakan bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah atau disebut dengan istilah unlawful legal evidence.

2. Untuk menentukan apakah alat bukti yang dipakai penyidik memilikki hubungan kuat dengan peristiwa hukum yang sedang diproses. Sebab penyidik membutuhkan ketelitian dalam melakukan pemeriksaan, seperti penilaian terhadap alat bukti keterangan saksi, penyidik harus dapat memastikan keterangan saksi tersebut ada atau tidak hubungannya dengan perkara yang sedang diproses. Jika tidak ada,  maka keterangan saksi tersebut tidak memilikki kekuatan nilai pebuktian begitu juga dengan alat bukti lainnya.

	Pada hakikatnya hakim praperadilan memilikki wewenang terbatas pada examinating judge dan walaupun begitu tidak terhadap wewenang pengujian seluruh upaya paksa yang dilaksanakan oleh penyidik, khususnya tidak melakukan pengujian terhadap alat bukti yang dihubungkan dengan sangkaan atas unsur-unsur delik. Berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2016 dalam Pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa pemeriksaan praperadilan terhadap pemohon tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil (administrasi) dan tidak memasuki materi perkara. Kewenangan examinating  diartikan bahwa pengujiannya secara formal administratif dan sama sekali tidak dalam pemahaman kewenangan pengujian tentang sah  atau tidaknya suatu sangkaan dari unsur-unsur delik yang dapat menjadikan kewenangan hakim untuk melakukan pemeriksaan atau penyidikan terhadap perkara pokoknya.[footnoteRef:51] [51:  Indriyanto Seno Adji. 2015. Praperadilan dan KUHAP (Catatan Mendatang). Jakarta: Diadit Media, halaman 5.] 


	Namun, pendapat yang dikemukakan Amir Ilyas berbeda. Ia menyatakan bawah setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memasukkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, yang juga memeriksa pokok perkara terkait sah atau tidaknya alat bukti. Praperadilan tidak hanya memeriksa persoalan formil (administrasi) saja, akan tetapi juga sudah masuk pada wilayah pokok perkara.[footnoteRef:52] [52:  Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, Op. Cit., halaman 66.] 


	Dalam pengujian suatu syarat melakukan upaya paksa, tidak cukup dilihat pada syarat formil (administrasi) saja. Akan tetapi yang utama adalah dasar dari dilakukannya upaya paksa tersebut dalam arti syarat materil. Maka, hakim yang berfungsi sebagai examinating judge, masih perlu dipertimbangkan apakah hanya memang menguji sah atau tidaknya upaya paksa berdasarkan syarat-syarat formil (administrasi) yang didukung oleh adanya bukti permulaan yang cukup.[footnoteRef:53] [53:  Ayub, Op. Cit., halaman 54.] 


	Mengingat keberadaan lembaga praperadilan sebagai lembaga yang mengontrol dan mengawasi secara horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (penyelidik, penyidik dan penuntut umum), maka hakim praperadilan perlu menguji dan mempertimbangkan apakah penyidik sudah mempergunakan wewenangnya secara benar dalam penetapan tersangka sebagaimana yang dimaksud dalam KUHAP.[footnoteRef:54] [54:  Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan.] 


	Sebelum menetapkan pemohon sebagai tersangka, termohon telah memeriksa 11 (sebelas) orang saksi dan termohon telah mengajukan bukti-bukti tersebut. Hakim praperadilan menjelaskan bahwa termohon telah menemukan 2 (dua) alat bukti minimal atas dasar bukti-bukti yang diajukan yang sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi dan surat untuk kemudian untuk dapat melakukan penetapan status tersangka kepada pemohon yang dilakukan oleh termohon.[footnoteRef:55] [55:  Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan.] 


	Alat bukti yang dimilikki termohon selaku penyidik yaitu adanya keterangan saksi berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP yang diperoleh dari keterangan saksi antara yang satu dengan yang lainnya yang memilikki hubungan sehingga memilikki nilai pembuktian terkait peristiwa tindak pidana pembunuhan tersebut, bukti surat yang diperoleh dari hasil VER Nomor: 05/1/KK/VER2017 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat(1) huruf c KUHAP yang membuktikan tentang penyebab kematian korban Indra Gunawan Alias Kuna, dan bukti permulaan selanjutnya yaitu bukti petunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP yang apabila dihubungkan dengan proses penyidikan terkait tindak pidana pembunuhan terhadap korban Indra Gunawan Alias Kuna ditemukan kesesuaian antara keterangan saksi dan surat tersebut sebagai alat bukti dan salah satu dianggap sebagai pelaku adalah S. Siwajiraja (pemohon). Kemudian termohon menerangkan bahwa termohon telah melakukan gelar perkara sebelumnya kepada S. Siwajiraja (pemohon) untuk menentukan status pemohon.[footnoteRef:56] [56:  Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan.] 


	Setelah membaca dan mencermati keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa oleh termohon yaitu saksi JP. Lumban Gaol dan Naranjan Singh Alias Cin, hakim praperadilan tidak menemukan hubungan kejadian penembakan terhadap Indra Gunawan Alias Kuna. Begitu juga dengan keterangan saksi Kawida dan saksi Manmit Alias Suna tidak ada yang menerangkan bahwa penembakan terhadap korban ada kaitannya dengan pemohon. Serta keterangan saksi Johendral Alias Zen, saksi Zerfri Nadapdap dan saksi Beni Ardinal tidak mengetahui dan tidak melihat siapa yang melakukan penembakan terhadap korban Indra Gunawan Alias Kuna karena keterangan para saksi-saksi ini keterangan yang mendengarkan dari orang lain (saksi de audito), maka terhadap keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dihubungkan dan dianggap tidak sah.[footnoteRef:57] [57:  Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan.] 


	Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 ayat (1) keterangan saksi yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian harus sesuai aturan tersebut. Maka dapat disimpulkan, setiap keterangan saksi di luar apa yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dialami sendiri menegenai suatu tindak pidana yang terjadi tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti karena tidak memilikki kekuatan nilai pembuktian. Karena keterangan yang diberikan diluar ketentuan Pasal 185 ayat (1) seperti keterangan yang mendengar dari orang lain merupakan keterangan yang diulang dari apa yang didengarnya dari orang lain sehingga tidak dapat dianggap sebagai bukti.[footnoteRef:58] [58:  Syaiful Bakhri, Op. Cit., halaman 59-60.] 


	Menurut hakim praperadilan bukti surat yang diajukan oleh termohon untuk menetapkan status tersangka terhadap pemohon tidak dapat ditemukan hubungan surat tersebut dengan penetapan pemohon sebagai tersangka atas kejadian penembakan terhadap korban Indra Gunawan Alias Kuna. Jenis surat yang dapat diterima harus dibuat atas sumpah jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP. Jenis surat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat keterangan tentang kejadian yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri dan disertai dengan alasan yang jelas.

2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau pejabat berwenang mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya yang diperuntukkan untuk pembuktian suatu hal.

3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal yang diminta secara resmi kepadanya.

4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat bukti yang lain.[footnoteRef:59] [59:  Eddy O.S Hiariej. 2012. Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga, halaman 107-109.] 


	Berdasarkan uraian di atas, bukti surat yang diajukan oleh termohon merupakan surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal yang diminta secara resmi kepadanya. Namun, Untuk menilai kekuatan pembuktian dari bukti tersebut adalah berdasarkan pertimbangan hakim. berdasarkan Pasal 188 ayat (2) KUHAP, petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, suat, dan keterangan terdakwa. Tetapi, bukti petunjuk pun tidak dapat ditemukan dalam penentuan status pemohon sebagai tersangka. Maka, berdasarkan pertimbangan di atas, bukti surat tidak ada yang menyatakan pemohon terlibat sebagai orang yang menyuruh Rawindra Alias Rawi untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Indra Gunawan Alias Kuna dengan imbalan sejumlah uang.

	Untuk itu termohon belum mempunyai bukti yang cukup untuk melakukan penetapan tersangka terkait penembakan (pembunuhan berencana) terhadap Korban Indra Gunawan Alias Kuna. Maka hakim praperadilan menyatakan pada putusan sebelumnya dalam pertimbangannya tidak perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti lain yang diajukan oleh termohon.[footnoteRef:60] [60:  Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan.] 


	Atas dasar pertimbangan hakim bahwa penetapan tersangka kepada pemohon dalam perkara a quo dinyatakan belum mempunyai bukti permulaan yang cukup sehingga dalam putusan sebelumnya hakim praperadilan memerintahkan termohon untuk mengeluarkan pemohon dari Ruang Tahanan Polrestabes Medan. Kemudian karena telah dilakukannya penangkapan dan penahan juga terhadap pemohon. Hakim praperadilan mengabulkan petitum pemohon yang menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 97.

	Akan tetapi, setelah pemohon dibebaskan oleh termohon berdasarkan putusan hakim sebelumnya, beberapa saat kemudian termohon kembali melakukan penangkapan terhadap pemohon. Sehingga dapat dinilai adanya perbuatan yang sewenang-wenang yang dilakukan termohon (penyidik) kepada S. Siwajiraja (pemohon). Termohon menjelaskan bahwa bukti temohon sudah didasarkan pada ketentuan Pasal 184 KUHAP yang memaknai minimal 2 (dua) alat bukti tanpa mengajukan bukti yang baru.[footnoteRef:61] Bukti yang sudah diperoleh termohon (penyidik) sesuai penjelasannya antara lain sebagai berikut:[footnoteRef:62] [61:  Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn, halaman 9.]  [62:  Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn, halaman 27.] 


1. Keterangan saksi Johendral Alias Zen yang diperiksa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 pukul 16.00 Wib, saksi Chandra Alias Ayen yang diperiksa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2017 pukul 18.00 Wib, saksi Muhammad Wahyudi yang diperiksa pada hari Senin tanggal 13 Maret pukul 22.00 Wib, saksi Ariealen Alias Alen yang diperiksa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar pukul 09.00 Wib.

2. Keterangan Ahli Paryadi sebagai ahli Analisis Pola Komunikasi Seluler dari Bareskrim Polri yang diperiksa pada tanggal 10 Maret 2017 pukul 09.00 Wib.

3. Bukti surat Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti pada tanggal 20 Januari 2017.

4. Bukti petunjuk yang menghubungkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan ahli.

	Hakim praperadilan kembali mempertimbangkan atas dasar bukti-bukti yang dijadikan oleh termohon I untuk menetapkan pemohon sebagai status tersangka. Ahli Hasbullah menyatakan bahwa dalam putusan praperadilan mengenai  penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan apabila tidak sah dan tidak berdasarkan hukum kepada seseorang maka semua berkas-berkas termasuk turunannya seperti surat perintah penyidikan dan lainnya juga tidak sah berdasarkan hukum. Hal ini juga juga memilikki satu pendapat dengan hakim praperadilan.[footnoteRef:63] [63:  Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan.] 


	Apriyanto Nusa menjelaskan, sekalipun tersangka sudah berulangkali memenangi proses sidang praperadilan, pasti penyidik tetap akan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka disaat yang bersamaan juga. Maka dari itu, untuk mengakhiri ketidakpastian hukum ini pembentuk Undang-Undang harus memberikan pembatasan, misalnya dengan menerapkan asas nebis in idem dalam setiap putusan praperadilan.[footnoteRef:64] [64:  Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, Op. Cit., halaman 116-117.] 


	Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka bukan berarti menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan kembali menjadi tersangka apabila telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang baru yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2016. Kemudian,  putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menjelaskan perlindungan terhadap hak tersangka tidak berarti tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan adanya dugaan tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.[footnoteRef:65] [65:  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, halaman 106.] 


	Keterangan saksi dapat dianggap sah apabila keterangan yang diberikan memnuhi syarat formil, maksudnya saksi memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianut sesuai dengan Pasal 160 ayat (3) KUHAP. Jika keterangan saksi tanpa sumpah walaupun sudah memilikki kesesuaian antar yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah.[footnoteRef:66] [66:  Lilik Mulyadi, Op. Cit., halaman 173.] 


	Keterangan saksi juga tidak dapat dianggap sah apabila tidak memenuhi syarat materil. Maksudnya, keterangan saksi dalam syarat materil yaitu keterangan yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri oleh saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 27 jo. Pasal 85 ayat (1) KUHAP dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.[footnoteRef:67] [67:  Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, Op. Cit., halaman 236.] 


	M. Yahya Harap menjelaskan, untuk keterangan saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memilikki kekuatan nilai pembuktian harus dipenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji.

2. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan.

3. Keterangan saksi harus sesuai dengan apa yang dimaksud dalam pasal 1 angka 27 KUHAP.

4. Keterangan satu orang saksi saja dianggap tidak cukup.

5. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri.[footnoteRef:68] [68:  M. Yahya Harahap, Op. Cit., halaman 286-289.] 


	Berhubung keakuratan dari keterangan seorang saksi sangat penting, maka saksi tersebut harus memenuhi syarat kecapakan yang artinya kecakapan dalam berfikir. Maka dari itu, saksi yang tidak memenuhi syarat kecakapan dan tidak dapat didengar adalah sebagai berikut:

1. Orang yang belum dewasa.

2. Orang yang sedang mabuk akibat pengaruh minuman keras, narkotika, dan lain-lain

3. Orang yang tidak waras pikirannya atau keterbelakangan mental.

4. Orang yang berperilaku jelek seperti sering mencuri, membunuh, dan lainnya.[footnoteRef:69] [69:  Munir Fuady. 2012. Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 129.] 


	Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memilikki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara yang berguna untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP.[footnoteRef:70] Apabila keterangan ahli berbeda dalam suatu perkara maka nilai kekuatan keterangan ahli tergantung pada penilaian hakim karena hakim bebas menilai dan tidak terikat pada keterangan ahli, sebab tidak ada melekat kekuatan nilai pembuktian yang sempurna dan menentukan dalam diri para ahli.[footnoteRef:71] Untuk bukti berupa surat yang didapat dari Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti tidak dipertimbangkan oleh hakim dan dikesampingkan karena bukti tersebut tidak ada dasarnya. [70:  Lilik Mulyadi, Op. Cit., halaman 183.]  [71:  M. Yahya Harahap, Op. Cit., halaman 304.] 


	Petunjuk didefinisikan sebagai perbuatan dan kejadian yang memilikki kesesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu yang menandakan memang benar telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP. Akan tetapi, petunjuk diperlukan apabila alat bukti lain belum memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti.[footnoteRef:72] Syarat-syarat petunjuk sebagai alat bukti harus memilikki kesesuaian antara yang satu dengan lainnya terhadap perbuatan yang telah terjadi dan atau memilikki hubungan dengan perbuatan yang terjadi dan berdasarkan pengamatan hakim yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan sebagainya sesuai dengan Pasal 188 ayat (2) KUHAP.[footnoteRef:73] [72:  Lilik Mulyadi, Op. Cit., halaman 188.]  [73:  Eddy O.S. Hiariej, Op. Cit., halaman 109-110.] 


	Keterangan tersangka atau terdakwa dalam permohonan praperadilan dapat dimaknai dengan keterangan yang diberikan di luar persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2). Keterangan tersebut harus didukung oleh alat bukti lainnya yang sah.

	Berdasarkan uraian-uraian di atas, dimulai dari bukti keterangan saksi dianggap oleh hakim praperadilan dianggap tidak sah karena keterangan saksi tersebut merupakan keterangan yang didengar dari orang lain dan bukan keterangan yang didengar, di lihat, dan dialami sendiri oleh saksi. Begitu juga dengan bukti keterangan ahli yang tidak mengikat keputusan hakim untuk mempertimbangkan dalam putusan praperadilan tersebut dalam memberi penilaian. Serta bukti petunjuk yang diperlukan apabila bukti lainnya tidak mencukupi minmal 2 (dua) alat bukti yang tidak memilikki hubungan dalam kejadian tersebut dan berupa bukti surat yang tidak ada dasarnya. Maka hakim berpendapat bahwa termohon belum mempunyai bukti yang cukup untuk melakukan penetapan tersangka kepada pemohon dan memerintahkan termohon untuk melakukan perbuatan sebagai berikut akibat tidak terpenuhinya syarat bukti permulaan yang cukup dari termohon:

1. Memerintahkan Termohon II harus mengeluarkan pemohon dari Ruang Tahanan Polrestabes Medan, sesuai dengan Pasal 82 ayat (3) huruf a.

2. Memerintahkan Termohon I untuk merehabilitasi nama baik pemohon sesuai dengan Pasal 82 ayat (3) huruf b. Pemohon memilikki hak untuk menuntut ganti kerugian akan tetapi pemohon tidak mencantumkannya dalam petitum sehingga hakim praperadilan tidak mempertimbangkannya.

	Hakim Praperadilan mengabulkan permohonan pemohon sebagian. Permohonan pemohon yang tidak dikabulkan pemohon yaitu permohonan yang menyatakan tidak sah untuk segala keputusan Termohon I dan Termohon II yang dikeluarkan oleh termohon I untuk melakukan penetapan kembali status tersangka kepada pemohon. Karena tidak menutup kemungkinan Termohon dapat menemukan bukti permulaan yang cukup yang baru untuk menetapkan status tersangka kembali kepada pemohon.

B. Akibat Hukum Yang Dijatuhkan Oleh Putusan Praperadilan Terhadap Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka

	Dalam Pasal 82 ayat (3) KUHAP terdapat 3 (tiga) macam pelaksanaan putusan praperadilan. Akan tetapi, putusan hakim dapat dijalankan jika putusan tersebut telah memilikki kekuatan hukum tetap dan putusan tersebut telah mengabulkan permohonan pemohon baik seluruh maupun sebagian.[footnoteRef:74] [74:  Lolita Gamelia Kimbal. 2014. “tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Akibat Praperadilan Yang Diterima” Dalam Lex Et Societatis Vol. II. No. 6, halaman 65.] 


	Garis besar isi putusan praperadilan diatur dalam Pasal 82 ayat (3), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 KUHAP harus memuat dasar alasannya sesuai aturan Pasal 82 ayat (3). Selain putusan harus memuat dasar alasan, juga harus memuat amar karena alasan permintaan menjadi dasar dari isi putusan praperadilan tersebut. Apabila alasan permintaan tidak sejalan dengan amar dapat disimpulkan telah keluar dari jalur Undang-Undang.[footnoteRef:75] [75:  R. Soeparmono. 2015. Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP (Edisi Kedua). Bandung: Mandar Maju, halaman 37.] 


	1. Melakukan Pembayaran Sejumlah Uang (Ganti Kerugian)

	Tersangka atau terdakwa dapat menuntut pihak kepolisian (penyidik) dan kejaksaan (penuntut umum) sebagai akibat dari kealpaannya apabila alasan pemohon berupa permintaan pemeriksaan tentang ganti kerugian dikabulkan oleh hakim praperadilan. Ganti kerugian yang dapat dituntut diatur dalam Pasal 95 KUHAP. Akan tetapi agar tidak membingungkan Pasal 95 KUHAP perlu dihubungkan dengan Pasal 1 angka 22 KUHAP.[footnoteRef:76] [76:  Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan.] 


	Hal-hal yang dapat digunakan sebagai dasar alasan mengajukan permohonan ganti kerugian adalah sebagai berikut:

a. Karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.

b. Tindakan upaya yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang (penyidik dan penuntut umum) tidak sah menurut hukum.

c. Akibat dari sahnya penghentian penyidikan dan sah nya penghentian penuntutan.[footnoteRef:77] [77:  Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, Op. Cit., halaman 43-44.] 


	Dalam memutus gugatan ganti kerugian, pengadilan harus mempertimbangkan tentang:

a. Kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut.

b. kebenaran dasar gugatannya.

c. Hukuman pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.[footnoteRef:78] [78:  R. Soeparmono, Op. Cit., halaman 68.] 


	Adapun syarat-syarat tentang ganti kerugian adalah sebagai berikut:

a. Harus berupa kerugian kerugian yang dialami oleh orang lain termasuk korban sebagai akibat dari tindakan kealpaan.

b. Jumlah besar ganti kerugiannya terbatas sejumlah kerugian materil yang diderita.

c. Sasaran subjeknya adalah pihak-pihak terdakwa atau termohon.

d. Perkara nya telah menimbulkan kerugian.

e. Gugatan ganti kerugian harus sebagai akibat dari kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa atau termohon.[footnoteRef:79] [79:  Ibid., halaman 83-84.] 


	Dengan demikian, maksud pembuat Undang-Undang sengaja membatasi hanya terhadap ganti kerugian materil, didasarkan pada alasan:

a. Kerugian materil merupakan kerugian yang secara nyata dan mudah pembuktiannya.

b. Proses gugatan ganti kerugian harus berjalan cepat, tidak memakan waktu yang lama dan sesegera mungkin dapat dilaksanakan mengingat adanya prinsip peradilan yang cepat dan sederhana.[footnoteRef:80] [80:  Ibid., halaman 89.] 


	Ridwan Eko Prasetyo menjelaskan mengenai macam-macam ganti kerugian adalah sebagai berikut:

a. Ganti kerugian karena penangkapan dan penahan yang tidak sah.

b. Ganti kerugian karena dihentikan penyidikan dan penuntutan

c. Ganti kerugian karena tindakan-tindakan lain tanpa dasar Undang-Undang.

d. Ganti kerugian akibat perbuatan tindak pidana.[footnoteRef:81] [81:  Ridwan Eko Prasetyo. 2015. Hukum Acara Pidana. Bandung: Pustaka Setia, halaman 87.] 


	Dalam KUHAP cukup banyak permasalahan mengenai ganti kerugian, salah satunya adalah siapa atau instansi yang menanggung beban ganti kerugian karena dalam KUHAP tidak diatur. Jika yang menanggung beban ganti kerugian yaitu instansi masing-masing maka anggarannya tidak akan tersentralisir dan mengundang penyalahgunaan putusan ganti rugi. Yang ada hanya menambah tugas departemen keuangan karena dinilai tidak praktis dan tidak efisien.[footnoteRef:82] [82:  Djoko Prakoso. 1988. Masalah Ganti Rugi dalam KUHAP. Jakarta: Bina Aksara, halaman 116.] 


	Putusan praperadilan yang menetapkan tersangka diberikan ganti kerugian maka tersangka selaku pemohon berhak untuk mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang dimaksud dalam putusan praperadilan tersbut sesuai Pasal 83 ayat (3) huruf c KUHAP. Yang memberikan sejumlah uang tersebut adalah negara, lebih tepatnya yaitu Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, karena tindakan yang dilakukan penyidik maupun penuntut umum selaku termohon merupakan tindakan dalam menjalankan tugas negara dalam menegakkan hukum.[footnoteRef:83] [83:  Lolita Gamelia Kimbal, Op. Cit., halaman 66.] 


	Leden Marpaung menjelaskan mengenai pencantuman ganti rugi sesuai permohonan yang diajukan oleh orang cenderung dalam jumlah yang besar, sementara jumlah ganti kerugian yang dapat diberikan dalam putusan terbatas pada penggantian biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan secara nyata.[footnoteRef:84] Jumlah besar ganti kerugian sebagai akibat dari penangkapan dan penahanan yang mengakibatkan bersangkutan menderita cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan paling banyak sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan jika hal tersebut mengakibatkan kematian maka jumlah besar ganti kerugian sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah). [84:  Leden Marpaung. 2014. Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan) Bagian Pertama Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 67.] 


	Pada praktiknya, pemohon mengajukan permohonan pelaksanaan putusan praperadilan kepada ketua pengadilan negeri untuk membuat surat ketetapan penggantian kerugian dengan melampirkan surat permohonan dan putusan praperadilan kepada kantor pembendaharaan negara. Kemudian mengeluarkan surat perintah membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan dalam putusan berdasarkan perintah tersebut dan mengirimkannya kepada ketua pengadilan negeri untuk diserahkan kepada pemohon.

	2. Melakukan Perbuatan Tertentu

	Pada putusan praperadilan yang memerintahkan penyidik maupun penuntut umum  sebagai termohon, yang diajukan pada permintaan pemeriksaan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) KUHAP:[footnoteRef:85] Adapun amar dari penetapan praperadilan berisi tentang:[footnoteRef:86] [85:  Lolita Gamelia Kimbal, Loc. Cit.]  [86:  Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, Op. Cit., halaman 190-191.] 


a. Sah atau tidaknya penghentian penangkapan atau penahanan

	Pasal 82 ayat (3) huruf a KUHAP menjelaskan, apabila alasan permohonan berupa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum. Jika praperadilan berpendapat penahanan yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum tidak sah, maka amar putusannya harus berisi yang memerintahkan tersangka segera dibebaskan dari ruang tahanan.

	Pasal 82 ayat (3) huruf c KUHAP menjelaskan, apabila alasan permohonan berupa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum. Jika praperadilan berpendapat penangkapan yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum tidak sah, maka amar putusannya harus berisi memerintahkan untuk membayar ganti kerugian dan rehabilitasi.

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan

	Pasal 82 ayat (3) huruf b KUHAP menjelaskan, apabila dalam putusan menetapkan tentang penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, maka penyidikan atau penuntutan wajib dilanjutkan terhadap tersangka.

	Pasal 82 ayat (3) huruf c KUHAP menjelaskan, apabila dalam putusan menetapkan tentang penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah, maka penyidikan atau penuntutan tidak dapat dilanjut dan tersangka tidak tahan serta dalam putusan menetapkan rehabilitasi.

c. Penetapan tersangka

	Pasal 82 ayat (3) KUHAP menjelaskan, putusan praperadilan yang mengandung perintah untuk melakukan perbuatan tertentu kepada penyidik maupun penuntut umum selaku termohon dalam putusan praperadilan tersebut. Apabila putusan dalam praperadilan menetapkan bahwa tindakan yang dilakukan penyidik maupun penuntut umum sebagai termohon tidak sah.

d. Benda yang disita

	Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP menjelaskan, apabila permohonan berupa permintaan tentang pmeriksaan benda yang disita oleh penyidik maupun penuntut umum selaku termohon. Jika praperadilan berpendapat bahwa penyitaan yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum selaku temohon tidak sah, maka putusan praperadilan menetapkan bahwa benda yang disita tidak termasuk alat pembuktian dan memerintahkan benda yang disita tersebut harus dikembalikan kepada tersangka atau kepada pemilik benda yang disita.

	3. Pemberian Rehabilitasi

	Menurut  Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan atau keadaan yang semula. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pengertian rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan.[footnoteRef:87] [87:  Suharto dan Jonaedi Efendi. 2014. Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan. Jakarta: Kencana, halaman 60.] 


	Pendapat yang dikemukakan oleh J.C.T. Simorangkir, rehabilitasi adalah pemulihan, pengambilan kepada keadaan semula. Jadi rehabilitasi yang dimaksud oleh J.C.T. Simorangkir maupun KUHAP adalah sama, yaitu:

a. Hak seorang tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan pemulihan:

1. Pemulihan atas hak kemampuan.

2. pemulihan atas hak harkat dan martabatnya

b. Serta hak pemulihan tersebut dapat diberikan dalam semua tingkat pemeriksaan, tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan.[footnoteRef:88] [88:  Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, Op. Cit., halaman 207.] 


	Berdasarkan uraian diatas yang menerangkan pengertian rehabilitasi menurut J.C.T. Simorangkir dengan KUHAP adalah sama. Pengertian rehabilitasi menurut KUHAP ini terdapat pada Pasal 1 angka 23 KUHAP. Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, apabila seseorang yang diadili oleh pengadilan diputus bebas (vrijspraak) atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag van alle rechtsvervolging) maka kepadanya harus diberikan rehabilitasi yang sekaligus dicantumkan dalam putusan pengadilan (vonisverdict). Sehingga dalam amar putusan tersebut dapat muncul kalimat memulihkan hak tersangka atau terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martbatnya sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015. 

	Proses rehabilitasi dibedakan antara perkara yang dijatuhkan ke pengadilan dan yang dijatuhkan ke pengadilan. Untuk perkara yang dijatuhkan ke pengadilan negeri berlaku ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, sedangkan untuk perkara yang tidak dijatuhkan ke pengadilan negeri berlaku ketentuan Pasal 77 KUHAP.[footnoteRef:89] Jika proses rehabilitasi yang perkaranya tidak dijatuhkan ke pengadilan, maka permintaan rehabilitasinya harus diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang pemeriksaanya melalui proses hakim tunggal praperadilan. Amar dalam putusan praperadilan tersebut yang muncul adalah memerintahkan untuk memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martabatnya.[footnoteRef:90] [89:  Ridwan Eko Prasetyo, Op. Cit., halaman 90.]  [90:  Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, Op. Cit., halaman 48-49.] 


Menurut Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, pemberian rehabilitasi sesuai isi putusan rehabilitasi harus diumumkan oleh panitera melalui papan pengumuman pengadilan dan juga diumumkan melalui media massa demi nama baik orang yang bersangkutan yang sudah tercemar nama baiknya di masyarakat.[footnoteRef:91] [91:  Lolita Gamelia Kimbal, Loc. Cit.] 


	Menurut R. Soeparmono rehabilitasi itu harus diminta oleh tersangka, keluarga tersangka, atau kuasa tersangka apabila rehabilitasi tersebut menyangkut penangkapan tanpa alasan atau kekliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan. Tetapi rehabilitasi tidak harus diminta oleh tersangka, keluarga tersangka atau kuasa tersangka apabila rehabilitasi tersebut menyangkut terdakwa yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Tetapi diberikan dan dicantumkan dalam ama putusan tersebut.

	Dimana KUHAP memilikki permasalahan yang timbul mengenai rehabilitasi dikarenakan dalam KUHAP tidak menjelaskan apakah rehabilitasi akibat dari putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum bersifat fakulatif (dituntut oleh terdakwa) atau impreatif. Seharusnya hal ini ada diatur dalam KUHAP agar setiap kali hakim memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang meilikki kekuatan hukum tetap harus dapat diberikan rehabilitasi.[footnoteRef:92] [92:  Andi Hamzah, Op. Cit., halaman 206.] 


	Dalam putusan praperadilan, ketentuan rehabilitasi dengan mencantumkan jumlah besar ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan apabila putusan praperadilan menetapkan bahwa penangkapan atau penahanan tidka sah. Putusan praperadilan yang menetapkan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka maka rehabilitasi yang dicnatumkan sesuai dengan Pasal 82 ayat (3) huruf c KUHAP.

	Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, salah satu objek praperadilan yang dapat dimohonkan yaitu mengenai sah atau tidkanya penetapan tersangka. Yang sebelumnya tidak ada diatur dalam KUHAP. Berdasarkan putusan tersebut pemohon selaku seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka dapat mengajukan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, apabila hakim praperadilan berpendapat tidak sah atas penetapan tersangka yang dilakukan termohon (penyidik maupun penuntut umum) maka termohon diperintahkan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (3) KUHAP.

	Dalam Putusan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn, pemohon Siwajiraja mengajukan permohonan atas penetapan tersangka kepada dirinya yang berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/191/I/2017/Reskrim pada tanggal 19 Januari dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/199/I/2017/Reskrim pada tanggal 21 Januari 2017, Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/192/III/2017/Reskrim pada tanggal 14 Mret 2017 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/115/III/Reskrim pada tanggal 15 Maret 2017. Mengenai permohonan pemohon tersebut, hakim praperadilan mengabulkan permohonan tersebut sebagian, yang memerintahkan untuk melakukan pembebasan pemohon dari ruang tahanan serta memerintahkan penyidik untuk melakukan rehabilitasi nama baik pemohon.

	Di Indonesia dikenal adanya upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa yaitu banding dan kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa yaitu kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain upaya hukum ini masih terdapat pula upaya hukum lainnya yang diatur dalam KUHAP yaitu upaya hukum perlawanan (verzet).[footnoteRef:93] Maka sedikit akan dibahas apakah upaya-upaya hukum tersebut dapat diajukan dalam praperadilan terhadap putusan praperadilan dengan menguraikan kedudukan masing-masing upaya hukum tersebut dalam praperadilan: [93:  Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, Op. Cit., halaman 262.] 


1. Banding

	Putusan praperadilan tidak dapat lagi diajukan banding ke pengadilan tinggi menurut Pasal 83 aayat (1) KUHAP, kemudian diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 yang menghapus pemberian hak untuk banding kepada penyidik maupun penuntut umum.[footnoteRef:94] [94:  Ibid., halaman 192-193.] 


2. Kasasi

	Putusan praperadilan tidak dapat dilakukan kasasi, larena kasasi hanya dapat diajukan dalam putusanpengadilan yang berbentuk perkara pidana. Sementara praperadilan tidak berbentuk perkara pidana, akan tetapi mengenai sah atau tidaknya tindakan pejabat berwenang.[footnoteRef:95] [95:  M. Yahya Harahap, Op. Cit., halaman 25] 


3. Kasasi demi kepentingan hukum

	Kasasi demi kepentingan hukum tidak dapat dijadikan sebagai upaya hukum dalam praperadilan karena subjek dari praperadilan adalah penyidik maupun penuntut umum dan objeknya adalah kepentingan hak-hak tersangka. Sementara kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat diajukan oleh jaksa agung apabila menurutnya putusan tersebut perlu dimintakan kasasi demi kepentingan hukum.[footnoteRef:96] [96:  Andi Muhammad Sofyaan dan Abd. Asis, Op. Cit., halaman 279.] 


4. Peninjauan kembali

	Peninjauan kembali tidak dapat diajukan sebagai upaya hukum dalam praperadilan karena upaya hukum ini hanya dapat diajukan apabila adanya penyelundupan hukum atau faktor tertentu diluar teknis peradilan.[footnoteRef:97] [97:  Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, Op. Cit., halaman 28.] 


5. Verzet

	Verzet tidak dapat diajukan sebagai upaya hukum dalam praperadilan karena bentuk dari keputusan praperadilan yaitu mengenai sah atau tidaknya dari objek praperadilan tersebut.[footnoteRef:98] [98:  Leden Marpaung, Op. Cit., halaman 71.] 


	Sehingga dapat disimpulkan dari urain di atas mengenai upaya-upaya hukum yang ada di Indonesia tidak dapat diajukan upaya hukum apapun terhadap putusan praperadilan. Karena sudah jelas diterangkan seusai dengan aturan Pasal 2 ayat (3) Perma Nomor 4 tahun 2016, bahwa terhadap putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka bukan berarti menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka kembali apabila penyidik telah menemukan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan yang berbeda dengan alat bukti sebelumnya.























BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

	Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar hakim praperadilan dengan memberikan pertimbangan dari apa yang dilihat selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim ini didasarkan pada keyakinannya dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP. Sehingga penulis berkesimpulan untuk menetapkan status tersangka terhadap pemohon harus didasarkan pada dasar minimal 2 (dua) alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Maka hakim praperadilan harus menguji dan mempertimbangkan wewenang penyidik dalam menetapkan status seseorang sebagai tersangka apakah sudah tepat sebagaimana yang dimaksud dalam KUHAP dan pada akhirnya hakim memutuskan dan mengabulkan permohonan pemohon, bahwa alat bukti yang diajukan oleh penyidik dalam menetapkan status tersangka terhadap pemohon tidak sah atau tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup. Namun, jika putusan praperadilan telah mengabulkan permohonan pemohon, tidak menutup kemungkinan pihak penyidik dapat menetapkan pemohon sebagai tersangka kembali apabila ditemukannya  alat bukti yang baru di luar dari alat bukti yang telah dibatalkan oleh putusan praperadilan sebelumnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2016.

2. Berdasarkan Pasal 82 ayat (3) KUHAP, terdapat 3 (tiga) macam pelaksanaan putusan praperadilan sebagai akibat dari dikabulkannya permohonan pemohon yaitu melakukan pembayaran sejumlah uang (ganti kerugian), melakukan perbuatan tertentu, dan melakukan pemberian rehabilitasi. Serta dalam putusan praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

B. Saran

	Berdasarkan uraian-uraian pada kesimpulan di atas, maka dalam penelitian ini dapat disarankan sebagai berikut:

1. Sebaiknya untuk mengakhiri ketidakpastian hukum ini atas seringnya terjadi penetapan tersangka secara berulang-ulang setelah pemohon memenangkan peroses praperadilan. Maka harus di berikan batasan sebagai salah satu cara memberi batasan yang dimaksud adalah dengan menerapkan asas nebis in idem.

2. Sebaiknya hukum acara pidana dapat memberikan upaya hukum terhadap putusan praperadilan yang menyimpang sebagai sebagai akibat hukum dari putusan praperadilan tersebut.
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BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Salah satu asas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah pengadilan mengadili menurut hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah atau yang sering dikenal sebagai asas presumption of innocence. Asas ini disebut dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009) dan juga dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP yang berbunyi bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mengatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.[footnoteRef:1] [1:  Andi Hamzah. 2012. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 14.] 






Terdapat perlindungan hukum terhadap tersangka dan terdakwa dalam proses praperadilan pidana untuk mendapatkan hak-haknya yang diberikan oleh undang-undang yang berdasarkan pada asas presumption of innocence. Hal ini berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan didepan sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gweisjde).[footnoteRef:2] [2:  Ayub.2010. Praperadilan dalam Presperktif Perlindungan Hak Asasi Manusia. Medan: USU Press, halaman 68.] 
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Dalam KUHAP diatur lembaga baru dengan nama praperadilan yang berfungsi sebagai upaya untuk menjamin agar ketentuan-ketentuan dalam KUHAP tersebut dapat terlaksana sehingga sebagaimana yang dicita-citakan. Peran praperadilan merupakan pemberian wewenang tambahan kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.[footnoteRef:3] [3:  Wessy Trisna. 2011. Praperadilan dalam Perkara Pidana (Pre-Court on The Criminal Cases). Medan: Pustaka Bangsa Press,  halaman 22.] 


Praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang memilikki wewenang memberikan putusan akhir atas suatu peristiwa pidana.[footnoteRef:4] Praperadilan merupakan lembaga peradilan yang menjadi wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.[footnoteRef:5] [4:  Nur Hidayat, “Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Polri dan Upaya Hukumnya”, Jurnal Yustitia, Vol.10, No.1, Nopember 2010, halaman 22.]  [5:  M. Yahya Harahap. 2009. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali(Edisi Kedua).Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1-2.] 


Wewenang hakim praperadilan sesuai KUHAP adalah sebatas hanya memutuskan mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, termasuk ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya telah dihentikan. Hakikat mengajukan upaya praperadilan adalah untuk menegakkan hukum dan melindungi hak asasi tersangka dalam tingkat penyidikan, atau penututan.[footnoteRef:6] [6:  Andi Hamzah. 1996. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sapta Artha Jaya, halaman 1-2.] 


Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, terdapat penemuan hukum terkait objek praperadilan yang diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP. Dalam putusan tersebut yang amar putusannya menerangkan bahwa pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 (UUD 1945) sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Berkaitan dengan penjelasan objek praperadilan tersebut, maka dalam penelitian ini ruang lingkup pembahasan kewenangan praperadilan akan dipersempit pada pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Subjek hukum praperadilan adalah setiap orang yang dirugikan. Jadi, objek hukum praperadilan dalam hal untuk sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya yaitu untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.[footnoteRef:7] [7:  Irma Herawati, “Sekilas tentang praperadilan”, http://www.profauna.org/suarasatwa/id/2007/02/sekilas_tentang_praperadilan.html, diakses tanggal 27 November 2019 Pukul 13.20 WIB] 


Praperadilan tidak hanya memberikan hak kepada tersangka atau keluarganya untuk mempraperadilankan kepolisian dan kejaksaan, namun juga memberikan hak kepada kepolisian untuk mempraperadilankan kejaksaan dan memberi hak kepada kejaksaan untuk mempraperadilankan kepolisian. Praperadilan dapat dilakukan pihak kepolisian kepada kejaksaan jika telah dinyatkan cukup bukti oleh kejaksaan dan/atau suatu perkara tersebut telah dilimpahkan dari kepolisian kepada kejaksaan, namun ditengah jalan tiba-tiba kejaksaan mengeluarkan SP3 (Surat Penetapan Penghentian Penuntutan), maka demi tegaknya hukum dan keadilan pihak kepolisian dapat mempraperadilankan pihak kejaksaan ke Pengadilan Negeri.[footnoteRef:8] [8:  Sofyan Lubis, “Upaya praperadilan”, http://sofyanlubis.blogspot.com/2009_12_01_archive.html, diakses tanggal 27 November 2019 Pukul 13.30 WIB.] 


	Kewajiban dalam rangka menjunjung tinggi hak asasi manusia merupakan salah satu tugas dari setiap penyidik untuk melaksanakannya. Hal tersebut diatur dalam pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri (PP No. 2 Tahun 20003) jo. Pasal 10 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia (Perkap No. 14 Tahun 2011).

Seseorang ditetapkan sebagai tersangka hak kemerdekaannya akan dirampas, sehingga dalam penetapan status seseorang sebagai tersangka tanpa menggunakan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan suatu masalah dalam hukum acara pidana. Maka dari itu dalam melindungi hak tersangka atau terdakwa, KUHAP memberikan mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik atau penuntu umum melalui pranata praperadilan. Dalam hal inilah praperadilan mengambil peranan penting untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka tersebut berdasarkan syarat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Perampasan“hak kemerdekaan” tersebut dialami oleh tersangka S. Siwajiraja. Tersangka S. Siwajiraja mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan tersangka terhadap dirinya dengan sangkaan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Medan (Polrestabes Medan). Berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn tanggal 7 Agustus 2017, hakim praperadilan mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum.[footnoteRef:9] [9:  Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn, halaman 2.] 


Berdasarkan fakta yang telah diuraikan, penyidik sudah tidak teliti dan sewenang-wenang dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka dengan menyatakan penetapan tersebut berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Namun setelah dilakukannya pengajuan permohonan praperadilan, terhadap bukti yang diajukan oleh penyidik tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Apabila penetapan tersangka tetap dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Medan (Polrestabes Medan) tanpa ada akhirnya, sementara hakim praperadilan sudah mencabut penetapan tersangka tersebut, maka keadaan yang demikian menciptakan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan asas litis finiri opertet (setiap perkara ada akhirnya).

Maka dari uraian latar belakang di atas, penulis terarik untuk mengangkat masalah tersebut menjadi sebuah penelitian yang berjudul “Pertimbangan Putusan Hakim Praperadilan Mengenai Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka (Studi Putusan Praperadilan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn)”.

B. Perumusan Masalah

	Berdasarkan  latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan berbagai permasalahan diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hakim praperadilan mengabulkan permohonan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka?

2. Bagaimana akibat hukum yang dijatuhkan oleh putusan praperadilan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hakim praperadilan mengabulkan permohonan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka.

2. Untuk mengetahui akibat hukum penjatuhan putusan praperadilan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka.

D. Manfaat Penelitian

	Berdasarkan dari permasalahan di atas, manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang di lakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Dapat memberikan pengetahuan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana tentang sah atau tidaknya pemenuhan syarat bukti permulaan yang cukup dalam penetapan tersangka tindak pidana sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kaidah-kaidah hukum yang akan datang.

2. Secara Praktis

Dapat memberikan informasi dan bermanfaat bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana serta sebagai acuan sumber informasi bagi pembaca terkait sah atau tidaknya pemenuhan syarat bukti permulaan yang cukup dalam penetapan tersangka tindak pidana pembunuhan berencana melalui Putusan Praperadilan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn.

E. Hipotesa

	Hipotesa disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah yaitu kemungkinan jalan yang harus ditempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam pembahasan selanjutnya.

	Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu, bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian. Bahkan mungkin saja yang terjadi kebalikannya. Oleh sebab itu, hipotesa tersebut bisa digugurkan dan bisa dikukuhkan.

	Adapun hipotesa dalam penelitian ini adalah sbagai berikut:

1. Dasar hakim praperadilan mengabulkan permohonan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka yaitu berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Karena, bukti permulaan yang cukup merupakan dasar untuk menentukan seseorang sah menjadi tersangka atau tidak.

2. akibat hukum yang dijatuhkan oleh putusan praperadilan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka yaitu melakukan perbuatan tertentu, melakukan pembayaran sejumlah uang, dan melakukan pemberian rehabilitasi.











































BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Praperadilan

	1. Sejarah Praperadilan

	Praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak Habeas Corpus dalam sistem peradilan Anglos Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya kemerdekaan.Habeas Corpus Act memberikan hak pada seseorang untuk melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut (menantang) pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya (polisi ataupun jaksa) membuktikan bahwa penahanan tersebut adalah tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia.

	Surat perintah Habeas Corpus ini dikeluarkan oleh pengadilan pada pihak yang sedang menahan (polisi atau jaksa) melalui prosedur yang sederhana. Surat perintah pengadilan yang berisikan hak Habeas Corpus tersebut tidak hanya ditujukan untuk kepada penahanan yang terkait dalam proses peradilan pidana saja, namun juga terhadap segala bentuk penahanan yang dianggap telah melanggar hak kemerdekaan pribadi seseorang yang telah dijamin oleh konstitusi.[footnoteRef:10] [10:  Wessy Trisna, Op.Cit., halaman 16.] 


	Prinsip dasar Habeas Corpus inilah yang memberikan inspiras untuk menciptakan suatu forum yang memberikan hak dan kesempatan kepada seseorang yang sedang menderita karena dirampas atau dibatasi kemerdekaannya untuk mengadukan nasibnya sekaligus menguji kebenaran dan ketetapan dari tindakan kekuasaan berupa penggunaan upaya paksa (dwang middelen), baik penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan maupun pembukaan surat-surat yang diberlakukan oleh pihak kepolisian ataupun kejaksaan ataupula kekuasaan lainnya. Prinsip dasar Habeas Corpus memunculkan gagasan lembaga praperadilan yang memberikan perlindungan kepada terdakwa atau tersangka terhadap upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum.[footnoteRef:11] [11:  Ibid., halaman 17.] 


	Ada perbedaan mendasar antara Habeas Corpus dengan lembaga praperadilan, yaitu:[footnoteRef:12] [12:  Ibid., halaman 18..] 


1. Pada praperadilan, hakim yang mengadili perkara praperadilan memeriksa   sebelum sidang biasa di pengadilan, sedangkan Habeas Corpus, hakim yang memeriksa adalah hakim di pengadilan dalam sidang biasa.

2. Dalam praperadilan, kewenangannya terbatas pada menguji keabsahan suatu penangkapan dan penahanan yang dilakukan sehubungan dengan upaya paksa dalam hukum acara pidana, sedangkan Habeas Corpus, lebih luas dalam arti permohonan dikeluarkannya surat perintah Habeas Corpus ditujuan kepada instansi manapun yang melakukan penangkapana dan penahanan.

	



	2. Pengertian Praperadilan

	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebelum dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Pasal 1 angka 10 KUHAP. Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur oleh Undang-Undang, tentang:

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.

c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.[footnoteRef:13] [13:  Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Edisi Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 182.] 


	Khusus dalam hal praperadilan yang dilakukan oleh penyidik terhadap penghentian penuntutan atau penuntut umum terhadap penghentian penyidikan hendaknya di pahami bukan untuk mencampuri urusan kewenangan masing-masing kelembagaan tetapi lebih di pahami sebagai kontrol mekanisme penegakkan hukum acara, peran serta masyarakat baik itu melalui LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) maupun secara individu juga mutlak di perlukan dalam pengawasan penegakkan hukum.

	Tata cara pengajuan praperadilan adalah sebagai berikut:[footnoteRef:14] [14: 	 S. Wulandari. 2015. “Kajian tentang Praperadilan dalam Hukum Pidana” dalam Jurnal Ilmiah UNTAG Vol. 4. No. 3, halaman 13.] 


a. Permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

b. Permohonan diregistetr dalam perkara praperadilan.

c. Ketua Pengadilan Negeri segera menunjuk hakim dan panitera.

d. Pemeriksaan dilakukan dengan hakim tunggal.

	Tata cara pemeriksaan praperadilan adalah sebagai berikut:[footnoteRef:15] [15: 	 Ibid.] 


a. Penetapan hari sidang 3 (tiga) hari sesudah di register.

b. Pada hari penetapan sidang sekaligus hakim menyampaikan panggilan.

c. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari putusan sudah harus dijatuhkan.

	Praperadilan diperkenalkan KUHAP dalam penegakkan hukum dan bukan sebagai lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Serta bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu perkara pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya:[footnoteRef:16] [16:  M. Yahya Harahap, Loc. Cit.] 


a. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada setiap Pengadilan Negeri, dimana praperadilan ini hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari dan dengan pengadilan yang bersangkutan.

b. Dengan demikian, praperadilan bukan berada di luar atau disamping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri.

c. Administrasi yustisial, teknis, peralatan dan finansialnya takluk dan bersatu dengan Pengadilan Negeri, dan berada dibawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.



		3. Perkembangan Praperadilan

	Dahulunya praperadilan bukan hal menarik ataupun sesuatu hal yang di abaikan oleh seluruh masyarakat karena hanya bergumul dalam masalah sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan permintaan ganti rugi atau rehabilitasi. Namun, ketika adanya putusan hakim yang mengabulkan permohonan seorang tersangka yaitu Budi Goenawan ketika dia ditetapkan menjadi tersangka. Maka ramai lah setiap kalangan yang menyorot tentang hal praperadilan ini dan memperdebatkannya karena dianggap telah menyimpang dari ketentuan undang-undang sebagaimana dipersyaratkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Akan tetapi dengan dikabulkannya pula uji materil ketentuan praperadilan dalam KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi, setiap orang tidak dapat memperdebatkan lagi, apakah sah atau tidaknya penetapan tersangka dapat menjadi objek praperadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 secara tegas telah memperluas bahwa sah atau tidaknya penetapan tersangka merupakan objek praperadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi sifatnya final ialah final and binding, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kita semua harus menerimanya bahwa objek praperadilan telah mengalami perluasan.[footnoteRef:17] [17:  Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa. 2017. Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 1.] 


	Dengan adanya perluasan objek tersebut praperadilan menjadi berkembang, sehingga setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka dapat mengajukan permohonan melalui praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka seseorang tersebut yang ditetapkan oleh penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan hakim pengadilan. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan hal yang tidak memenuhi syarat penetapan tersangka yaitu bukti-bukti yang cukup dan pemeriksaan calon tersangka. Namun, dalam permiksaan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka tidak hanya mepersyaratkan kecukupan alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka, akan tetapi mempersyaratkan pula sah atau tidaknya alat bukti tersebut terkait dengan cara memperolehnya dan relevannya dengan perkara yang sedang diproses.[footnoteRef:18] [18:  Ibid., halaman 2.] 


	Adapun tujuan dari praperadilan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, yaitu:[footnoteRef:19] [19: 	 Darwin, dahlan dan Suhaimi. 2019. “Analisis Yuridis Putusan Praperadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana” dalam Jurnal Mercatoria Vol. 12. No. 1, haLaman 71.] 


a. Perlindungan hak-hak asasi manusia, terutama mereka yang terlibat di dalam perkara pidana, khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan.

b. Alat kontrol terhadap penyidik atau penuntut umum terhadap penyalahgunaan wewenang oleh penyidik.

B. Penetapan Tersangka

	Penyidik dapat menjatuhkan dugaan terhadap seseorang sebagai tersangka, harus terlebih dahulu memperoleh atau mengumpulkan bukti permulaan yang cukup (probable cause). Tanpa berusaha mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, seseorang telah diperiksa dan ditahan dapat mengakibatkan terjadinya cara-cara kekerasan dan pemerasan pengakuan sampai-sampai sering mengalami cacat seumur hidup. Hal ini sering terjadi pada praktek hukum di masa lalu, penyidik sudah langsung menduga, menangkap dan menahan seseorang walaupun bukti permulaan yang cukup belum ada.[footnoteRef:20] [20:  M. Yahya Harahap, Op. Cit., halaman 125.] 


	Penetapan tersangka tanpa didahului penyelidikan, penyidikan dan tanpa pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada terlapor atau korban pelapor sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 130/PUU-XII/2015, mengakibatkan penetapan tersangka menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan melalui proses praperadilan.[footnoteRef:21] Sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka, proses yang terlebih dahulu wajib dilalui penyidik adalah penyelidikan dan penyidikan. Penetapan tersangka bukanlah rangkaian yang berdiri sendiri, melainkan hanyalah akhir dari proses pemeriksaan sebelumnya.[footnoteRef:22] Namun praperadilan tidak bisa menolak atau membatalkan penetapan status tersangka oleh penyidik, seandainya bukti permulaan yang cukup itu memenuhi syarat yang disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP.[footnoteRef:23] [21:  Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, Op.Cit., halaman 61.]  [22:  Ibid., halaman 59.]  [23:  Gomgoman Simbolon, dkk. 2016. “Analisis Hukum atas Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi dalam Kaitan dengan Wewenang Lembaga Praperadilan” Dalam USU Law Journal Vol. 4. No. 2., halaman 158.] 


	Berkaitan dengan penetapan tersangka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Perkap No. 12 Tahun 2009 menyatakan status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti. Kemudian pada ayat (2) dijelaskan pula bahwa untuk menentukan memperoleh alat bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui gelar perkara.

	Pasal 1 angka 14 KUHAP mensyaratkan adanya bukti permulaan sebelum menetapkan seorang sebagai tersangka. Namun KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan bukti permulaan, khususnya definisi bukti permulaan yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan tersangka. Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan hanya disinggung secara tanggung dan tidak menyelsaikan masalah oleh KUHAP dalam penjelasan pasal 17 KUHAP, yaitu “yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 1 angka 4”. Karena KUHAP tidak mendefinisikan lebih lanjut mengenai apa itu bukti permulaan yang cukup, khususnya yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, maka mengenai apa yang dimaksud bukti permulaan, harus dicari dari sumber lain.[footnoteRef:24] [24:  Kanggurumalas, “Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan, sebuah Progresivitas Hukum yang Dibutuhkan”, melalui www.kanggurumalas.com, diakses pada tanggal 28 November 2019 Pukul 20.10 WIB.] 


C. Tersangka

	Definisi tersangka diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap No. 14 Tahun 2012). Rumusan yang sama diatur pula dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, tersangka adalah seseorang yang karenga perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.[footnoteRef:25] [25:  Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, Op. Cit., halaman 53.] 


	Menurut J.C.T.Simorangkir, yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam tahap pemeriksaan terlebih dahulu untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan. Adapun menurut Darwin Prints pengertian tersangka adalah seseorang yang disangka, sebagai pelaku suatu delik pidana (dalam hal ini tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai seseorang yang bersalah atau tidak).[footnoteRef:26] Menurut Adnan Paslyadja, tersangka adalah orang yang karena perbuatan atau keadaaannya berdasarkan alat bukti minimal disangka melakukan tindak pidana kemudian dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. [26:  Ibid.] 


	Istilah tersangka merupakan terminologi dalam KUHAP yang dibedakan dengan terdakwa. Berbeda halnya dengan sistem hukum Belanda yang termaksud dalam wetboek van strafvordering, tidak membedakan tersangka dengan terdakwa (tidak lagi memakai dua istilah  beklaagde dan verdachte, tetapi hanya memakai satu istilah untuk kedua macam pengertian itu, yaitu istilah verdachte. Namun, dibedakan pengertian verdachte sesudah penuntutan dan sebelum penuntutan dan tersangka dalam KUHAP. Yang sama dengan istilah KUHAP yaitu istilah Inggris yang membedakan pengertian the suspect (sebelum penuntutan) dan the accused (sesudah penuntutan).[footnoteRef:27] [27:  Andi Hamzah, Op. Cit., halaman 6-7.] 


	Pengertian tersangka tersebut akan lebih tepat apabila mengacu pada ketentuan Pasal 27 ayat (1)Nederland Van Strafvordering (Ned.Sv). istilah dan pengertian tersangka dalam Ned.Sv ditafsirkan secara lebih luas dan lugas yaitu yang dipandang sebagai tersangka ialah orang karena fakta-fakta atau keadaan-keadaan menunjukkan ia patut diduga bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi, fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang menjurus kepada dugaan yang patut bahwa tersangkalah yang melakukan perbuatan itu.[footnoteRef:28] [28:  Lilik Mulyadi. 2012. Hukum Acara Pidana Normatif, teoritis, praktik dan permasalahannya. Bandung: Alumni, halaman 50.] 


	Maka dari itu, berdasarkan penjelasan di atas, tersangka maupun terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan keadaan dan bukti yang nyata atau fakta. Oleh karena itu, orang tersebut:

1. Harus diselidiki, disidik, dan diperika oleh penyidik.

2. Harus dituntut dan diperiksa di muka sidang pengadilan oleh penuntut umum dan hakim.

3. jika perlu terhadap tersangka atau terdakwa dapat dilakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan benda sesuai dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang.[footnoteRef:29] [29:  M. Yahya Harahap, Op. Cit., halaman 330.] 


	Dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap tersangka ada beberapa cara yang berlaku menurut KUHAP, adapun cara tersebut yaitu:

1. Sesuai dengan Pasal 52 dan 117 KUHAP bahwa jawaban atau keterangan diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun juga. Tersangka dalam memberikan keterangan harus “bebas” dan “kesadaran” murni. Tidak boleh dipaksa dengan cara apapun juga baik penekanan fisik dengan tindak kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan dari pihak penyidik ataupun pihak luar.

	Mengenai jaminan dan pelaksaan Pasal 52 dan 117 KUHAP tersebut, tidak ada sanksinya. Satu-satunya jaminan untuk tegaknya Pasal 52 dan 117 KUHAP ialah melalui praperadilan yang berupa pengajuan ganti rugi atas alasan pemeriksaan-pemeriksaan yang telah dilakukan tanpa didasari oleh Undang-Undang dan perlunya dihadirkan penasehat hukum dalam jalannya pemeriksaan agar dapat mengontrol dengan tepat untuk menghindari terjadinya ancaman dan penekanan.

2. penyidik harus mencatat dengan teliti dari semua keterangan tersangka, yaitu semua yang diterangkan tersangka tentang apa yang sebenarnya yang telah dilakukannya sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka dan juga sesuai dengan rangkaian kata-kata yang diucapkan oleh tersangka. Keterangan tersangka tersebut juga harus ditanyakan dan juga dimintakan persetujuan kepada tersangka tentang kebenaran dan isi berita acara tersebut. Apabila tersangka telah menyetujuinya, maka tersangka dan penyidik masing-masing memberikan tanda tangannya di dalam berita acara tersebut, sedangkan apabila tersangka tidak mau menanda tanganinya maka penyidik membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan tentang hal itu beserta alasan yang menjelaskan mengapa tersangka tidak mau menanda tanganinya.

3. Dalam Pasal 119 KUHAP menyebutkan, jika tersangka yang akan di periksa di luar lokasi daerah hukum penyidik, maka penyidik yang bersangkutan dapat membebankan kepada penyidik yang berwenang di  daerah tempat tinggal tersangka.

4. Jika tersangka tidak hadir menghadap penyidik, maka sesuai Pasal 113 KUHAP pemeriksaan dapat dilakukan di tempat kediaman tersangka dengan secara langsung datang ketempat kediaman tersangka untuk melakukan pemeriksaan. Hal ini dilakukan apabila tersangka tidak dapat hadir ke tempat pemeriksaan yang telah ditentukan oleh penyidik dengan alasan yang patut dan wajar. Alasan yang patut dan wajar disini yang dimaksud ialah harus ada pernyataan dari tersangka bahwa tersangka bersedia diperiksa di tempat kediamannya.

	Sehubungan dengan pemeriksaan tersangka, ada beberapa hak-hak tersangka yang terdapat dalam KUHAP. Hak-hak tersebut antara lain:

1. Hak tersangka untuk segera mendapatkan pemeriksaan (Pasal 50 dan Pasal 122 KUHAP).

2. Hak tersangka untuk diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya (Pasal 51 KUHAP).

3. Hak tersangka memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP).

4. Hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau tersangka wajib didampingi oleh penasehat hukum (Pasal 114 KUHAP).

5. Hak tersangka untuk ditanyakan apakah ia akan mengajukan saksi yang dapat menguntungkan baginya, apabila ada harus di catat dalam berita acara dan penyidik wajib memeriksa saksi tersebut (Pasal 116 ayat 3 dan ayat 4 KUHAP).

6. Hak tersangka untuk dimintakan keterangan tentang benda, apabila ada suatu benda yangakan di sita dari tersangka (Pasal 129 ayat 1 KUHAP).

7. Hak tersangka untuk tidak mendapatkan tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun dalam memberikan keterangan (Pasal 117 KUHAP).

Berdasarkan hak-hak tersangka yang telah diuraikan di atas, KUHAP mengatur secara ketat agar hak-hak tersangka agar tidak dilanggar oleh pejaabat yang berwenang dan memperlakukan tersangka yang bertentangan dengan Undang-Undang. Apabila dilanggar, hal ini dapat dikenakan sanksi pidana yang diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).[footnoteRef:30] [30:  KUHP dengan penjelasan R.soesilo, halaman 286.] 


Selain mempunyai hak-hak, tersangka juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan yang terdapat dalam KUHAP. Kewajiban-kewajiban tersangka yang terdapat dalam KUHAP antara lain:[footnoteRef:31] [31:  Bambang Waluyo. 2000. Pidana dan Pemidanaa. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 40-41.] 


1. Kewajiban tersangka untuk melapor diri pada waktu yang ditentukan dalam hal yang bersangkutan menjalani penahanan kota (Pasal 22 ayat 3 KUHAP).

2. Kewajiban tersangka untuk meminta izin keluar rumah atau keluar kota kepada penegak hukum yang memberi perintah penahanan, bagi tersangka yang menjalani penahanan kota (Pasal 22 ayat 2 dan 3 KUHAP).

3. Kewajiban tersangka mentaati syarat yang ditentukan bagi tersangka yang menjalani massa penangguhan, misalnya wajib lapor (Pasal 31 KUHAP).

4. Kewajiban tersangka menyimpan isi berita acara untuk pembelaannya (Pasal 72 KUHAP dan penjelasannya).

5. Kewajiban tersangka untuk menyebutkan alasan-alasan apabila mengajukan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan (Pasal 79 dan 81 KUHAP).

6. Kewajiban tersangka untuk menghadiri jadwal sidang yang telah ditetapkan (Pasal 154 ayat 4 KUHAP).

7. Kewajiban tersangka untuk membayar biaya perkara yang telah diputus pidana (Pasal 22 ayat 1).

D. Bukti Permulaan Yang Cukup

	KUHAP tidak menjelaskan menjelaskan lebih lanjut tentang definisi “bukti permulaan”, namun KUHAP secara jelas mengatur tentang alat bukti yang sah di dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. M. Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup” menjelaskan bahwa bukti permulaan yang cukup berfungsi sebagai prasyarat dan penetapan tersangka. Bukti permulaan yang cukup terdiri atas:[footnoteRef:32] [32:  Kanggurumalas, Loc. Cit.] 


1. Keterangan (dalam proses penyelidikan).

2. keterangan saksi (dalam proses penyidikan).		

3. keterangan ahli (dalam proses penyidikan).

4. barang bukti (dalam proses penyelidikan dan penyidikan).

	Fungsi bukti permulaan yang cukup dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) kategori, yaitu merupakan prasyarat untuk:[footnoteRef:33] [33:  Chandra M. Hamzah. 2014. Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Bukti Permulaan Yang Cukup. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, halaman 6.] 


1. Melakukan penyidikan. Adapun fungsi bukti permulaan yang cukup ialah untuk menduga adanya suatu tindak pidana dan selanjutnya dapat dilakukan dengan melakukan penyidikan.

2. Menetapkan status tersangkap terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Adapun fungsi bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan bahwa tindak pidana tersebut diduga dilakukan oleh seseorang.

	Suatu nilai bukti yang telah mampu untuk menduga untuk menduga seseorang sebagai tersangka, memilikki makna bukti permulaan yang disebut pada Pasal 1 angka 14 KUHAP dan dihubungkan dengan penjelasan Pasal 17 KUHAP. Berarti bukti bukti yang telah ditemui dan dimilikki penyidik, telah bersesuaian dengan keadaan yang ditemui pada seseorang.[footnoteRef:34] Prasyarat bukti permulaan yang cukup untuk melakukan beberapa kewenangan, antara lain: [34:  M. Yahya Harahap. 2013. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika, halaman 126.] 


1. Penangkapan, yaitu suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka.

2. Membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa.

3. Menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut.

4. Pemblokiran, yaitu tindakan untuk mencegah pengubahan bentuk, penempatan, pembagian, perpindahan atau pergerakan dalam jangka waktu tertentu.

5. Penyitaan, yaitu merupakan suatu tindakan untuk mengambil alih atau  menguasai suatu benda bergerak mapun tidak bergerak untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.[footnoteRef:35] [35:  Chandra M. Hamzah, Op. Cit, halaman 6-7.] 


E. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

	Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, makna dalam perbuatan ini yaitu selain perbuatan yang bersfiat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).[footnoteRef:36] [36:  Teguh Prasetyo. 2014. Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 50.] 


		Tindak pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang rumusannya di dalam bahasaBelanda yaitu “hij die opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven berooft, wordt, Alias schuldig aan moord, gestraft met de doodstraft of levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jareng”, yang artinya “barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan suatu pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.[footnoteRef:37] [37:  P.A.F, Lamintang dan Theo Lamintang. 2012. Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 51.] 


	Pembunuhan berencana terdiri dalam pembunuhan dalam arti pasal 338 KUHP ditambah dengan adanya unsur direncanakan terlebih dulu. Lebih berat ancaman pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam pasal 338 KUHP maupun Pasal 339 KUHP, diletakkan pada adanya unsur dengan direncanakan lebih dulu itu.[footnoteRef:38] [38:  Adami Chazawi. 2013. Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 81.] 


	Berdasarkan uraian Pasal 340 KUHP di atas, tindak pidana pembunuhan berencana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur subjektif, yaitu unsur dengan sengaja dan direncanakan lebih dulu (opzettelijk voorbedachten).

2. Unsur objektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain (beroven leven een ander).

	Akan tetapi , tidak berarti bahwa dalam hal adanya kenyataan antara waktu penyusunan suatu rencana dengan waktu pelaksanaanya selalu terdapat voorbedachter raad (direncanakan lebih dulu). Hal tersebut terjadi karena dalam jangka waktu yang dimaksud mungkin saja pelakunya tidak mempunyai sama sekali kesempatan untuk mempertimbangkan secara tenang mengenai apa yang telah ia rencanakan.[footnoteRef:39] Simon berpendapat, makna kata voorbedachter raad yaitu orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dulu, jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah melakukan keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang dan juga telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan atau akibat-akibat dari tindakannya.[footnoteRef:40] [39:  P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. Op. Cit., halaman 53.]  [40:  Ibid., halaman 51.] 


	Jadi, berdasarkan uraian di atas. Pada dasarnya tindak pidana pembunuhan berencana mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;

2. Adanya ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;

3. Pelaksanaan kehendak atau perbuatan dalam keadaan tenang.[footnoteRef:41] [41:  Adami Chazawi, Op. Cit., halaman 82.] 


	Waktu yang cukup adalah relatif, tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat tidak mempunyai kesempatan untuk berfikir tapi juga tidak terlalu lama. Memutuskan kehendak atau perbuatan dalam keadaan tenang adalah pada saat memutuskan kehendak atau perbuatan untuk membunuh itu dilakukan dalam keadaan tenang, tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi.[footnoteRef:42] [42:  Ibid., halaman 82-83.] 










































BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

	1. Waktu Penelitian

	Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Desember 2019 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outline.
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	2. Tempat Penelitian

	Tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan jalan Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.

B. Metodologi Penelitian

	1. Jenis Penelitian

	Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat juga berupa pendapat para sarjana. Penelitian Hukum Normatif ini mempunyai sumber hukum sebagai berikut:

a. Sumber hukum primer, yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Undang-Undang (UU), dan lainnya.

b. Sumber hukum sekunder, yaitu bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer. Contohnya adalah Karya ilmiah dari para sarjana, hasil penelitian, dan lainnya.

c. Sumber hukum tersier, yaitu bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah majalah, media massa, internet, dan lainnya.[footnoteRef:43] [43:  http://idtesis.com, diakses pada tanggal 6 Desember 2019 Pukul 21.30 WIB.] 


		



		2. Sifat Penelitian

	Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis dari studi kasus pada Pengadilan Negeri Medan jalan Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara. Deskriptif analisis merupakan penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpasuatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

	Penelitian deksriptif ini dimaksudkan untuk menggambarkan data yang seteliti mungkin tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka dari studi kasus putusan tersebut, sehingga dari data tersebut dapat dipergunakan untuk menganalisis identifikasi masalah yand dipaparkan oleh penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

	Pada skripsi ini penulis menggunakan beberapa pengumpulan data yaitu:

a. Studi Kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan bacaann, dengan cara membaca buku-buku, undang-undang, jurnal dan pendapat dari para ahli hukum pidana yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

b. Studi Lapangan (Field Research), yaitu dengan melakukan penelitian melalui wawancara secara langsung di Pengadilan Negeri Medan jalan Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.





		4. Analisis Data

	Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam penulisan skripsi. Analisis data ini dilakukan secara kualitatif yaitu dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan, serta wawancara dan membuat sistematika dari data-data tersebut akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.

























BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hakim Praperadilan Mengabulkan Permohonan Tentang Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka

	Secara garis besar pada Putusan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn sebagai berikut:

a. Tentang praperadilan, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 telah memperluas ranah praperadilan yang meliputi tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka. Alasan pemohon dalam permohonannya untuk mengajukan praperadilan tentang penetapan tersangka. Untuk itu alasan pemohon menjadi ruang lingkup atau bagian dari materi praperadilan menurut undang-undang.

b. Hakim akan mempertimbangkan dan menguji alat bukti apa saja yang sudah dimilikki oleh Termohon I dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Praperadilan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn.

c. Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup dalam tahapan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

d. Keterangan yang dinyatakan oleh Ahli dari Termohon I tidak dapat digunakan sebagai salah satu bukti yang sah untuk menjadikan pemohon sebagai tersangka.

e. Keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon I tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai seorang saksi sehingga pengadilan berpendapat bahwa saksi tersebut tidak dapat dikualifikasikan menjadi suatu alat bukti.

f. Menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaannya, yang karena kesesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri. Menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya beradasarkan Pasal 188 ayat (2) KUHAP, yaitu petunjuk tersebut dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

g. Termohon I belum mempunyai bukti yang cukup untuk melakukan penetapan tersangka terhadap pemohon terkait dengan meninggalnya Almarhum Indra Gunawan Alias Kuna. Dengan demikian pengadilan berpendapat bahwa tuntutan pemohon yang menyatakan bahwa penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan oleh termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Sehingga dikarenakan tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat harusla dikabulkan.

	Berdasarkan garis besar yang telah diuraikan di atas, adapun amar putusan tersebut sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon sebagian.

2. Menyatakan penetapan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/190/I/2017/Reskrim tanggal 18 Januari 2017 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Sidik/199/I/2017Reskrim tanggal 21 Januari 2017, Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/192/III/2017Reskrim tanggal 14 Maret 2017 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/115/III/2017/Reskrim tanggal 15 Maret 2017 tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya penetapan penangkapan dan penahanan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat.

3. Menyatakan penetapan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/190/I/2017/Reskrim tanggal 18 Januari 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/199/I/2017/Reskrim tanggal 21 Januari 2017, Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/192/III/2017/Reskrim tanggal 14 Maret 2017 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/115/III/2017/Reskrim tanggal 15 Maret 2017 adalah batal atau tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penetapan penangkapan dan penahanan a quo tidak memempunyai kekuatan mengikat.

4. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT- 527/RT. 3/EP. 1/OHARDA/06/2017 tanggal 7 Juni 2017 termasuk penahanan lanjutan adalah batal atau tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penahanan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat.

5. Memerintahkan Termohon II untuk segera mengeluarkan pemohon dari Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan.

6. Memerintahkan Termohon I untuk merehabilitasi nama baik pemohon.

7. Menolak permohonan praperadilan pemohon untuk selebihnya.

8. Membebankan biaya perkara kepada para termohon secara tanggungrenteng sebesar nihil.[footnoteRef:44] [44:  Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn, halaman 116.] 


	Dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP, hakim harus melakukan pemeriksaan serta menjatuhkan putusan praperadilan selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari dalam bentuk putusan berdasarkan asas peradilan yang cepat dan sederhana. Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) KUHAP, meskipun tidak dijelaskan secara rinci mengenai alasan mengapa praperadilan, namun pada prinsipnya hal ini merupakan upaya agar dapat dipenuhinya proses pemeriksaan yang cepat setelah dikabulkannya permohonan.

	Untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparsial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun terutama dalam mengambil suatu keputusan. Karena tugas hakim pada dasarnya adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum dari pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara.[footnoteRef:45] [45:  Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan.] 


	Hakim adalah ahli hukum yang terpilih untuk mewakili dirinya dan di bawah kendali administrasi serta segala pembinaannya oleh Mahkamah Agung. Hakim juga berfungsi untuk mengisi dan memperbaiki Undang-Undang, yang dibuat untuk kurun waktu tertentu dan diuji oleh zamannya. Hakim juga melihat pada ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis, untuk dapat mendapatkan makna hukum dan keadilan yang berdiri tegak di atas kepastian hukum.[footnoteRef:46] [46:  Syaiful Bakhri. 2012. Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan. Depok: Gramata Publishing, halaman 4-5.] 


	Praperadilan berwenang untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (penyidik maupun penuntut umum) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 80 KUHAP yang digunakan sebagai upaya koreksi terhadap  penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-sewenang dengan maksud atau tujuan lain diluar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, agar dapat menjamin perlindung terhadap hak asasi setiap orang.[footnoteRef:47] [47:  Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan.] 


	Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 ketentuan a quo diperluas dengan pemeriksaan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Yang sebelumnya diberikan wewenang untuk memeriksa dan memutus suatu keputusan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan atas permintaan tersangka atau keluarga atau pihak lain atau kuasa tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan demi tegaknya hukum dan keadilan, dan juga tentang ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka.[footnoteRef:48] [48:  Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan.] 


	Dalam Putusan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn hakim praperadilan  menerangkan syarat menetapkan seseorang sebagai tersangka berdasarkan dasar hukumnya. Syarat dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka hakim praperadilan telah menguraikan pendapatnya bahwa dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP disebutkan yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP. Pasal 1 angka 14 KUHAP menjelaskan mengenai definisi tersangka sebagai seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

	Berkaitan dengan hal tersebut, mengenai alat bukti yang sah, antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Maka dari itu, untuk menentukan atau menetapkan seseorang sebagai tersangka harus sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah pula sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam hal ini, bukti permulaan yang cukup benar-benar menunjukkan bahwa tersangka diduga telah melakukan tindak pidana dan dalam tahapan putusan tersebut telah meyakinkan bahwa telah bersalah melakukan tindak pidana.[footnoteRef:49] [49:  Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn, halaman 107-108.] 


	Penilaian dalam pengujian penetapan tersangka terdapat 2 (dua) hal yang nantinya akan ditentukan, yaitu:[footnoteRef:50] [50:  Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, Op. Cit., halaman 62-66] 


1. Untuk menentukan apakah alat bukti yang menjadikan seseorang sebagai tersangka diperoleh secara sah atau tidak. Sebab dalam hukum pembuktian ada yang disebut teori bewijsvoering yaitu penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan.  Namun, teori ini semata-mata menitikberatkan pada hal-hal yang bersifat formalitas sehingga konsekuensinya sering mengenyampingkan kebenaran fakta yang ada. Maka dari itu, sering terjadi seorang tersangka dibebaskan oleh pengadilan dalam pemeriksaaan praperadilan dikarenakan bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah atau disebut dengan istilah unlawful legal evidence.

2. Untuk menentukan apakah alat bukti yang dipakai penyidik memilikki hubungan kuat dengan peristiwa hukum yang sedang diproses. Sebab penyidik membutuhkan ketelitian dalam melakukan pemeriksaan, seperti penilaian terhadap alat bukti keterangan saksi, penyidik harus dapat memastikan keterangan saksi tersebut ada atau tidak hubungannya dengan perkara yang sedang diproses. Jika tidak ada,  maka keterangan saksi tersebut tidak memilikki kekuatan nilai pebuktian begitu juga dengan alat bukti lainnya.

	Pada hakikatnya hakim praperadilan memilikki wewenang terbatas pada examinating judge dan walaupun begitu tidak terhadap wewenang pengujian seluruh upaya paksa yang dilaksanakan oleh penyidik, khususnya tidak melakukan pengujian terhadap alat bukti yang dihubungkan dengan sangkaan atas unsur-unsur delik. Berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2016 dalam Pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa pemeriksaan praperadilan terhadap pemohon tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil (administrasi) dan tidak memasuki materi perkara. Kewenangan examinating  diartikan bahwa pengujiannya secara formal administratif dan sama sekali tidak dalam pemahaman kewenangan pengujian tentang sah  atau tidaknya suatu sangkaan dari unsur-unsur delik yang dapat menjadikan kewenangan hakim untuk melakukan pemeriksaan atau penyidikan terhadap perkara pokoknya.[footnoteRef:51] [51:  Indriyanto Seno Adji. 2015. Praperadilan dan KUHAP (Catatan Mendatang). Jakarta: Diadit Media, halaman 5.] 


	Namun, pendapat yang dikemukakan Amir Ilyas berbeda. Ia menyatakan bawah setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memasukkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, yang juga memeriksa pokok perkara terkait sah atau tidaknya alat bukti. Praperadilan tidak hanya memeriksa persoalan formil (administrasi) saja, akan tetapi juga sudah masuk pada wilayah pokok perkara.[footnoteRef:52] [52:  Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, Op. Cit., halaman 66.] 


	Dalam pengujian suatu syarat melakukan upaya paksa, tidak cukup dilihat pada syarat formil (administrasi) saja. Akan tetapi yang utama adalah dasar dari dilakukannya upaya paksa tersebut dalam arti syarat materil. Maka, hakim yang berfungsi sebagai examinating judge, masih perlu dipertimbangkan apakah hanya memang menguji sah atau tidaknya upaya paksa berdasarkan syarat-syarat formil (administrasi) yang didukung oleh adanya bukti permulaan yang cukup.[footnoteRef:53] [53:  Ayub, Op. Cit., halaman 54.] 


	Mengingat keberadaan lembaga praperadilan sebagai lembaga yang mengontrol dan mengawasi secara horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (penyelidik, penyidik dan penuntut umum), maka hakim praperadilan perlu menguji dan mempertimbangkan apakah penyidik sudah mempergunakan wewenangnya secara benar dalam penetapan tersangka sebagaimana yang dimaksud dalam KUHAP.[footnoteRef:54] [54:  Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan.] 


	Sebelum menetapkan pemohon sebagai tersangka, termohon telah memeriksa 11 (sebelas) orang saksi dan termohon telah mengajukan bukti-bukti tersebut. Hakim praperadilan menjelaskan bahwa termohon telah menemukan 2 (dua) alat bukti minimal atas dasar bukti-bukti yang diajukan yang sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi dan surat untuk kemudian untuk dapat melakukan penetapan status tersangka kepada pemohon yang dilakukan oleh termohon.[footnoteRef:55] [55:  Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan.] 


	Alat bukti yang dimilikki termohon selaku penyidik yaitu adanya keterangan saksi berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP yang diperoleh dari keterangan saksi antara yang satu dengan yang lainnya yang memilikki hubungan sehingga memilikki nilai pembuktian terkait peristiwa tindak pidana pembunuhan tersebut, bukti surat yang diperoleh dari hasil VER Nomor: 05/1/KK/VER2017 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat(1) huruf c KUHAP yang membuktikan tentang penyebab kematian korban Indra Gunawan Alias Kuna, dan bukti permulaan selanjutnya yaitu bukti petunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP yang apabila dihubungkan dengan proses penyidikan terkait tindak pidana pembunuhan terhadap korban Indra Gunawan Alias Kuna ditemukan kesesuaian antara keterangan saksi dan surat tersebut sebagai alat bukti dan salah satu dianggap sebagai pelaku adalah S. Siwajiraja (pemohon). Kemudian termohon menerangkan bahwa termohon telah melakukan gelar perkara sebelumnya kepada S. Siwajiraja (pemohon) untuk menentukan status pemohon.[footnoteRef:56] [56:  Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan.] 


	Setelah membaca dan mencermati keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa oleh termohon yaitu saksi JP. Lumban Gaol dan Naranjan Singh Alias Cin, hakim praperadilan tidak menemukan hubungan kejadian penembakan terhadap Indra Gunawan Alias Kuna. Begitu juga dengan keterangan saksi Kawida dan saksi Manmit Alias Suna tidak ada yang menerangkan bahwa penembakan terhadap korban ada kaitannya dengan pemohon. Serta keterangan saksi Johendral Alias Zen, saksi Zerfri Nadapdap dan saksi Beni Ardinal tidak mengetahui dan tidak melihat siapa yang melakukan penembakan terhadap korban Indra Gunawan Alias Kuna karena keterangan para saksi-saksi ini keterangan yang mendengarkan dari orang lain (saksi de audito), maka terhadap keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dihubungkan dan dianggap tidak sah.[footnoteRef:57] [57:  Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan.] 


	Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 ayat (1) keterangan saksi yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian harus sesuai aturan tersebut. Maka dapat disimpulkan, setiap keterangan saksi di luar apa yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dialami sendiri menegenai suatu tindak pidana yang terjadi tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti karena tidak memilikki kekuatan nilai pembuktian. Karena keterangan yang diberikan diluar ketentuan Pasal 185 ayat (1) seperti keterangan yang mendengar dari orang lain merupakan keterangan yang diulang dari apa yang didengarnya dari orang lain sehingga tidak dapat dianggap sebagai bukti.[footnoteRef:58] [58:  Syaiful Bakhri, Op. Cit., halaman 59-60.] 


	Menurut hakim praperadilan bukti surat yang diajukan oleh termohon untuk menetapkan status tersangka terhadap pemohon tidak dapat ditemukan hubungan surat tersebut dengan penetapan pemohon sebagai tersangka atas kejadian penembakan terhadap korban Indra Gunawan Alias Kuna. Jenis surat yang dapat diterima harus dibuat atas sumpah jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP. Jenis surat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat keterangan tentang kejadian yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri dan disertai dengan alasan yang jelas.

2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau pejabat berwenang mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya yang diperuntukkan untuk pembuktian suatu hal.

3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal yang diminta secara resmi kepadanya.

4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat bukti yang lain.[footnoteRef:59] [59:  Eddy O.S Hiariej. 2012. Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga, halaman 107-109.] 


	Berdasarkan uraian di atas, bukti surat yang diajukan oleh termohon merupakan surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal yang diminta secara resmi kepadanya. Namun, Untuk menilai kekuatan pembuktian dari bukti tersebut adalah berdasarkan pertimbangan hakim. berdasarkan Pasal 188 ayat (2) KUHAP, petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, suat, dan keterangan terdakwa. Tetapi, bukti petunjuk pun tidak dapat ditemukan dalam penentuan status pemohon sebagai tersangka. Maka, berdasarkan pertimbangan di atas, bukti surat tidak ada yang menyatakan pemohon terlibat sebagai orang yang menyuruh Rawindra Alias Rawi untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Indra Gunawan Alias Kuna dengan imbalan sejumlah uang.

	Untuk itu termohon belum mempunyai bukti yang cukup untuk melakukan penetapan tersangka terkait penembakan (pembunuhan berencana) terhadap Korban Indra Gunawan Alias Kuna. Maka hakim praperadilan menyatakan pada putusan sebelumnya dalam pertimbangannya tidak perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti lain yang diajukan oleh termohon.[footnoteRef:60] [60:  Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan.] 


	Atas dasar pertimbangan hakim bahwa penetapan tersangka kepada pemohon dalam perkara a quo dinyatakan belum mempunyai bukti permulaan yang cukup sehingga dalam putusan sebelumnya hakim praperadilan memerintahkan termohon untuk mengeluarkan pemohon dari Ruang Tahanan Polrestabes Medan. Kemudian karena telah dilakukannya penangkapan dan penahan juga terhadap pemohon. Hakim praperadilan mengabulkan petitum pemohon yang menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 97.

	Akan tetapi, setelah pemohon dibebaskan oleh termohon berdasarkan putusan hakim sebelumnya, beberapa saat kemudian termohon kembali melakukan penangkapan terhadap pemohon. Sehingga dapat dinilai adanya perbuatan yang sewenang-wenang yang dilakukan termohon (penyidik) kepada S. Siwajiraja (pemohon). Termohon menjelaskan bahwa bukti temohon sudah didasarkan pada ketentuan Pasal 184 KUHAP yang memaknai minimal 2 (dua) alat bukti tanpa mengajukan bukti yang baru.[footnoteRef:61] Bukti yang sudah diperoleh termohon (penyidik) sesuai penjelasannya antara lain sebagai berikut:[footnoteRef:62] [61:  Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn, halaman 9.]  [62:  Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn, halaman 27.] 


1. Keterangan saksi Johendral Alias Zen yang diperiksa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 pukul 16.00 Wib, saksi Chandra Alias Ayen yang diperiksa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2017 pukul 18.00 Wib, saksi Muhammad Wahyudi yang diperiksa pada hari Senin tanggal 13 Maret pukul 22.00 Wib, saksi Ariealen Alias Alen yang diperiksa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar pukul 09.00 Wib.

2. Keterangan Ahli Paryadi sebagai ahli Analisis Pola Komunikasi Seluler dari Bareskrim Polri yang diperiksa pada tanggal 10 Maret 2017 pukul 09.00 Wib.

3. Bukti surat Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti pada tanggal 20 Januari 2017.

4. Bukti petunjuk yang menghubungkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan ahli.

	Hakim praperadilan kembali mempertimbangkan atas dasar bukti-bukti yang dijadikan oleh termohon I untuk menetapkan pemohon sebagai status tersangka. Ahli Hasbullah menyatakan bahwa dalam putusan praperadilan mengenai  penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan apabila tidak sah dan tidak berdasarkan hukum kepada seseorang maka semua berkas-berkas termasuk turunannya seperti surat perintah penyidikan dan lainnya juga tidak sah berdasarkan hukum. Hal ini juga juga memilikki satu pendapat dengan hakim praperadilan.[footnoteRef:63] [63:  Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan.] 


	Apriyanto Nusa menjelaskan, sekalipun tersangka sudah berulangkali memenangi proses sidang praperadilan, pasti penyidik tetap akan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka disaat yang bersamaan juga. Maka dari itu, untuk mengakhiri ketidakpastian hukum ini pembentuk Undang-Undang harus memberikan pembatasan, misalnya dengan menerapkan asas nebis in idem dalam setiap putusan praperadilan.[footnoteRef:64] [64:  Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, Op. Cit., halaman 116-117.] 


	Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka bukan berarti menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan kembali menjadi tersangka apabila telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang baru yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2016. Kemudian,  putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menjelaskan perlindungan terhadap hak tersangka tidak berarti tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan adanya dugaan tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.[footnoteRef:65] [65:  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, halaman 106.] 


	Keterangan saksi dapat dianggap sah apabila keterangan yang diberikan memnuhi syarat formil, maksudnya saksi memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianut sesuai dengan Pasal 160 ayat (3) KUHAP. Jika keterangan saksi tanpa sumpah walaupun sudah memilikki kesesuaian antar yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah.[footnoteRef:66] [66:  Lilik Mulyadi, Op. Cit., halaman 173.] 


	Keterangan saksi juga tidak dapat dianggap sah apabila tidak memenuhi syarat materil. Maksudnya, keterangan saksi dalam syarat materil yaitu keterangan yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri oleh saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 27 jo. Pasal 85 ayat (1) KUHAP dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.[footnoteRef:67] [67:  Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, Op. Cit., halaman 236.] 


	M. Yahya Harap menjelaskan, untuk keterangan saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memilikki kekuatan nilai pembuktian harus dipenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji.

2. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan.

3. Keterangan saksi harus sesuai dengan apa yang dimaksud dalam pasal 1 angka 27 KUHAP.

4. Keterangan satu orang saksi saja dianggap tidak cukup.

5. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri.[footnoteRef:68] [68:  M. Yahya Harahap, Op. Cit., halaman 286-289.] 


	Berhubung keakuratan dari keterangan seorang saksi sangat penting, maka saksi tersebut harus memenuhi syarat kecapakan yang artinya kecakapan dalam berfikir. Maka dari itu, saksi yang tidak memenuhi syarat kecakapan dan tidak dapat didengar adalah sebagai berikut:

1. Orang yang belum dewasa.

2. Orang yang sedang mabuk akibat pengaruh minuman keras, narkotika, dan lain-lain

3. Orang yang tidak waras pikirannya atau keterbelakangan mental.

4. Orang yang berperilaku jelek seperti sering mencuri, membunuh, dan lainnya.[footnoteRef:69] [69:  Munir Fuady. 2012. Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 129.] 


	Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memilikki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara yang berguna untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP.[footnoteRef:70] Apabila keterangan ahli berbeda dalam suatu perkara maka nilai kekuatan keterangan ahli tergantung pada penilaian hakim karena hakim bebas menilai dan tidak terikat pada keterangan ahli, sebab tidak ada melekat kekuatan nilai pembuktian yang sempurna dan menentukan dalam diri para ahli.[footnoteRef:71] Untuk bukti berupa surat yang didapat dari Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti tidak dipertimbangkan oleh hakim dan dikesampingkan karena bukti tersebut tidak ada dasarnya. [70:  Lilik Mulyadi, Op. Cit., halaman 183.]  [71:  M. Yahya Harahap, Op. Cit., halaman 304.] 


	Petunjuk didefinisikan sebagai perbuatan dan kejadian yang memilikki kesesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu yang menandakan memang benar telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP. Akan tetapi, petunjuk diperlukan apabila alat bukti lain belum memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti.[footnoteRef:72] Syarat-syarat petunjuk sebagai alat bukti harus memilikki kesesuaian antara yang satu dengan lainnya terhadap perbuatan yang telah terjadi dan atau memilikki hubungan dengan perbuatan yang terjadi dan berdasarkan pengamatan hakim yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan sebagainya sesuai dengan Pasal 188 ayat (2) KUHAP.[footnoteRef:73] [72:  Lilik Mulyadi, Op. Cit., halaman 188.]  [73:  Eddy O.S. Hiariej, Op. Cit., halaman 109-110.] 


	Keterangan tersangka atau terdakwa dalam permohonan praperadilan dapat dimaknai dengan keterangan yang diberikan di luar persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2). Keterangan tersebut harus didukung oleh alat bukti lainnya yang sah.

	Berdasarkan uraian-uraian di atas, dimulai dari bukti keterangan saksi dianggap oleh hakim praperadilan dianggap tidak sah karena keterangan saksi tersebut merupakan keterangan yang didengar dari orang lain dan bukan keterangan yang didengar, di lihat, dan dialami sendiri oleh saksi. Begitu juga dengan bukti keterangan ahli yang tidak mengikat keputusan hakim untuk mempertimbangkan dalam putusan praperadilan tersebut dalam memberi penilaian. Serta bukti petunjuk yang diperlukan apabila bukti lainnya tidak mencukupi minmal 2 (dua) alat bukti yang tidak memilikki hubungan dalam kejadian tersebut dan berupa bukti surat yang tidak ada dasarnya. Maka hakim berpendapat bahwa termohon belum mempunyai bukti yang cukup untuk melakukan penetapan tersangka kepada pemohon dan memerintahkan termohon untuk melakukan perbuatan sebagai berikut akibat tidak terpenuhinya syarat bukti permulaan yang cukup dari termohon:

1. Memerintahkan Termohon II harus mengeluarkan pemohon dari Ruang Tahanan Polrestabes Medan, sesuai dengan Pasal 82 ayat (3) huruf a.

2. Memerintahkan Termohon I untuk merehabilitasi nama baik pemohon sesuai dengan Pasal 82 ayat (3) huruf b. Pemohon memilikki hak untuk menuntut ganti kerugian akan tetapi pemohon tidak mencantumkannya dalam petitum sehingga hakim praperadilan tidak mempertimbangkannya.

	Hakim Praperadilan mengabulkan permohonan pemohon sebagian. Permohonan pemohon yang tidak dikabulkan pemohon yaitu permohonan yang menyatakan tidak sah untuk segala keputusan Termohon I dan Termohon II yang dikeluarkan oleh termohon I untuk melakukan penetapan kembali status tersangka kepada pemohon. Karena tidak menutup kemungkinan Termohon dapat menemukan bukti permulaan yang cukup yang baru untuk menetapkan status tersangka kembali kepada pemohon.

B. Akibat Hukum Yang Dijatuhkan Oleh Putusan Praperadilan Terhadap Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka

	Dalam Pasal 82 ayat (3) KUHAP terdapat 3 (tiga) macam pelaksanaan putusan praperadilan. Akan tetapi, putusan hakim dapat dijalankan jika putusan tersebut telah memilikki kekuatan hukum tetap dan putusan tersebut telah mengabulkan permohonan pemohon baik seluruh maupun sebagian.[footnoteRef:74] [74:  Lolita Gamelia Kimbal. 2014. “tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Akibat Praperadilan Yang Diterima” Dalam Lex Et Societatis Vol. II. No. 6, halaman 65.] 


	Garis besar isi putusan praperadilan diatur dalam Pasal 82 ayat (3), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 KUHAP harus memuat dasar alasannya sesuai aturan Pasal 82 ayat (3). Selain putusan harus memuat dasar alasan, juga harus memuat amar karena alasan permintaan menjadi dasar dari isi putusan praperadilan tersebut. Apabila alasan permintaan tidak sejalan dengan amar dapat disimpulkan telah keluar dari jalur Undang-Undang.[footnoteRef:75] [75:  R. Soeparmono. 2015. Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP (Edisi Kedua). Bandung: Mandar Maju, halaman 37.] 


	1. Melakukan Pembayaran Sejumlah Uang (Ganti Kerugian)

	Tersangka atau terdakwa dapat menuntut pihak kepolisian (penyidik) dan kejaksaan (penuntut umum) sebagai akibat dari kealpaannya apabila alasan pemohon berupa permintaan pemeriksaan tentang ganti kerugian dikabulkan oleh hakim praperadilan. Ganti kerugian yang dapat dituntut diatur dalam Pasal 95 KUHAP. Akan tetapi agar tidak membingungkan Pasal 95 KUHAP perlu dihubungkan dengan Pasal 1 angka 22 KUHAP.[footnoteRef:76] [76:  Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan.] 


	Hal-hal yang dapat digunakan sebagai dasar alasan mengajukan permohonan ganti kerugian adalah sebagai berikut:

a. Karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.

b. Tindakan upaya yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang (penyidik dan penuntut umum) tidak sah menurut hukum.

c. Akibat dari sahnya penghentian penyidikan dan sah nya penghentian penuntutan.[footnoteRef:77] [77:  Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, Op. Cit., halaman 43-44.] 


	Dalam memutus gugatan ganti kerugian, pengadilan harus mempertimbangkan tentang:

a. Kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut.

b. kebenaran dasar gugatannya.

c. Hukuman pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.[footnoteRef:78] [78:  R. Soeparmono, Op. Cit., halaman 68.] 


	Adapun syarat-syarat tentang ganti kerugian adalah sebagai berikut:

a. Harus berupa kerugian kerugian yang dialami oleh orang lain termasuk korban sebagai akibat dari tindakan kealpaan.

b. Jumlah besar ganti kerugiannya terbatas sejumlah kerugian materil yang diderita.

c. Sasaran subjeknya adalah pihak-pihak terdakwa atau termohon.

d. Perkara nya telah menimbulkan kerugian.

e. Gugatan ganti kerugian harus sebagai akibat dari kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa atau termohon.[footnoteRef:79] [79:  Ibid., halaman 83-84.] 


	Dengan demikian, maksud pembuat Undang-Undang sengaja membatasi hanya terhadap ganti kerugian materil, didasarkan pada alasan:

a. Kerugian materil merupakan kerugian yang secara nyata dan mudah pembuktiannya.

b. Proses gugatan ganti kerugian harus berjalan cepat, tidak memakan waktu yang lama dan sesegera mungkin dapat dilaksanakan mengingat adanya prinsip peradilan yang cepat dan sederhana.[footnoteRef:80] [80:  Ibid., halaman 89.] 


	Ridwan Eko Prasetyo menjelaskan mengenai macam-macam ganti kerugian adalah sebagai berikut:

a. Ganti kerugian karena penangkapan dan penahan yang tidak sah.

b. Ganti kerugian karena dihentikan penyidikan dan penuntutan

c. Ganti kerugian karena tindakan-tindakan lain tanpa dasar Undang-Undang.

d. Ganti kerugian akibat perbuatan tindak pidana.[footnoteRef:81] [81:  Ridwan Eko Prasetyo. 2015. Hukum Acara Pidana. Bandung: Pustaka Setia, halaman 87.] 


	Dalam KUHAP cukup banyak permasalahan mengenai ganti kerugian, salah satunya adalah siapa atau instansi yang menanggung beban ganti kerugian karena dalam KUHAP tidak diatur. Jika yang menanggung beban ganti kerugian yaitu instansi masing-masing maka anggarannya tidak akan tersentralisir dan mengundang penyalahgunaan putusan ganti rugi. Yang ada hanya menambah tugas departemen keuangan karena dinilai tidak praktis dan tidak efisien.[footnoteRef:82] [82:  Djoko Prakoso. 1988. Masalah Ganti Rugi dalam KUHAP. Jakarta: Bina Aksara, halaman 116.] 


	Putusan praperadilan yang menetapkan tersangka diberikan ganti kerugian maka tersangka selaku pemohon berhak untuk mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang dimaksud dalam putusan praperadilan tersbut sesuai Pasal 83 ayat (3) huruf c KUHAP. Yang memberikan sejumlah uang tersebut adalah negara, lebih tepatnya yaitu Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, karena tindakan yang dilakukan penyidik maupun penuntut umum selaku termohon merupakan tindakan dalam menjalankan tugas negara dalam menegakkan hukum.[footnoteRef:83] [83:  Lolita Gamelia Kimbal, Op. Cit., halaman 66.] 


	Leden Marpaung menjelaskan mengenai pencantuman ganti rugi sesuai permohonan yang diajukan oleh orang cenderung dalam jumlah yang besar, sementara jumlah ganti kerugian yang dapat diberikan dalam putusan terbatas pada penggantian biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan secara nyata.[footnoteRef:84] Jumlah besar ganti kerugian sebagai akibat dari penangkapan dan penahanan yang mengakibatkan bersangkutan menderita cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan paling banyak sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan jika hal tersebut mengakibatkan kematian maka jumlah besar ganti kerugian sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah). [84:  Leden Marpaung. 2014. Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan) Bagian Pertama Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 67.] 


	Pada praktiknya, pemohon mengajukan permohonan pelaksanaan putusan praperadilan kepada ketua pengadilan negeri untuk membuat surat ketetapan penggantian kerugian dengan melampirkan surat permohonan dan putusan praperadilan kepada kantor pembendaharaan negara. Kemudian mengeluarkan surat perintah membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan dalam putusan berdasarkan perintah tersebut dan mengirimkannya kepada ketua pengadilan negeri untuk diserahkan kepada pemohon.

	2. Melakukan Perbuatan Tertentu

	Pada putusan praperadilan yang memerintahkan penyidik maupun penuntut umum  sebagai termohon, yang diajukan pada permintaan pemeriksaan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) KUHAP:[footnoteRef:85] Adapun amar dari penetapan praperadilan berisi tentang:[footnoteRef:86] [85:  Lolita Gamelia Kimbal, Loc. Cit.]  [86:  Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, Op. Cit., halaman 190-191.] 


a. Sah atau tidaknya penghentian penangkapan atau penahanan

	Pasal 82 ayat (3) huruf a KUHAP menjelaskan, apabila alasan permohonan berupa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum. Jika praperadilan berpendapat penahanan yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum tidak sah, maka amar putusannya harus berisi yang memerintahkan tersangka segera dibebaskan dari ruang tahanan.

	Pasal 82 ayat (3) huruf c KUHAP menjelaskan, apabila alasan permohonan berupa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum. Jika praperadilan berpendapat penangkapan yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum tidak sah, maka amar putusannya harus berisi memerintahkan untuk membayar ganti kerugian dan rehabilitasi.

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan

	Pasal 82 ayat (3) huruf b KUHAP menjelaskan, apabila dalam putusan menetapkan tentang penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, maka penyidikan atau penuntutan wajib dilanjutkan terhadap tersangka.

	Pasal 82 ayat (3) huruf c KUHAP menjelaskan, apabila dalam putusan menetapkan tentang penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah, maka penyidikan atau penuntutan tidak dapat dilanjut dan tersangka tidak tahan serta dalam putusan menetapkan rehabilitasi.

c. Penetapan tersangka

	Pasal 82 ayat (3) KUHAP menjelaskan, putusan praperadilan yang mengandung perintah untuk melakukan perbuatan tertentu kepada penyidik maupun penuntut umum selaku termohon dalam putusan praperadilan tersebut. Apabila putusan dalam praperadilan menetapkan bahwa tindakan yang dilakukan penyidik maupun penuntut umum sebagai termohon tidak sah.

d. Benda yang disita

	Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP menjelaskan, apabila permohonan berupa permintaan tentang pmeriksaan benda yang disita oleh penyidik maupun penuntut umum selaku termohon. Jika praperadilan berpendapat bahwa penyitaan yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum selaku temohon tidak sah, maka putusan praperadilan menetapkan bahwa benda yang disita tidak termasuk alat pembuktian dan memerintahkan benda yang disita tersebut harus dikembalikan kepada tersangka atau kepada pemilik benda yang disita.

	3. Pemberian Rehabilitasi

	Menurut  Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan atau keadaan yang semula. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pengertian rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan.[footnoteRef:87] [87:  Suharto dan Jonaedi Efendi. 2014. Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan. Jakarta: Kencana, halaman 60.] 


	Pendapat yang dikemukakan oleh J.C.T. Simorangkir, rehabilitasi adalah pemulihan, pengambilan kepada keadaan semula. Jadi rehabilitasi yang dimaksud oleh J.C.T. Simorangkir maupun KUHAP adalah sama, yaitu:

a. Hak seorang tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan pemulihan:

1. Pemulihan atas hak kemampuan.

2. pemulihan atas hak harkat dan martabatnya

b. Serta hak pemulihan tersebut dapat diberikan dalam semua tingkat pemeriksaan, tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan.[footnoteRef:88] [88:  Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, Op. Cit., halaman 207.] 


	Berdasarkan uraian diatas yang menerangkan pengertian rehabilitasi menurut J.C.T. Simorangkir dengan KUHAP adalah sama. Pengertian rehabilitasi menurut KUHAP ini terdapat pada Pasal 1 angka 23 KUHAP. Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, apabila seseorang yang diadili oleh pengadilan diputus bebas (vrijspraak) atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag van alle rechtsvervolging) maka kepadanya harus diberikan rehabilitasi yang sekaligus dicantumkan dalam putusan pengadilan (vonisverdict). Sehingga dalam amar putusan tersebut dapat muncul kalimat memulihkan hak tersangka atau terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martbatnya sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015. 

	Proses rehabilitasi dibedakan antara perkara yang dijatuhkan ke pengadilan dan yang dijatuhkan ke pengadilan. Untuk perkara yang dijatuhkan ke pengadilan negeri berlaku ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, sedangkan untuk perkara yang tidak dijatuhkan ke pengadilan negeri berlaku ketentuan Pasal 77 KUHAP.[footnoteRef:89] Jika proses rehabilitasi yang perkaranya tidak dijatuhkan ke pengadilan, maka permintaan rehabilitasinya harus diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang pemeriksaanya melalui proses hakim tunggal praperadilan. Amar dalam putusan praperadilan tersebut yang muncul adalah memerintahkan untuk memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martabatnya.[footnoteRef:90] [89:  Ridwan Eko Prasetyo, Op. Cit., halaman 90.]  [90:  Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, Op. Cit., halaman 48-49.] 


Menurut Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, pemberian rehabilitasi sesuai isi putusan rehabilitasi harus diumumkan oleh panitera melalui papan pengumuman pengadilan dan juga diumumkan melalui media massa demi nama baik orang yang bersangkutan yang sudah tercemar nama baiknya di masyarakat.[footnoteRef:91] [91:  Lolita Gamelia Kimbal, Loc. Cit.] 


	Menurut R. Soeparmono rehabilitasi itu harus diminta oleh tersangka, keluarga tersangka, atau kuasa tersangka apabila rehabilitasi tersebut menyangkut penangkapan tanpa alasan atau kekliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan. Tetapi rehabilitasi tidak harus diminta oleh tersangka, keluarga tersangka atau kuasa tersangka apabila rehabilitasi tersebut menyangkut terdakwa yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Tetapi diberikan dan dicantumkan dalam ama putusan tersebut.

	Dimana KUHAP memilikki permasalahan yang timbul mengenai rehabilitasi dikarenakan dalam KUHAP tidak menjelaskan apakah rehabilitasi akibat dari putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum bersifat fakulatif (dituntut oleh terdakwa) atau impreatif. Seharusnya hal ini ada diatur dalam KUHAP agar setiap kali hakim memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang meilikki kekuatan hukum tetap harus dapat diberikan rehabilitasi.[footnoteRef:92] [92:  Andi Hamzah, Op. Cit., halaman 206.] 


	Dalam putusan praperadilan, ketentuan rehabilitasi dengan mencantumkan jumlah besar ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan apabila putusan praperadilan menetapkan bahwa penangkapan atau penahanan tidka sah. Putusan praperadilan yang menetapkan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka maka rehabilitasi yang dicnatumkan sesuai dengan Pasal 82 ayat (3) huruf c KUHAP.

	Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, salah satu objek praperadilan yang dapat dimohonkan yaitu mengenai sah atau tidkanya penetapan tersangka. Yang sebelumnya tidak ada diatur dalam KUHAP. Berdasarkan putusan tersebut pemohon selaku seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka dapat mengajukan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, apabila hakim praperadilan berpendapat tidak sah atas penetapan tersangka yang dilakukan termohon (penyidik maupun penuntut umum) maka termohon diperintahkan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (3) KUHAP.

	Dalam Putusan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn, pemohon Siwajiraja mengajukan permohonan atas penetapan tersangka kepada dirinya yang berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/191/I/2017/Reskrim pada tanggal 19 Januari dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/199/I/2017/Reskrim pada tanggal 21 Januari 2017, Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/192/III/2017/Reskrim pada tanggal 14 Mret 2017 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/115/III/Reskrim pada tanggal 15 Maret 2017. Mengenai permohonan pemohon tersebut, hakim praperadilan mengabulkan permohonan tersebut sebagian, yang memerintahkan untuk melakukan pembebasan pemohon dari ruang tahanan serta memerintahkan penyidik untuk melakukan rehabilitasi nama baik pemohon.

	Di Indonesia dikenal adanya upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa yaitu banding dan kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa yaitu kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain upaya hukum ini masih terdapat pula upaya hukum lainnya yang diatur dalam KUHAP yaitu upaya hukum perlawanan (verzet).[footnoteRef:93] Maka sedikit akan dibahas apakah upaya-upaya hukum tersebut dapat diajukan dalam praperadilan terhadap putusan praperadilan dengan menguraikan kedudukan masing-masing upaya hukum tersebut dalam praperadilan: [93:  Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, Op. Cit., halaman 262.] 


1. Banding

	Putusan praperadilan tidak dapat lagi diajukan banding ke pengadilan tinggi menurut Pasal 83 aayat (1) KUHAP, kemudian diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 yang menghapus pemberian hak untuk banding kepada penyidik maupun penuntut umum.[footnoteRef:94] [94:  Ibid., halaman 192-193.] 


2. Kasasi

	Putusan praperadilan tidak dapat dilakukan kasasi, larena kasasi hanya dapat diajukan dalam putusanpengadilan yang berbentuk perkara pidana. Sementara praperadilan tidak berbentuk perkara pidana, akan tetapi mengenai sah atau tidaknya tindakan pejabat berwenang.[footnoteRef:95] [95:  M. Yahya Harahap, Op. Cit., halaman 25] 


3. Kasasi demi kepentingan hukum

	Kasasi demi kepentingan hukum tidak dapat dijadikan sebagai upaya hukum dalam praperadilan karena subjek dari praperadilan adalah penyidik maupun penuntut umum dan objeknya adalah kepentingan hak-hak tersangka. Sementara kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat diajukan oleh jaksa agung apabila menurutnya putusan tersebut perlu dimintakan kasasi demi kepentingan hukum.[footnoteRef:96] [96:  Andi Muhammad Sofyaan dan Abd. Asis, Op. Cit., halaman 279.] 


4. Peninjauan kembali

	Peninjauan kembali tidak dapat diajukan sebagai upaya hukum dalam praperadilan karena upaya hukum ini hanya dapat diajukan apabila adanya penyelundupan hukum atau faktor tertentu diluar teknis peradilan.[footnoteRef:97] [97:  Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, Op. Cit., halaman 28.] 


5. Verzet

	Verzet tidak dapat diajukan sebagai upaya hukum dalam praperadilan karena bentuk dari keputusan praperadilan yaitu mengenai sah atau tidaknya dari objek praperadilan tersebut.[footnoteRef:98] [98:  Leden Marpaung, Op. Cit., halaman 71.] 


	Sehingga dapat disimpulkan dari urain di atas mengenai upaya-upaya hukum yang ada di Indonesia tidak dapat diajukan upaya hukum apapun terhadap putusan praperadilan. Karena sudah jelas diterangkan seusai dengan aturan Pasal 2 ayat (3) Perma Nomor 4 tahun 2016, bahwa terhadap putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka bukan berarti menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka kembali apabila penyidik telah menemukan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan yang berbeda dengan alat bukti sebelumnya.























BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

	Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar hakim praperadilan dengan memberikan pertimbangan dari apa yang dilihat selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim ini didasarkan pada keyakinannya dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP. Sehingga penulis berkesimpulan untuk menetapkan status tersangka terhadap pemohon harus didasarkan pada dasar minimal 2 (dua) alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Maka hakim praperadilan harus menguji dan mempertimbangkan wewenang penyidik dalam menetapkan status seseorang sebagai tersangka apakah sudah tepat sebagaimana yang dimaksud dalam KUHAP dan pada akhirnya hakim memutuskan dan mengabulkan permohonan pemohon, bahwa alat bukti yang diajukan oleh penyidik dalam menetapkan status tersangka terhadap pemohon tidak sah atau tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup. Namun, jika putusan praperadilan telah mengabulkan permohonan pemohon, tidak menutup kemungkinan pihak penyidik dapat menetapkan pemohon sebagai tersangka kembali apabila ditemukannya  alat bukti yang baru di luar dari alat bukti yang telah dibatalkan oleh putusan praperadilan sebelumnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2016.

2. Berdasarkan Pasal 82 ayat (3) KUHAP, terdapat 3 (tiga) macam pelaksanaan putusan praperadilan sebagai akibat dari dikabulkannya permohonan pemohon yaitu melakukan pembayaran sejumlah uang (ganti kerugian), melakukan perbuatan tertentu, dan melakukan pemberian rehabilitasi. Serta dalam putusan praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

B. Saran

	Berdasarkan uraian-uraian pada kesimpulan di atas, maka dalam penelitian ini dapat disarankan sebagai berikut:

1. Sebaiknya untuk mengakhiri ketidakpastian hukum ini atas seringnya terjadi penetapan tersangka secara berulang-ulang setelah pemohon memenangkan peroses praperadilan. Maka harus di berikan batasan sebagai salah satu cara memberi batasan yang dimaksud adalah dengan menerapkan asas nebis in idem.

2. Sebaiknya hukum acara pidana dapat memberikan upaya hukum terhadap putusan praperadilan yang menyimpang sebagai sebagai akibat hukum dari putusan praperadilan tersebut.
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ABSTRAK

PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM PRAPERADILAN MENGENAI SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA

(STUDI PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 53/PID.PRA/2107/PN.MDN)



OLEH:

FRENDY MARCOPOLO SIREGAR

NPM: 168400153

	Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 terhadap perbuatan penyidik dalam melakukan penetapan tersangka secara sewenang-wenang dapat diajukan permohonan praperadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.mdn hakim praperadilan menyatakan penetapan status tersangka terhadap Siwajiraja tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hakim dalam pertimbangannya telah mengabulkan permohonan Praperadilan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn dan untuk mengetahui akibat hukum dari permohonan pemohon yang telah dikabulkan mengenai tidak sahnya penetapan tersangka dalam Putusan Praperadilan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn.

	Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan sumber hukum yang terdiri dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier.

	Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa dasar hakim dalam mempertimbangkan permohonan praperadilan pemohon yang mengabulkan tidak sah nya penetapan tersangka dalam Putusan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn menyatakan bahwa penetapan tersangka tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup yaitu minimal 2 (dua) alat bukti. Namun, penetapan tersangka terhadap Siwajiraja dapat dilakukan kembali apabila adanya ditemukan minimal 2 (dua) bukti baru sebagaimana yang dimaksud dalam Pasa 2 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2016. Akibat hukum dari permohonan pemohon yang telah dikabulkan mengenai tidak sahnya penetapan tersangka dalam Putusan Praperadilan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn adalah pemohon dapat mengajukan permohonan ganti kerugian dan mengajukan permohonan rehabilitasi. Namun, KUHAP tidak memberikan peluang atau tidak membenarkan upaya hukum dalam perkara praperadilan.



Kata Kunci: Praperadilan, penetapan tersangka.



ABSTRACT

PRE-JUSTICE DECISION CONSIDERATION ABOUT LEGITIMATE OR NOT DETERMINATION OF THE SUSPECT

(DECISION STUDY NUMBER 53/PID.PRA/2017/PN.MDN)



BY:

FRENDY MARCOPOLO SIREGAR

NPM: 168400153

	After the Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014 regarding the conduct of investigators in arbitrarily determining a suspect, a pretrial application as referred to in Article 1 number 14 can be submitted that to determine a person as a suspect must be based on sufficient preliminary evidence. Based on the Pretrial Decision Number 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn And the pretrial judge stated that the determination of the status of the suspect against Siwajiraja was not based on sufficient preliminary evidence. The purpose of this study is to determine the basis of the judge in his consideration for granting pretrial petition number 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn and to find out the legal consequences of the petition of petitioners who have been granted regarding the illegitimate determination of the suspect in the pretrial ruling number 53/Pid.Pra/2017/ PN.Mdn.

	The research method used is normative legal research with the nature of descriptive analysis research. This study uses legal sources consisting of primary legal sources, secondary legal sources, and tertiary legal sources.

	Based on the results of the study it was found that the basis of the judge in considering the petition of pretrial petitioners who granted his invalid the determination of the suspect in Decision Number 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn Proof. However, the determination of the suspect against Siwajiraja can be carried out again if there is found at least 2 (two) new evidence as referred to in Article 2 paragraph (3) of Perma Number 4 of 2016. The legal consequences of the petition of the applicant that has been granted regarding the invalid determination of the suspect in the Decision Pretrial Number 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn is the applicant can submit a request for compensation and submit a request for rehabilitation. However, the Criminal Procedure Code does not provide opportunities or does not justify legal remedies in pretrial cases.



Keywords: Pretrial, determination of the suspect.
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BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Salah satu asas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah pengadilan mengadili menurut hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah atau yang sering dikenal sebagai asas presumption of innocence. Asas ini disebut dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009) dan juga dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP yang berbunyi bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mengatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.[footnoteRef:1] [1:  Andi Hamzah. 2012. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 14.] 






Terdapat perlindungan hukum terhadap tersangka dan terdakwa dalam proses praperadilan pidana untuk mendapatkan hak-haknya yang diberikan oleh undang-undang yang berdasarkan pada asas presumption of innocence. Hal ini berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan didepan sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gweisjde).[footnoteRef:2] [2:  Ayub.2010. Praperadilan dalam Presperktif Perlindungan Hak Asasi Manusia. Medan: USU Press, halaman 68.] 


1			

56



Dalam KUHAP diatur lembaga baru dengan nama praperadilan yang berfungsi sebagai upaya untuk menjamin agar ketentuan-ketentuan dalam KUHAP tersebut dapat terlaksana sehingga sebagaimana yang dicita-citakan. Peran praperadilan merupakan pemberian wewenang tambahan kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.[footnoteRef:3] [3:  Wessy Trisna. 2011. Praperadilan dalam Perkara Pidana (Pre-Court on The Criminal Cases). Medan: Pustaka Bangsa Press,  halaman 22.] 


Praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang memilikki wewenang memberikan putusan akhir atas suatu peristiwa pidana.[footnoteRef:4] Praperadilan merupakan lembaga peradilan yang menjadi wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.[footnoteRef:5] [4:  Nur Hidayat, “Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Polri dan Upaya Hukumnya”, Jurnal Yustitia, Vol.10, No.1, Nopember 2010, halaman 22.]  [5:  M. Yahya Harahap. 2009. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali(Edisi Kedua).Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1-2.] 


Wewenang hakim praperadilan sesuai KUHAP adalah sebatas hanya memutuskan mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, termasuk ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya telah dihentikan. Hakikat mengajukan upaya praperadilan adalah untuk menegakkan hukum dan melindungi hak asasi tersangka dalam tingkat penyidikan, atau penututan.[footnoteRef:6] [6:  Andi Hamzah. 1996. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sapta Artha Jaya, halaman 1-2.] 


Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, terdapat penemuan hukum terkait objek praperadilan yang diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP. Dalam putusan tersebut yang amar putusannya menerangkan bahwa pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 (UUD 1945) sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Berkaitan dengan penjelasan objek praperadilan tersebut, maka dalam penelitian ini ruang lingkup pembahasan kewenangan praperadilan akan dipersempit pada pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Subjek hukum praperadilan adalah setiap orang yang dirugikan. Jadi, objek hukum praperadilan dalam hal untuk sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya yaitu untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.[footnoteRef:7] [7:  Irma Herawati, “Sekilas tentang praperadilan”, http://www.profauna.org/suarasatwa/id/2007/02/sekilas_tentang_praperadilan.html, diakses tanggal 27 November 2019 Pukul 13.20 WIB] 


Praperadilan tidak hanya memberikan hak kepada tersangka atau keluarganya untuk mempraperadilankan kepolisian dan kejaksaan, namun juga memberikan hak kepada kepolisian untuk mempraperadilankan kejaksaan dan memberi hak kepada kejaksaan untuk mempraperadilankan kepolisian. Praperadilan dapat dilakukan pihak kepolisian kepada kejaksaan jika telah dinyatkan cukup bukti oleh kejaksaan dan/atau suatu perkara tersebut telah dilimpahkan dari kepolisian kepada kejaksaan, namun ditengah jalan tiba-tiba kejaksaan mengeluarkan SP3 (Surat Penetapan Penghentian Penuntutan), maka demi tegaknya hukum dan keadilan pihak kepolisian dapat mempraperadilankan pihak kejaksaan ke Pengadilan Negeri.[footnoteRef:8] [8:  Sofyan Lubis, “Upaya praperadilan”, http://sofyanlubis.blogspot.com/2009_12_01_archive.html, diakses tanggal 27 November 2019 Pukul 13.30 WIB.] 


	Kewajiban dalam rangka menjunjung tinggi hak asasi manusia merupakan salah satu tugas dari setiap penyidik untuk melaksanakannya. Hal tersebut diatur dalam pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri (PP No. 2 Tahun 20003) jo. Pasal 10 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia (Perkap No. 14 Tahun 2011).

Seseorang ditetapkan sebagai tersangka hak kemerdekaannya akan dirampas, sehingga dalam penetapan status seseorang sebagai tersangka tanpa menggunakan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan suatu masalah dalam hukum acara pidana. Maka dari itu dalam melindungi hak tersangka atau terdakwa, KUHAP memberikan mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik atau penuntu umum melalui pranata praperadilan. Dalam hal inilah praperadilan mengambil peranan penting untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka tersebut berdasarkan syarat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Perampasan“hak kemerdekaan” tersebut dialami oleh tersangka S. Siwajiraja. Tersangka S. Siwajiraja mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan tersangka terhadap dirinya dengan sangkaan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Medan (Polrestabes Medan). Berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn tanggal 7 Agustus 2017, hakim praperadilan mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum.[footnoteRef:9] [9:  Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn, halaman 2.] 


Berdasarkan fakta yang telah diuraikan, penyidik sudah tidak teliti dan sewenang-wenang dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka dengan menyatakan penetapan tersebut berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Namun setelah dilakukannya pengajuan permohonan praperadilan, terhadap bukti yang diajukan oleh penyidik tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Apabila penetapan tersangka tetap dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Medan (Polrestabes Medan) tanpa ada akhirnya, sementara hakim praperadilan sudah mencabut penetapan tersangka tersebut, maka keadaan yang demikian menciptakan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan asas litis finiri opertet (setiap perkara ada akhirnya).

Maka dari uraian latar belakang di atas, penulis terarik untuk mengangkat masalah tersebut menjadi sebuah penelitian yang berjudul “Pertimbangan Putusan Hakim Praperadilan Mengenai Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka (Studi Putusan Praperadilan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn)”.

B. Perumusan Masalah

	Berdasarkan  latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan berbagai permasalahan diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hakim praperadilan mengabulkan permohonan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka?

2. Bagaimana akibat hukum yang dijatuhkan oleh putusan praperadilan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hakim praperadilan mengabulkan permohonan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka.

2. Untuk mengetahui akibat hukum penjatuhan putusan praperadilan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka.

D. Manfaat Penelitian

	Berdasarkan dari permasalahan di atas, manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang di lakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Dapat memberikan pengetahuan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana tentang sah atau tidaknya pemenuhan syarat bukti permulaan yang cukup dalam penetapan tersangka tindak pidana sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kaidah-kaidah hukum yang akan datang.

2. Secara Praktis

Dapat memberikan informasi dan bermanfaat bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana serta sebagai acuan sumber informasi bagi pembaca terkait sah atau tidaknya pemenuhan syarat bukti permulaan yang cukup dalam penetapan tersangka tindak pidana pembunuhan berencana melalui Putusan Praperadilan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn.

E. Hipotesa

	Hipotesa disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah yaitu kemungkinan jalan yang harus ditempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam pembahasan selanjutnya.

	Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu, bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian. Bahkan mungkin saja yang terjadi kebalikannya. Oleh sebab itu, hipotesa tersebut bisa digugurkan dan bisa dikukuhkan.

	Adapun hipotesa dalam penelitian ini adalah sbagai berikut:

1. Dasar hakim praperadilan mengabulkan permohonan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka yaitu berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Karena, bukti permulaan yang cukup merupakan dasar untuk menentukan seseorang sah menjadi tersangka atau tidak.

2. akibat hukum yang dijatuhkan oleh putusan praperadilan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka yaitu melakukan perbuatan tertentu, melakukan pembayaran sejumlah uang, dan melakukan pemberian rehabilitasi.











































BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Praperadilan

	1. Sejarah Praperadilan

	Praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak Habeas Corpus dalam sistem peradilan Anglos Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya kemerdekaan.Habeas Corpus Act memberikan hak pada seseorang untuk melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut (menantang) pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya (polisi ataupun jaksa) membuktikan bahwa penahanan tersebut adalah tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia.

	Surat perintah Habeas Corpus ini dikeluarkan oleh pengadilan pada pihak yang sedang menahan (polisi atau jaksa) melalui prosedur yang sederhana. Surat perintah pengadilan yang berisikan hak Habeas Corpus tersebut tidak hanya ditujukan untuk kepada penahanan yang terkait dalam proses peradilan pidana saja, namun juga terhadap segala bentuk penahanan yang dianggap telah melanggar hak kemerdekaan pribadi seseorang yang telah dijamin oleh konstitusi.[footnoteRef:10] [10:  Wessy Trisna, Op.Cit., halaman 16.] 


	Prinsip dasar Habeas Corpus inilah yang memberikan inspiras untuk menciptakan suatu forum yang memberikan hak dan kesempatan kepada seseorang yang sedang menderita karena dirampas atau dibatasi kemerdekaannya untuk mengadukan nasibnya sekaligus menguji kebenaran dan ketetapan dari tindakan kekuasaan berupa penggunaan upaya paksa (dwang middelen), baik penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan maupun pembukaan surat-surat yang diberlakukan oleh pihak kepolisian ataupun kejaksaan ataupula kekuasaan lainnya. Prinsip dasar Habeas Corpus memunculkan gagasan lembaga praperadilan yang memberikan perlindungan kepada terdakwa atau tersangka terhadap upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum.[footnoteRef:11] [11:  Ibid., halaman 17.] 


	Ada perbedaan mendasar antara Habeas Corpus dengan lembaga praperadilan, yaitu:[footnoteRef:12] [12:  Ibid., halaman 18..] 


1. Pada praperadilan, hakim yang mengadili perkara praperadilan memeriksa   sebelum sidang biasa di pengadilan, sedangkan Habeas Corpus, hakim yang memeriksa adalah hakim di pengadilan dalam sidang biasa.

2. Dalam praperadilan, kewenangannya terbatas pada menguji keabsahan suatu penangkapan dan penahanan yang dilakukan sehubungan dengan upaya paksa dalam hukum acara pidana, sedangkan Habeas Corpus, lebih luas dalam arti permohonan dikeluarkannya surat perintah Habeas Corpus ditujuan kepada instansi manapun yang melakukan penangkapana dan penahanan.

	



	2. Pengertian Praperadilan

	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebelum dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Pasal 1 angka 10 KUHAP. Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur oleh Undang-Undang, tentang:

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.

c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.[footnoteRef:13] [13:  Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Edisi Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 182.] 


	Khusus dalam hal praperadilan yang dilakukan oleh penyidik terhadap penghentian penuntutan atau penuntut umum terhadap penghentian penyidikan hendaknya di pahami bukan untuk mencampuri urusan kewenangan masing-masing kelembagaan tetapi lebih di pahami sebagai kontrol mekanisme penegakkan hukum acara, peran serta masyarakat baik itu melalui LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) maupun secara individu juga mutlak di perlukan dalam pengawasan penegakkan hukum.

	Tata cara pengajuan praperadilan adalah sebagai berikut:[footnoteRef:14] [14: 	 S. Wulandari. 2015. “Kajian tentang Praperadilan dalam Hukum Pidana” dalam Jurnal Ilmiah UNTAG Vol. 4. No. 3, halaman 13.] 


a. Permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

b. Permohonan diregistetr dalam perkara praperadilan.

c. Ketua Pengadilan Negeri segera menunjuk hakim dan panitera.

d. Pemeriksaan dilakukan dengan hakim tunggal.

	Tata cara pemeriksaan praperadilan adalah sebagai berikut:[footnoteRef:15] [15: 	 Ibid.] 


a. Penetapan hari sidang 3 (tiga) hari sesudah di register.

b. Pada hari penetapan sidang sekaligus hakim menyampaikan panggilan.

c. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari putusan sudah harus dijatuhkan.

	Praperadilan diperkenalkan KUHAP dalam penegakkan hukum dan bukan sebagai lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Serta bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu perkara pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya:[footnoteRef:16] [16:  M. Yahya Harahap, Loc. Cit.] 


a. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada setiap Pengadilan Negeri, dimana praperadilan ini hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari dan dengan pengadilan yang bersangkutan.

b. Dengan demikian, praperadilan bukan berada di luar atau disamping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri.

c. Administrasi yustisial, teknis, peralatan dan finansialnya takluk dan bersatu dengan Pengadilan Negeri, dan berada dibawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.



		3. Perkembangan Praperadilan

	Dahulunya praperadilan bukan hal menarik ataupun sesuatu hal yang di abaikan oleh seluruh masyarakat karena hanya bergumul dalam masalah sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan permintaan ganti rugi atau rehabilitasi. Namun, ketika adanya putusan hakim yang mengabulkan permohonan seorang tersangka yaitu Budi Goenawan ketika dia ditetapkan menjadi tersangka. Maka ramai lah setiap kalangan yang menyorot tentang hal praperadilan ini dan memperdebatkannya karena dianggap telah menyimpang dari ketentuan undang-undang sebagaimana dipersyaratkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Akan tetapi dengan dikabulkannya pula uji materil ketentuan praperadilan dalam KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi, setiap orang tidak dapat memperdebatkan lagi, apakah sah atau tidaknya penetapan tersangka dapat menjadi objek praperadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 secara tegas telah memperluas bahwa sah atau tidaknya penetapan tersangka merupakan objek praperadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi sifatnya final ialah final and binding, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kita semua harus menerimanya bahwa objek praperadilan telah mengalami perluasan.[footnoteRef:17] [17:  Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa. 2017. Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 1.] 


	Dengan adanya perluasan objek tersebut praperadilan menjadi berkembang, sehingga setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka dapat mengajukan permohonan melalui praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka seseorang tersebut yang ditetapkan oleh penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan hakim pengadilan. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan hal yang tidak memenuhi syarat penetapan tersangka yaitu bukti-bukti yang cukup dan pemeriksaan calon tersangka. Namun, dalam permiksaan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka tidak hanya mepersyaratkan kecukupan alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka, akan tetapi mempersyaratkan pula sah atau tidaknya alat bukti tersebut terkait dengan cara memperolehnya dan relevannya dengan perkara yang sedang diproses.[footnoteRef:18] [18:  Ibid., halaman 2.] 


	Adapun tujuan dari praperadilan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, yaitu:[footnoteRef:19] [19: 	 Darwin, dahlan dan Suhaimi. 2019. “Analisis Yuridis Putusan Praperadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana” dalam Jurnal Mercatoria Vol. 12. No. 1, haLaman 71.] 


a. Perlindungan hak-hak asasi manusia, terutama mereka yang terlibat di dalam perkara pidana, khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan.

b. Alat kontrol terhadap penyidik atau penuntut umum terhadap penyalahgunaan wewenang oleh penyidik.

B. Penetapan Tersangka

	Penyidik dapat menjatuhkan dugaan terhadap seseorang sebagai tersangka, harus terlebih dahulu memperoleh atau mengumpulkan bukti permulaan yang cukup (probable cause). Tanpa berusaha mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, seseorang telah diperiksa dan ditahan dapat mengakibatkan terjadinya cara-cara kekerasan dan pemerasan pengakuan sampai-sampai sering mengalami cacat seumur hidup. Hal ini sering terjadi pada praktek hukum di masa lalu, penyidik sudah langsung menduga, menangkap dan menahan seseorang walaupun bukti permulaan yang cukup belum ada.[footnoteRef:20] [20:  M. Yahya Harahap, Op. Cit., halaman 125.] 


	Penetapan tersangka tanpa didahului penyelidikan, penyidikan dan tanpa pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada terlapor atau korban pelapor sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 130/PUU-XII/2015, mengakibatkan penetapan tersangka menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan melalui proses praperadilan.[footnoteRef:21] Sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka, proses yang terlebih dahulu wajib dilalui penyidik adalah penyelidikan dan penyidikan. Penetapan tersangka bukanlah rangkaian yang berdiri sendiri, melainkan hanyalah akhir dari proses pemeriksaan sebelumnya.[footnoteRef:22] Namun praperadilan tidak bisa menolak atau membatalkan penetapan status tersangka oleh penyidik, seandainya bukti permulaan yang cukup itu memenuhi syarat yang disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP.[footnoteRef:23] [21:  Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, Op.Cit., halaman 61.]  [22:  Ibid., halaman 59.]  [23:  Gomgoman Simbolon, dkk. 2016. “Analisis Hukum atas Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi dalam Kaitan dengan Wewenang Lembaga Praperadilan” Dalam USU Law Journal Vol. 4. No. 2., halaman 158.] 


	Berkaitan dengan penetapan tersangka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Perkap No. 12 Tahun 2009 menyatakan status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti. Kemudian pada ayat (2) dijelaskan pula bahwa untuk menentukan memperoleh alat bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui gelar perkara.

	Pasal 1 angka 14 KUHAP mensyaratkan adanya bukti permulaan sebelum menetapkan seorang sebagai tersangka. Namun KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan bukti permulaan, khususnya definisi bukti permulaan yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan tersangka. Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan hanya disinggung secara tanggung dan tidak menyelsaikan masalah oleh KUHAP dalam penjelasan pasal 17 KUHAP, yaitu “yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 1 angka 4”. Karena KUHAP tidak mendefinisikan lebih lanjut mengenai apa itu bukti permulaan yang cukup, khususnya yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, maka mengenai apa yang dimaksud bukti permulaan, harus dicari dari sumber lain.[footnoteRef:24] [24:  Kanggurumalas, “Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan, sebuah Progresivitas Hukum yang Dibutuhkan”, melalui www.kanggurumalas.com, diakses pada tanggal 28 November 2019 Pukul 20.10 WIB.] 


C. Tersangka

	Definisi tersangka diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap No. 14 Tahun 2012). Rumusan yang sama diatur pula dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, tersangka adalah seseorang yang karenga perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.[footnoteRef:25] [25:  Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, Op. Cit., halaman 53.] 


	Menurut J.C.T.Simorangkir, yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam tahap pemeriksaan terlebih dahulu untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan. Adapun menurut Darwin Prints pengertian tersangka adalah seseorang yang disangka, sebagai pelaku suatu delik pidana (dalam hal ini tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai seseorang yang bersalah atau tidak).[footnoteRef:26] Menurut Adnan Paslyadja, tersangka adalah orang yang karena perbuatan atau keadaaannya berdasarkan alat bukti minimal disangka melakukan tindak pidana kemudian dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. [26:  Ibid.] 


	Istilah tersangka merupakan terminologi dalam KUHAP yang dibedakan dengan terdakwa. Berbeda halnya dengan sistem hukum Belanda yang termaksud dalam wetboek van strafvordering, tidak membedakan tersangka dengan terdakwa (tidak lagi memakai dua istilah  beklaagde dan verdachte, tetapi hanya memakai satu istilah untuk kedua macam pengertian itu, yaitu istilah verdachte. Namun, dibedakan pengertian verdachte sesudah penuntutan dan sebelum penuntutan dan tersangka dalam KUHAP. Yang sama dengan istilah KUHAP yaitu istilah Inggris yang membedakan pengertian the suspect (sebelum penuntutan) dan the accused (sesudah penuntutan).[footnoteRef:27] [27:  Andi Hamzah, Op. Cit., halaman 6-7.] 


	Pengertian tersangka tersebut akan lebih tepat apabila mengacu pada ketentuan Pasal 27 ayat (1)Nederland Van Strafvordering (Ned.Sv). istilah dan pengertian tersangka dalam Ned.Sv ditafsirkan secara lebih luas dan lugas yaitu yang dipandang sebagai tersangka ialah orang karena fakta-fakta atau keadaan-keadaan menunjukkan ia patut diduga bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi, fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang menjurus kepada dugaan yang patut bahwa tersangkalah yang melakukan perbuatan itu.[footnoteRef:28] [28:  Lilik Mulyadi. 2012. Hukum Acara Pidana Normatif, teoritis, praktik dan permasalahannya. Bandung: Alumni, halaman 50.] 


	Maka dari itu, berdasarkan penjelasan di atas, tersangka maupun terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan keadaan dan bukti yang nyata atau fakta. Oleh karena itu, orang tersebut:

1. Harus diselidiki, disidik, dan diperika oleh penyidik.

2. Harus dituntut dan diperiksa di muka sidang pengadilan oleh penuntut umum dan hakim.

3. jika perlu terhadap tersangka atau terdakwa dapat dilakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan benda sesuai dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang.[footnoteRef:29] [29:  M. Yahya Harahap, Op. Cit., halaman 330.] 


	Dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap tersangka ada beberapa cara yang berlaku menurut KUHAP, adapun cara tersebut yaitu:

1. Sesuai dengan Pasal 52 dan 117 KUHAP bahwa jawaban atau keterangan diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun juga. Tersangka dalam memberikan keterangan harus “bebas” dan “kesadaran” murni. Tidak boleh dipaksa dengan cara apapun juga baik penekanan fisik dengan tindak kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan dari pihak penyidik ataupun pihak luar.

	Mengenai jaminan dan pelaksaan Pasal 52 dan 117 KUHAP tersebut, tidak ada sanksinya. Satu-satunya jaminan untuk tegaknya Pasal 52 dan 117 KUHAP ialah melalui praperadilan yang berupa pengajuan ganti rugi atas alasan pemeriksaan-pemeriksaan yang telah dilakukan tanpa didasari oleh Undang-Undang dan perlunya dihadirkan penasehat hukum dalam jalannya pemeriksaan agar dapat mengontrol dengan tepat untuk menghindari terjadinya ancaman dan penekanan.

2. penyidik harus mencatat dengan teliti dari semua keterangan tersangka, yaitu semua yang diterangkan tersangka tentang apa yang sebenarnya yang telah dilakukannya sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka dan juga sesuai dengan rangkaian kata-kata yang diucapkan oleh tersangka. Keterangan tersangka tersebut juga harus ditanyakan dan juga dimintakan persetujuan kepada tersangka tentang kebenaran dan isi berita acara tersebut. Apabila tersangka telah menyetujuinya, maka tersangka dan penyidik masing-masing memberikan tanda tangannya di dalam berita acara tersebut, sedangkan apabila tersangka tidak mau menanda tanganinya maka penyidik membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan tentang hal itu beserta alasan yang menjelaskan mengapa tersangka tidak mau menanda tanganinya.

3. Dalam Pasal 119 KUHAP menyebutkan, jika tersangka yang akan di periksa di luar lokasi daerah hukum penyidik, maka penyidik yang bersangkutan dapat membebankan kepada penyidik yang berwenang di  daerah tempat tinggal tersangka.

4. Jika tersangka tidak hadir menghadap penyidik, maka sesuai Pasal 113 KUHAP pemeriksaan dapat dilakukan di tempat kediaman tersangka dengan secara langsung datang ketempat kediaman tersangka untuk melakukan pemeriksaan. Hal ini dilakukan apabila tersangka tidak dapat hadir ke tempat pemeriksaan yang telah ditentukan oleh penyidik dengan alasan yang patut dan wajar. Alasan yang patut dan wajar disini yang dimaksud ialah harus ada pernyataan dari tersangka bahwa tersangka bersedia diperiksa di tempat kediamannya.

	Sehubungan dengan pemeriksaan tersangka, ada beberapa hak-hak tersangka yang terdapat dalam KUHAP. Hak-hak tersebut antara lain:

1. Hak tersangka untuk segera mendapatkan pemeriksaan (Pasal 50 dan Pasal 122 KUHAP).

2. Hak tersangka untuk diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya (Pasal 51 KUHAP).

3. Hak tersangka memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP).

4. Hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau tersangka wajib didampingi oleh penasehat hukum (Pasal 114 KUHAP).

5. Hak tersangka untuk ditanyakan apakah ia akan mengajukan saksi yang dapat menguntungkan baginya, apabila ada harus di catat dalam berita acara dan penyidik wajib memeriksa saksi tersebut (Pasal 116 ayat 3 dan ayat 4 KUHAP).

6. Hak tersangka untuk dimintakan keterangan tentang benda, apabila ada suatu benda yangakan di sita dari tersangka (Pasal 129 ayat 1 KUHAP).

7. Hak tersangka untuk tidak mendapatkan tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun dalam memberikan keterangan (Pasal 117 KUHAP).

Berdasarkan hak-hak tersangka yang telah diuraikan di atas, KUHAP mengatur secara ketat agar hak-hak tersangka agar tidak dilanggar oleh pejaabat yang berwenang dan memperlakukan tersangka yang bertentangan dengan Undang-Undang. Apabila dilanggar, hal ini dapat dikenakan sanksi pidana yang diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).[footnoteRef:30] [30:  KUHP dengan penjelasan R.soesilo, halaman 286.] 


Selain mempunyai hak-hak, tersangka juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan yang terdapat dalam KUHAP. Kewajiban-kewajiban tersangka yang terdapat dalam KUHAP antara lain:[footnoteRef:31] [31:  Bambang Waluyo. 2000. Pidana dan Pemidanaa. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 40-41.] 


1. Kewajiban tersangka untuk melapor diri pada waktu yang ditentukan dalam hal yang bersangkutan menjalani penahanan kota (Pasal 22 ayat 3 KUHAP).

2. Kewajiban tersangka untuk meminta izin keluar rumah atau keluar kota kepada penegak hukum yang memberi perintah penahanan, bagi tersangka yang menjalani penahanan kota (Pasal 22 ayat 2 dan 3 KUHAP).

3. Kewajiban tersangka mentaati syarat yang ditentukan bagi tersangka yang menjalani massa penangguhan, misalnya wajib lapor (Pasal 31 KUHAP).

4. Kewajiban tersangka menyimpan isi berita acara untuk pembelaannya (Pasal 72 KUHAP dan penjelasannya).

5. Kewajiban tersangka untuk menyebutkan alasan-alasan apabila mengajukan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan (Pasal 79 dan 81 KUHAP).

6. Kewajiban tersangka untuk menghadiri jadwal sidang yang telah ditetapkan (Pasal 154 ayat 4 KUHAP).

7. Kewajiban tersangka untuk membayar biaya perkara yang telah diputus pidana (Pasal 22 ayat 1).

D. Bukti Permulaan Yang Cukup

	KUHAP tidak menjelaskan menjelaskan lebih lanjut tentang definisi “bukti permulaan”, namun KUHAP secara jelas mengatur tentang alat bukti yang sah di dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. M. Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup” menjelaskan bahwa bukti permulaan yang cukup berfungsi sebagai prasyarat dan penetapan tersangka. Bukti permulaan yang cukup terdiri atas:[footnoteRef:32] [32:  Kanggurumalas, Loc. Cit.] 


1. Keterangan (dalam proses penyelidikan).

2. keterangan saksi (dalam proses penyidikan).		

3. keterangan ahli (dalam proses penyidikan).

4. barang bukti (dalam proses penyelidikan dan penyidikan).

	Fungsi bukti permulaan yang cukup dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) kategori, yaitu merupakan prasyarat untuk:[footnoteRef:33] [33:  Chandra M. Hamzah. 2014. Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Bukti Permulaan Yang Cukup. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, halaman 6.] 


1. Melakukan penyidikan. Adapun fungsi bukti permulaan yang cukup ialah untuk menduga adanya suatu tindak pidana dan selanjutnya dapat dilakukan dengan melakukan penyidikan.

2. Menetapkan status tersangkap terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Adapun fungsi bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan bahwa tindak pidana tersebut diduga dilakukan oleh seseorang.

	Suatu nilai bukti yang telah mampu untuk menduga untuk menduga seseorang sebagai tersangka, memilikki makna bukti permulaan yang disebut pada Pasal 1 angka 14 KUHAP dan dihubungkan dengan penjelasan Pasal 17 KUHAP. Berarti bukti bukti yang telah ditemui dan dimilikki penyidik, telah bersesuaian dengan keadaan yang ditemui pada seseorang.[footnoteRef:34] Prasyarat bukti permulaan yang cukup untuk melakukan beberapa kewenangan, antara lain: [34:  M. Yahya Harahap. 2013. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika, halaman 126.] 


1. Penangkapan, yaitu suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka.

2. Membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa.

3. Menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut.

4. Pemblokiran, yaitu tindakan untuk mencegah pengubahan bentuk, penempatan, pembagian, perpindahan atau pergerakan dalam jangka waktu tertentu.

5. Penyitaan, yaitu merupakan suatu tindakan untuk mengambil alih atau  menguasai suatu benda bergerak mapun tidak bergerak untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.[footnoteRef:35] [35:  Chandra M. Hamzah, Op. Cit, halaman 6-7.] 


E. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

	Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, makna dalam perbuatan ini yaitu selain perbuatan yang bersfiat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).[footnoteRef:36] [36:  Teguh Prasetyo. 2014. Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 50.] 


		Tindak pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang rumusannya di dalam bahasaBelanda yaitu “hij die opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven berooft, wordt, Alias schuldig aan moord, gestraft met de doodstraft of levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jareng”, yang artinya “barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan suatu pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.[footnoteRef:37] [37:  P.A.F, Lamintang dan Theo Lamintang. 2012. Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 51.] 


	Pembunuhan berencana terdiri dalam pembunuhan dalam arti pasal 338 KUHP ditambah dengan adanya unsur direncanakan terlebih dulu. Lebih berat ancaman pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam pasal 338 KUHP maupun Pasal 339 KUHP, diletakkan pada adanya unsur dengan direncanakan lebih dulu itu.[footnoteRef:38] [38:  Adami Chazawi. 2013. Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 81.] 


	Berdasarkan uraian Pasal 340 KUHP di atas, tindak pidana pembunuhan berencana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur subjektif, yaitu unsur dengan sengaja dan direncanakan lebih dulu (opzettelijk voorbedachten).

2. Unsur objektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain (beroven leven een ander).

	Akan tetapi , tidak berarti bahwa dalam hal adanya kenyataan antara waktu penyusunan suatu rencana dengan waktu pelaksanaanya selalu terdapat voorbedachter raad (direncanakan lebih dulu). Hal tersebut terjadi karena dalam jangka waktu yang dimaksud mungkin saja pelakunya tidak mempunyai sama sekali kesempatan untuk mempertimbangkan secara tenang mengenai apa yang telah ia rencanakan.[footnoteRef:39] Simon berpendapat, makna kata voorbedachter raad yaitu orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dulu, jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah melakukan keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang dan juga telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan atau akibat-akibat dari tindakannya.[footnoteRef:40] [39:  P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. Op. Cit., halaman 53.]  [40:  Ibid., halaman 51.] 


	Jadi, berdasarkan uraian di atas. Pada dasarnya tindak pidana pembunuhan berencana mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;

2. Adanya ketersediaan waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;

3. Pelaksanaan kehendak atau perbuatan dalam keadaan tenang.[footnoteRef:41] [41:  Adami Chazawi, Op. Cit., halaman 82.] 


	Waktu yang cukup adalah relatif, tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat tidak mempunyai kesempatan untuk berfikir tapi juga tidak terlalu lama. Memutuskan kehendak atau perbuatan dalam keadaan tenang adalah pada saat memutuskan kehendak atau perbuatan untuk membunuh itu dilakukan dalam keadaan tenang, tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi.[footnoteRef:42] [42:  Ibid., halaman 82-83.] 










































BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

	1. Waktu Penelitian

	Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Desember 2019 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outline.
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	2. Tempat Penelitian

	Tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan jalan Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.

B. Metodologi Penelitian

	1. Jenis Penelitian

	Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat juga berupa pendapat para sarjana. Penelitian Hukum Normatif ini mempunyai sumber hukum sebagai berikut:

a. Sumber hukum primer, yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Undang-Undang (UU), dan lainnya.

b. Sumber hukum sekunder, yaitu bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer. Contohnya adalah Karya ilmiah dari para sarjana, hasil penelitian, dan lainnya.

c. Sumber hukum tersier, yaitu bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah majalah, media massa, internet, dan lainnya.[footnoteRef:43] [43:  http://idtesis.com, diakses pada tanggal 6 Desember 2019 Pukul 21.30 WIB.] 


		



		2. Sifat Penelitian

	Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis dari studi kasus pada Pengadilan Negeri Medan jalan Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara. Deskriptif analisis merupakan penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpasuatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

	Penelitian deksriptif ini dimaksudkan untuk menggambarkan data yang seteliti mungkin tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka dari studi kasus putusan tersebut, sehingga dari data tersebut dapat dipergunakan untuk menganalisis identifikasi masalah yand dipaparkan oleh penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

	Pada skripsi ini penulis menggunakan beberapa pengumpulan data yaitu:

a. Studi Kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan bacaann, dengan cara membaca buku-buku, undang-undang, jurnal dan pendapat dari para ahli hukum pidana yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

b. Studi Lapangan (Field Research), yaitu dengan melakukan penelitian melalui wawancara secara langsung di Pengadilan Negeri Medan jalan Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.





		4. Analisis Data

	Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam penulisan skripsi. Analisis data ini dilakukan secara kualitatif yaitu dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan, serta wawancara dan membuat sistematika dari data-data tersebut akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.

























BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hakim Praperadilan Mengabulkan Permohonan Tentang Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka

	Secara garis besar pada Putusan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn sebagai berikut:

a. Tentang praperadilan, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 telah memperluas ranah praperadilan yang meliputi tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka. Alasan pemohon dalam permohonannya untuk mengajukan praperadilan tentang penetapan tersangka. Untuk itu alasan pemohon menjadi ruang lingkup atau bagian dari materi praperadilan menurut undang-undang.

b. Hakim akan mempertimbangkan dan menguji alat bukti apa saja yang sudah dimilikki oleh Termohon I dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Praperadilan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn.

c. Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup dalam tahapan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

d. Keterangan yang dinyatakan oleh Ahli dari Termohon I tidak dapat digunakan sebagai salah satu bukti yang sah untuk menjadikan pemohon sebagai tersangka.

e. Keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon I tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai seorang saksi sehingga pengadilan berpendapat bahwa saksi tersebut tidak dapat dikualifikasikan menjadi suatu alat bukti.

f. Menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaannya, yang karena kesesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri. Menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya beradasarkan Pasal 188 ayat (2) KUHAP, yaitu petunjuk tersebut dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

g. Termohon I belum mempunyai bukti yang cukup untuk melakukan penetapan tersangka terhadap pemohon terkait dengan meninggalnya Almarhum Indra Gunawan Alias Kuna. Dengan demikian pengadilan berpendapat bahwa tuntutan pemohon yang menyatakan bahwa penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan oleh termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Sehingga dikarenakan tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat harusla dikabulkan.

	Berdasarkan garis besar yang telah diuraikan di atas, adapun amar putusan tersebut sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon sebagian.

2. Menyatakan penetapan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/190/I/2017/Reskrim tanggal 18 Januari 2017 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Sidik/199/I/2017Reskrim tanggal 21 Januari 2017, Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/192/III/2017Reskrim tanggal 14 Maret 2017 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/115/III/2017/Reskrim tanggal 15 Maret 2017 tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya penetapan penangkapan dan penahanan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat.

3. Menyatakan penetapan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/190/I/2017/Reskrim tanggal 18 Januari 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/199/I/2017/Reskrim tanggal 21 Januari 2017, Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/192/III/2017/Reskrim tanggal 14 Maret 2017 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/115/III/2017/Reskrim tanggal 15 Maret 2017 adalah batal atau tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penetapan penangkapan dan penahanan a quo tidak memempunyai kekuatan mengikat.

4. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT- 527/RT. 3/EP. 1/OHARDA/06/2017 tanggal 7 Juni 2017 termasuk penahanan lanjutan adalah batal atau tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penahanan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat.

5. Memerintahkan Termohon II untuk segera mengeluarkan pemohon dari Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan.

6. Memerintahkan Termohon I untuk merehabilitasi nama baik pemohon.

7. Menolak permohonan praperadilan pemohon untuk selebihnya.

8. Membebankan biaya perkara kepada para termohon secara tanggungrenteng sebesar nihil.[footnoteRef:44] [44:  Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn, halaman 116.] 


	Dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP, hakim harus melakukan pemeriksaan serta menjatuhkan putusan praperadilan selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari dalam bentuk putusan berdasarkan asas peradilan yang cepat dan sederhana. Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) KUHAP, meskipun tidak dijelaskan secara rinci mengenai alasan mengapa praperadilan, namun pada prinsipnya hal ini merupakan upaya agar dapat dipenuhinya proses pemeriksaan yang cepat setelah dikabulkannya permohonan.

	Untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparsial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun terutama dalam mengambil suatu keputusan. Karena tugas hakim pada dasarnya adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum dari pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara.[footnoteRef:45] [45:  Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan.] 


	Hakim adalah ahli hukum yang terpilih untuk mewakili dirinya dan di bawah kendali administrasi serta segala pembinaannya oleh Mahkamah Agung. Hakim juga berfungsi untuk mengisi dan memperbaiki Undang-Undang, yang dibuat untuk kurun waktu tertentu dan diuji oleh zamannya. Hakim juga melihat pada ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis, untuk dapat mendapatkan makna hukum dan keadilan yang berdiri tegak di atas kepastian hukum.[footnoteRef:46] [46:  Syaiful Bakhri. 2012. Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan. Depok: Gramata Publishing, halaman 4-5.] 


	Praperadilan berwenang untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (penyidik maupun penuntut umum) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 80 KUHAP yang digunakan sebagai upaya koreksi terhadap  penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-sewenang dengan maksud atau tujuan lain diluar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, agar dapat menjamin perlindung terhadap hak asasi setiap orang.[footnoteRef:47] [47:  Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan.] 


	Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 ketentuan a quo diperluas dengan pemeriksaan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Yang sebelumnya diberikan wewenang untuk memeriksa dan memutus suatu keputusan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan atas permintaan tersangka atau keluarga atau pihak lain atau kuasa tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan demi tegaknya hukum dan keadilan, dan juga tentang ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka.[footnoteRef:48] [48:  Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan.] 


	Dalam Putusan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn hakim praperadilan  menerangkan syarat menetapkan seseorang sebagai tersangka berdasarkan dasar hukumnya. Syarat dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka hakim praperadilan telah menguraikan pendapatnya bahwa dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP disebutkan yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP. Pasal 1 angka 14 KUHAP menjelaskan mengenai definisi tersangka sebagai seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

	Berkaitan dengan hal tersebut, mengenai alat bukti yang sah, antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Maka dari itu, untuk menentukan atau menetapkan seseorang sebagai tersangka harus sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah pula sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam hal ini, bukti permulaan yang cukup benar-benar menunjukkan bahwa tersangka diduga telah melakukan tindak pidana dan dalam tahapan putusan tersebut telah meyakinkan bahwa telah bersalah melakukan tindak pidana.[footnoteRef:49] [49:  Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn, halaman 107-108.] 


	Penilaian dalam pengujian penetapan tersangka terdapat 2 (dua) hal yang nantinya akan ditentukan, yaitu:[footnoteRef:50] [50:  Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, Op. Cit., halaman 62-66] 


1. Untuk menentukan apakah alat bukti yang menjadikan seseorang sebagai tersangka diperoleh secara sah atau tidak. Sebab dalam hukum pembuktian ada yang disebut teori bewijsvoering yaitu penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan.  Namun, teori ini semata-mata menitikberatkan pada hal-hal yang bersifat formalitas sehingga konsekuensinya sering mengenyampingkan kebenaran fakta yang ada. Maka dari itu, sering terjadi seorang tersangka dibebaskan oleh pengadilan dalam pemeriksaaan praperadilan dikarenakan bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah atau disebut dengan istilah unlawful legal evidence.

2. Untuk menentukan apakah alat bukti yang dipakai penyidik memilikki hubungan kuat dengan peristiwa hukum yang sedang diproses. Sebab penyidik membutuhkan ketelitian dalam melakukan pemeriksaan, seperti penilaian terhadap alat bukti keterangan saksi, penyidik harus dapat memastikan keterangan saksi tersebut ada atau tidak hubungannya dengan perkara yang sedang diproses. Jika tidak ada,  maka keterangan saksi tersebut tidak memilikki kekuatan nilai pebuktian begitu juga dengan alat bukti lainnya.

	Pada hakikatnya hakim praperadilan memilikki wewenang terbatas pada examinating judge dan walaupun begitu tidak terhadap wewenang pengujian seluruh upaya paksa yang dilaksanakan oleh penyidik, khususnya tidak melakukan pengujian terhadap alat bukti yang dihubungkan dengan sangkaan atas unsur-unsur delik. Berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2016 dalam Pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa pemeriksaan praperadilan terhadap pemohon tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil (administrasi) dan tidak memasuki materi perkara. Kewenangan examinating  diartikan bahwa pengujiannya secara formal administratif dan sama sekali tidak dalam pemahaman kewenangan pengujian tentang sah  atau tidaknya suatu sangkaan dari unsur-unsur delik yang dapat menjadikan kewenangan hakim untuk melakukan pemeriksaan atau penyidikan terhadap perkara pokoknya.[footnoteRef:51] [51:  Indriyanto Seno Adji. 2015. Praperadilan dan KUHAP (Catatan Mendatang). Jakarta: Diadit Media, halaman 5.] 


	Namun, pendapat yang dikemukakan Amir Ilyas berbeda. Ia menyatakan bawah setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memasukkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, yang juga memeriksa pokok perkara terkait sah atau tidaknya alat bukti. Praperadilan tidak hanya memeriksa persoalan formil (administrasi) saja, akan tetapi juga sudah masuk pada wilayah pokok perkara.[footnoteRef:52] [52:  Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, Op. Cit., halaman 66.] 


	Dalam pengujian suatu syarat melakukan upaya paksa, tidak cukup dilihat pada syarat formil (administrasi) saja. Akan tetapi yang utama adalah dasar dari dilakukannya upaya paksa tersebut dalam arti syarat materil. Maka, hakim yang berfungsi sebagai examinating judge, masih perlu dipertimbangkan apakah hanya memang menguji sah atau tidaknya upaya paksa berdasarkan syarat-syarat formil (administrasi) yang didukung oleh adanya bukti permulaan yang cukup.[footnoteRef:53] [53:  Ayub, Op. Cit., halaman 54.] 


	Mengingat keberadaan lembaga praperadilan sebagai lembaga yang mengontrol dan mengawasi secara horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (penyelidik, penyidik dan penuntut umum), maka hakim praperadilan perlu menguji dan mempertimbangkan apakah penyidik sudah mempergunakan wewenangnya secara benar dalam penetapan tersangka sebagaimana yang dimaksud dalam KUHAP.[footnoteRef:54] [54:  Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan.] 


	Sebelum menetapkan pemohon sebagai tersangka, termohon telah memeriksa 11 (sebelas) orang saksi dan termohon telah mengajukan bukti-bukti tersebut. Hakim praperadilan menjelaskan bahwa termohon telah menemukan 2 (dua) alat bukti minimal atas dasar bukti-bukti yang diajukan yang sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi dan surat untuk kemudian untuk dapat melakukan penetapan status tersangka kepada pemohon yang dilakukan oleh termohon.[footnoteRef:55] [55:  Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan.] 


	Alat bukti yang dimilikki termohon selaku penyidik yaitu adanya keterangan saksi berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP yang diperoleh dari keterangan saksi antara yang satu dengan yang lainnya yang memilikki hubungan sehingga memilikki nilai pembuktian terkait peristiwa tindak pidana pembunuhan tersebut, bukti surat yang diperoleh dari hasil VER Nomor: 05/1/KK/VER2017 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat(1) huruf c KUHAP yang membuktikan tentang penyebab kematian korban Indra Gunawan Alias Kuna, dan bukti permulaan selanjutnya yaitu bukti petunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP yang apabila dihubungkan dengan proses penyidikan terkait tindak pidana pembunuhan terhadap korban Indra Gunawan Alias Kuna ditemukan kesesuaian antara keterangan saksi dan surat tersebut sebagai alat bukti dan salah satu dianggap sebagai pelaku adalah S. Siwajiraja (pemohon). Kemudian termohon menerangkan bahwa termohon telah melakukan gelar perkara sebelumnya kepada S. Siwajiraja (pemohon) untuk menentukan status pemohon.[footnoteRef:56] [56:  Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan.] 


	Setelah membaca dan mencermati keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa oleh termohon yaitu saksi JP. Lumban Gaol dan Naranjan Singh Alias Cin, hakim praperadilan tidak menemukan hubungan kejadian penembakan terhadap Indra Gunawan Alias Kuna. Begitu juga dengan keterangan saksi Kawida dan saksi Manmit Alias Suna tidak ada yang menerangkan bahwa penembakan terhadap korban ada kaitannya dengan pemohon. Serta keterangan saksi Johendral Alias Zen, saksi Zerfri Nadapdap dan saksi Beni Ardinal tidak mengetahui dan tidak melihat siapa yang melakukan penembakan terhadap korban Indra Gunawan Alias Kuna karena keterangan para saksi-saksi ini keterangan yang mendengarkan dari orang lain (saksi de audito), maka terhadap keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dihubungkan dan dianggap tidak sah.[footnoteRef:57] [57:  Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan.] 


	Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 ayat (1) keterangan saksi yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian harus sesuai aturan tersebut. Maka dapat disimpulkan, setiap keterangan saksi di luar apa yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dialami sendiri menegenai suatu tindak pidana yang terjadi tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti karena tidak memilikki kekuatan nilai pembuktian. Karena keterangan yang diberikan diluar ketentuan Pasal 185 ayat (1) seperti keterangan yang mendengar dari orang lain merupakan keterangan yang diulang dari apa yang didengarnya dari orang lain sehingga tidak dapat dianggap sebagai bukti.[footnoteRef:58] [58:  Syaiful Bakhri, Op. Cit., halaman 59-60.] 


	Menurut hakim praperadilan bukti surat yang diajukan oleh termohon untuk menetapkan status tersangka terhadap pemohon tidak dapat ditemukan hubungan surat tersebut dengan penetapan pemohon sebagai tersangka atas kejadian penembakan terhadap korban Indra Gunawan Alias Kuna. Jenis surat yang dapat diterima harus dibuat atas sumpah jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP. Jenis surat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat keterangan tentang kejadian yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri dan disertai dengan alasan yang jelas.

2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau pejabat berwenang mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya yang diperuntukkan untuk pembuktian suatu hal.

3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal yang diminta secara resmi kepadanya.

4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat bukti yang lain.[footnoteRef:59] [59:  Eddy O.S Hiariej. 2012. Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga, halaman 107-109.] 


	Berdasarkan uraian di atas, bukti surat yang diajukan oleh termohon merupakan surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal yang diminta secara resmi kepadanya. Namun, Untuk menilai kekuatan pembuktian dari bukti tersebut adalah berdasarkan pertimbangan hakim. berdasarkan Pasal 188 ayat (2) KUHAP, petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, suat, dan keterangan terdakwa. Tetapi, bukti petunjuk pun tidak dapat ditemukan dalam penentuan status pemohon sebagai tersangka. Maka, berdasarkan pertimbangan di atas, bukti surat tidak ada yang menyatakan pemohon terlibat sebagai orang yang menyuruh Rawindra Alias Rawi untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Indra Gunawan Alias Kuna dengan imbalan sejumlah uang.

	Untuk itu termohon belum mempunyai bukti yang cukup untuk melakukan penetapan tersangka terkait penembakan (pembunuhan berencana) terhadap Korban Indra Gunawan Alias Kuna. Maka hakim praperadilan menyatakan pada putusan sebelumnya dalam pertimbangannya tidak perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti lain yang diajukan oleh termohon.[footnoteRef:60] [60:  Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan.] 


	Atas dasar pertimbangan hakim bahwa penetapan tersangka kepada pemohon dalam perkara a quo dinyatakan belum mempunyai bukti permulaan yang cukup sehingga dalam putusan sebelumnya hakim praperadilan memerintahkan termohon untuk mengeluarkan pemohon dari Ruang Tahanan Polrestabes Medan. Kemudian karena telah dilakukannya penangkapan dan penahan juga terhadap pemohon. Hakim praperadilan mengabulkan petitum pemohon yang menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 97.

	Akan tetapi, setelah pemohon dibebaskan oleh termohon berdasarkan putusan hakim sebelumnya, beberapa saat kemudian termohon kembali melakukan penangkapan terhadap pemohon. Sehingga dapat dinilai adanya perbuatan yang sewenang-wenang yang dilakukan termohon (penyidik) kepada S. Siwajiraja (pemohon). Termohon menjelaskan bahwa bukti temohon sudah didasarkan pada ketentuan Pasal 184 KUHAP yang memaknai minimal 2 (dua) alat bukti tanpa mengajukan bukti yang baru.[footnoteRef:61] Bukti yang sudah diperoleh termohon (penyidik) sesuai penjelasannya antara lain sebagai berikut:[footnoteRef:62] [61:  Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn, halaman 9.]  [62:  Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn, halaman 27.] 


1. Keterangan saksi Johendral Alias Zen yang diperiksa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 pukul 16.00 Wib, saksi Chandra Alias Ayen yang diperiksa pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2017 pukul 18.00 Wib, saksi Muhammad Wahyudi yang diperiksa pada hari Senin tanggal 13 Maret pukul 22.00 Wib, saksi Ariealen Alias Alen yang diperiksa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekitar pukul 09.00 Wib.

2. Keterangan Ahli Paryadi sebagai ahli Analisis Pola Komunikasi Seluler dari Bareskrim Polri yang diperiksa pada tanggal 10 Maret 2017 pukul 09.00 Wib.

3. Bukti surat Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti pada tanggal 20 Januari 2017.

4. Bukti petunjuk yang menghubungkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan ahli.

	Hakim praperadilan kembali mempertimbangkan atas dasar bukti-bukti yang dijadikan oleh termohon I untuk menetapkan pemohon sebagai status tersangka. Ahli Hasbullah menyatakan bahwa dalam putusan praperadilan mengenai  penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan apabila tidak sah dan tidak berdasarkan hukum kepada seseorang maka semua berkas-berkas termasuk turunannya seperti surat perintah penyidikan dan lainnya juga tidak sah berdasarkan hukum. Hal ini juga juga memilikki satu pendapat dengan hakim praperadilan.[footnoteRef:63] [63:  Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan.] 


	Apriyanto Nusa menjelaskan, sekalipun tersangka sudah berulangkali memenangi proses sidang praperadilan, pasti penyidik tetap akan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka disaat yang bersamaan juga. Maka dari itu, untuk mengakhiri ketidakpastian hukum ini pembentuk Undang-Undang harus memberikan pembatasan, misalnya dengan menerapkan asas nebis in idem dalam setiap putusan praperadilan.[footnoteRef:64] [64:  Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, Op. Cit., halaman 116-117.] 


	Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka bukan berarti menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan kembali menjadi tersangka apabila telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang baru yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2016. Kemudian,  putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menjelaskan perlindungan terhadap hak tersangka tidak berarti tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan adanya dugaan tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.[footnoteRef:65] [65:  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, halaman 106.] 


	Keterangan saksi dapat dianggap sah apabila keterangan yang diberikan memnuhi syarat formil, maksudnya saksi memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianut sesuai dengan Pasal 160 ayat (3) KUHAP. Jika keterangan saksi tanpa sumpah walaupun sudah memilikki kesesuaian antar yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah.[footnoteRef:66] [66:  Lilik Mulyadi, Op. Cit., halaman 173.] 


	Keterangan saksi juga tidak dapat dianggap sah apabila tidak memenuhi syarat materil. Maksudnya, keterangan saksi dalam syarat materil yaitu keterangan yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri oleh saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 27 jo. Pasal 85 ayat (1) KUHAP dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.[footnoteRef:67] [67:  Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, Op. Cit., halaman 236.] 


	M. Yahya Harap menjelaskan, untuk keterangan saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memilikki kekuatan nilai pembuktian harus dipenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji.

2. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan.

3. Keterangan saksi harus sesuai dengan apa yang dimaksud dalam pasal 1 angka 27 KUHAP.

4. Keterangan satu orang saksi saja dianggap tidak cukup.

5. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri.[footnoteRef:68] [68:  M. Yahya Harahap, Op. Cit., halaman 286-289.] 


	Berhubung keakuratan dari keterangan seorang saksi sangat penting, maka saksi tersebut harus memenuhi syarat kecapakan yang artinya kecakapan dalam berfikir. Maka dari itu, saksi yang tidak memenuhi syarat kecakapan dan tidak dapat didengar adalah sebagai berikut:

1. Orang yang belum dewasa.

2. Orang yang sedang mabuk akibat pengaruh minuman keras, narkotika, dan lain-lain

3. Orang yang tidak waras pikirannya atau keterbelakangan mental.

4. Orang yang berperilaku jelek seperti sering mencuri, membunuh, dan lainnya.[footnoteRef:69] [69:  Munir Fuady. 2012. Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 129.] 


	Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memilikki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara yang berguna untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP.[footnoteRef:70] Apabila keterangan ahli berbeda dalam suatu perkara maka nilai kekuatan keterangan ahli tergantung pada penilaian hakim karena hakim bebas menilai dan tidak terikat pada keterangan ahli, sebab tidak ada melekat kekuatan nilai pembuktian yang sempurna dan menentukan dalam diri para ahli.[footnoteRef:71] Untuk bukti berupa surat yang didapat dari Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti tidak dipertimbangkan oleh hakim dan dikesampingkan karena bukti tersebut tidak ada dasarnya. [70:  Lilik Mulyadi, Op. Cit., halaman 183.]  [71:  M. Yahya Harahap, Op. Cit., halaman 304.] 


	Petunjuk didefinisikan sebagai perbuatan dan kejadian yang memilikki kesesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu yang menandakan memang benar telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP. Akan tetapi, petunjuk diperlukan apabila alat bukti lain belum memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti.[footnoteRef:72] Syarat-syarat petunjuk sebagai alat bukti harus memilikki kesesuaian antara yang satu dengan lainnya terhadap perbuatan yang telah terjadi dan atau memilikki hubungan dengan perbuatan yang terjadi dan berdasarkan pengamatan hakim yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan sebagainya sesuai dengan Pasal 188 ayat (2) KUHAP.[footnoteRef:73] [72:  Lilik Mulyadi, Op. Cit., halaman 188.]  [73:  Eddy O.S. Hiariej, Op. Cit., halaman 109-110.] 


	Keterangan tersangka atau terdakwa dalam permohonan praperadilan dapat dimaknai dengan keterangan yang diberikan di luar persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2). Keterangan tersebut harus didukung oleh alat bukti lainnya yang sah.

	Berdasarkan uraian-uraian di atas, dimulai dari bukti keterangan saksi dianggap oleh hakim praperadilan dianggap tidak sah karena keterangan saksi tersebut merupakan keterangan yang didengar dari orang lain dan bukan keterangan yang didengar, di lihat, dan dialami sendiri oleh saksi. Begitu juga dengan bukti keterangan ahli yang tidak mengikat keputusan hakim untuk mempertimbangkan dalam putusan praperadilan tersebut dalam memberi penilaian. Serta bukti petunjuk yang diperlukan apabila bukti lainnya tidak mencukupi minmal 2 (dua) alat bukti yang tidak memilikki hubungan dalam kejadian tersebut dan berupa bukti surat yang tidak ada dasarnya. Maka hakim berpendapat bahwa termohon belum mempunyai bukti yang cukup untuk melakukan penetapan tersangka kepada pemohon dan memerintahkan termohon untuk melakukan perbuatan sebagai berikut akibat tidak terpenuhinya syarat bukti permulaan yang cukup dari termohon:

1. Memerintahkan Termohon II harus mengeluarkan pemohon dari Ruang Tahanan Polrestabes Medan, sesuai dengan Pasal 82 ayat (3) huruf a.

2. Memerintahkan Termohon I untuk merehabilitasi nama baik pemohon sesuai dengan Pasal 82 ayat (3) huruf b. Pemohon memilikki hak untuk menuntut ganti kerugian akan tetapi pemohon tidak mencantumkannya dalam petitum sehingga hakim praperadilan tidak mempertimbangkannya.

	Hakim Praperadilan mengabulkan permohonan pemohon sebagian. Permohonan pemohon yang tidak dikabulkan pemohon yaitu permohonan yang menyatakan tidak sah untuk segala keputusan Termohon I dan Termohon II yang dikeluarkan oleh termohon I untuk melakukan penetapan kembali status tersangka kepada pemohon. Karena tidak menutup kemungkinan Termohon dapat menemukan bukti permulaan yang cukup yang baru untuk menetapkan status tersangka kembali kepada pemohon.

B. Akibat Hukum Yang Dijatuhkan Oleh Putusan Praperadilan Terhadap Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka

	Dalam Pasal 82 ayat (3) KUHAP terdapat 3 (tiga) macam pelaksanaan putusan praperadilan. Akan tetapi, putusan hakim dapat dijalankan jika putusan tersebut telah memilikki kekuatan hukum tetap dan putusan tersebut telah mengabulkan permohonan pemohon baik seluruh maupun sebagian.[footnoteRef:74] [74:  Lolita Gamelia Kimbal. 2014. “tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Akibat Praperadilan Yang Diterima” Dalam Lex Et Societatis Vol. II. No. 6, halaman 65.] 


	Garis besar isi putusan praperadilan diatur dalam Pasal 82 ayat (3), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 KUHAP harus memuat dasar alasannya sesuai aturan Pasal 82 ayat (3). Selain putusan harus memuat dasar alasan, juga harus memuat amar karena alasan permintaan menjadi dasar dari isi putusan praperadilan tersebut. Apabila alasan permintaan tidak sejalan dengan amar dapat disimpulkan telah keluar dari jalur Undang-Undang.[footnoteRef:75] [75:  R. Soeparmono. 2015. Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP (Edisi Kedua). Bandung: Mandar Maju, halaman 37.] 


	1. Melakukan Pembayaran Sejumlah Uang (Ganti Kerugian)

	Tersangka atau terdakwa dapat menuntut pihak kepolisian (penyidik) dan kejaksaan (penuntut umum) sebagai akibat dari kealpaannya apabila alasan pemohon berupa permintaan pemeriksaan tentang ganti kerugian dikabulkan oleh hakim praperadilan. Ganti kerugian yang dapat dituntut diatur dalam Pasal 95 KUHAP. Akan tetapi agar tidak membingungkan Pasal 95 KUHAP perlu dihubungkan dengan Pasal 1 angka 22 KUHAP.[footnoteRef:76] [76:  Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan.] 


	Hal-hal yang dapat digunakan sebagai dasar alasan mengajukan permohonan ganti kerugian adalah sebagai berikut:

a. Karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.

b. Tindakan upaya yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang (penyidik dan penuntut umum) tidak sah menurut hukum.

c. Akibat dari sahnya penghentian penyidikan dan sah nya penghentian penuntutan.[footnoteRef:77] [77:  Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, Op. Cit., halaman 43-44.] 


	Dalam memutus gugatan ganti kerugian, pengadilan harus mempertimbangkan tentang:

a. Kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut.

b. kebenaran dasar gugatannya.

c. Hukuman pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.[footnoteRef:78] [78:  R. Soeparmono, Op. Cit., halaman 68.] 


	Adapun syarat-syarat tentang ganti kerugian adalah sebagai berikut:

a. Harus berupa kerugian kerugian yang dialami oleh orang lain termasuk korban sebagai akibat dari tindakan kealpaan.

b. Jumlah besar ganti kerugiannya terbatas sejumlah kerugian materil yang diderita.

c. Sasaran subjeknya adalah pihak-pihak terdakwa atau termohon.

d. Perkara nya telah menimbulkan kerugian.

e. Gugatan ganti kerugian harus sebagai akibat dari kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa atau termohon.[footnoteRef:79] [79:  Ibid., halaman 83-84.] 


	Dengan demikian, maksud pembuat Undang-Undang sengaja membatasi hanya terhadap ganti kerugian materil, didasarkan pada alasan:

a. Kerugian materil merupakan kerugian yang secara nyata dan mudah pembuktiannya.

b. Proses gugatan ganti kerugian harus berjalan cepat, tidak memakan waktu yang lama dan sesegera mungkin dapat dilaksanakan mengingat adanya prinsip peradilan yang cepat dan sederhana.[footnoteRef:80] [80:  Ibid., halaman 89.] 


	Ridwan Eko Prasetyo menjelaskan mengenai macam-macam ganti kerugian adalah sebagai berikut:

a. Ganti kerugian karena penangkapan dan penahan yang tidak sah.

b. Ganti kerugian karena dihentikan penyidikan dan penuntutan

c. Ganti kerugian karena tindakan-tindakan lain tanpa dasar Undang-Undang.

d. Ganti kerugian akibat perbuatan tindak pidana.[footnoteRef:81] [81:  Ridwan Eko Prasetyo. 2015. Hukum Acara Pidana. Bandung: Pustaka Setia, halaman 87.] 


	Dalam KUHAP cukup banyak permasalahan mengenai ganti kerugian, salah satunya adalah siapa atau instansi yang menanggung beban ganti kerugian karena dalam KUHAP tidak diatur. Jika yang menanggung beban ganti kerugian yaitu instansi masing-masing maka anggarannya tidak akan tersentralisir dan mengundang penyalahgunaan putusan ganti rugi. Yang ada hanya menambah tugas departemen keuangan karena dinilai tidak praktis dan tidak efisien.[footnoteRef:82] [82:  Djoko Prakoso. 1988. Masalah Ganti Rugi dalam KUHAP. Jakarta: Bina Aksara, halaman 116.] 


	Putusan praperadilan yang menetapkan tersangka diberikan ganti kerugian maka tersangka selaku pemohon berhak untuk mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang dimaksud dalam putusan praperadilan tersbut sesuai Pasal 83 ayat (3) huruf c KUHAP. Yang memberikan sejumlah uang tersebut adalah negara, lebih tepatnya yaitu Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, karena tindakan yang dilakukan penyidik maupun penuntut umum selaku termohon merupakan tindakan dalam menjalankan tugas negara dalam menegakkan hukum.[footnoteRef:83] [83:  Lolita Gamelia Kimbal, Op. Cit., halaman 66.] 


	Leden Marpaung menjelaskan mengenai pencantuman ganti rugi sesuai permohonan yang diajukan oleh orang cenderung dalam jumlah yang besar, sementara jumlah ganti kerugian yang dapat diberikan dalam putusan terbatas pada penggantian biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan secara nyata.[footnoteRef:84] Jumlah besar ganti kerugian sebagai akibat dari penangkapan dan penahanan yang mengakibatkan bersangkutan menderita cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan paling banyak sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan jika hal tersebut mengakibatkan kematian maka jumlah besar ganti kerugian sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah). [84:  Leden Marpaung. 2014. Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan) Bagian Pertama Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 67.] 


	Pada praktiknya, pemohon mengajukan permohonan pelaksanaan putusan praperadilan kepada ketua pengadilan negeri untuk membuat surat ketetapan penggantian kerugian dengan melampirkan surat permohonan dan putusan praperadilan kepada kantor pembendaharaan negara. Kemudian mengeluarkan surat perintah membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan dalam putusan berdasarkan perintah tersebut dan mengirimkannya kepada ketua pengadilan negeri untuk diserahkan kepada pemohon.

	2. Melakukan Perbuatan Tertentu

	Pada putusan praperadilan yang memerintahkan penyidik maupun penuntut umum  sebagai termohon, yang diajukan pada permintaan pemeriksaan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) KUHAP:[footnoteRef:85] Adapun amar dari penetapan praperadilan berisi tentang:[footnoteRef:86] [85:  Lolita Gamelia Kimbal, Loc. Cit.]  [86:  Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, Op. Cit., halaman 190-191.] 


a. Sah atau tidaknya penghentian penangkapan atau penahanan

	Pasal 82 ayat (3) huruf a KUHAP menjelaskan, apabila alasan permohonan berupa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum. Jika praperadilan berpendapat penahanan yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum tidak sah, maka amar putusannya harus berisi yang memerintahkan tersangka segera dibebaskan dari ruang tahanan.

	Pasal 82 ayat (3) huruf c KUHAP menjelaskan, apabila alasan permohonan berupa permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum. Jika praperadilan berpendapat penangkapan yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum tidak sah, maka amar putusannya harus berisi memerintahkan untuk membayar ganti kerugian dan rehabilitasi.

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan

	Pasal 82 ayat (3) huruf b KUHAP menjelaskan, apabila dalam putusan menetapkan tentang penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, maka penyidikan atau penuntutan wajib dilanjutkan terhadap tersangka.

	Pasal 82 ayat (3) huruf c KUHAP menjelaskan, apabila dalam putusan menetapkan tentang penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah, maka penyidikan atau penuntutan tidak dapat dilanjut dan tersangka tidak tahan serta dalam putusan menetapkan rehabilitasi.

c. Penetapan tersangka

	Pasal 82 ayat (3) KUHAP menjelaskan, putusan praperadilan yang mengandung perintah untuk melakukan perbuatan tertentu kepada penyidik maupun penuntut umum selaku termohon dalam putusan praperadilan tersebut. Apabila putusan dalam praperadilan menetapkan bahwa tindakan yang dilakukan penyidik maupun penuntut umum sebagai termohon tidak sah.

d. Benda yang disita

	Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP menjelaskan, apabila permohonan berupa permintaan tentang pmeriksaan benda yang disita oleh penyidik maupun penuntut umum selaku termohon. Jika praperadilan berpendapat bahwa penyitaan yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum selaku temohon tidak sah, maka putusan praperadilan menetapkan bahwa benda yang disita tidak termasuk alat pembuktian dan memerintahkan benda yang disita tersebut harus dikembalikan kepada tersangka atau kepada pemilik benda yang disita.

	3. Pemberian Rehabilitasi

	Menurut  Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan atau keadaan yang semula. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pengertian rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan.[footnoteRef:87] [87:  Suharto dan Jonaedi Efendi. 2014. Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan. Jakarta: Kencana, halaman 60.] 


	Pendapat yang dikemukakan oleh J.C.T. Simorangkir, rehabilitasi adalah pemulihan, pengambilan kepada keadaan semula. Jadi rehabilitasi yang dimaksud oleh J.C.T. Simorangkir maupun KUHAP adalah sama, yaitu:

a. Hak seorang tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan pemulihan:

1. Pemulihan atas hak kemampuan.

2. pemulihan atas hak harkat dan martabatnya

b. Serta hak pemulihan tersebut dapat diberikan dalam semua tingkat pemeriksaan, tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan.[footnoteRef:88] [88:  Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, Op. Cit., halaman 207.] 


	Berdasarkan uraian diatas yang menerangkan pengertian rehabilitasi menurut J.C.T. Simorangkir dengan KUHAP adalah sama. Pengertian rehabilitasi menurut KUHAP ini terdapat pada Pasal 1 angka 23 KUHAP. Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, apabila seseorang yang diadili oleh pengadilan diputus bebas (vrijspraak) atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag van alle rechtsvervolging) maka kepadanya harus diberikan rehabilitasi yang sekaligus dicantumkan dalam putusan pengadilan (vonisverdict). Sehingga dalam amar putusan tersebut dapat muncul kalimat memulihkan hak tersangka atau terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martbatnya sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015. 

	Proses rehabilitasi dibedakan antara perkara yang dijatuhkan ke pengadilan dan yang dijatuhkan ke pengadilan. Untuk perkara yang dijatuhkan ke pengadilan negeri berlaku ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, sedangkan untuk perkara yang tidak dijatuhkan ke pengadilan negeri berlaku ketentuan Pasal 77 KUHAP.[footnoteRef:89] Jika proses rehabilitasi yang perkaranya tidak dijatuhkan ke pengadilan, maka permintaan rehabilitasinya harus diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang pemeriksaanya melalui proses hakim tunggal praperadilan. Amar dalam putusan praperadilan tersebut yang muncul adalah memerintahkan untuk memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martabatnya.[footnoteRef:90] [89:  Ridwan Eko Prasetyo, Op. Cit., halaman 90.]  [90:  Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, Op. Cit., halaman 48-49.] 


Menurut Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, pemberian rehabilitasi sesuai isi putusan rehabilitasi harus diumumkan oleh panitera melalui papan pengumuman pengadilan dan juga diumumkan melalui media massa demi nama baik orang yang bersangkutan yang sudah tercemar nama baiknya di masyarakat.[footnoteRef:91] [91:  Lolita Gamelia Kimbal, Loc. Cit.] 


	Menurut R. Soeparmono rehabilitasi itu harus diminta oleh tersangka, keluarga tersangka, atau kuasa tersangka apabila rehabilitasi tersebut menyangkut penangkapan tanpa alasan atau kekliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan. Tetapi rehabilitasi tidak harus diminta oleh tersangka, keluarga tersangka atau kuasa tersangka apabila rehabilitasi tersebut menyangkut terdakwa yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Tetapi diberikan dan dicantumkan dalam ama putusan tersebut.

	Dimana KUHAP memilikki permasalahan yang timbul mengenai rehabilitasi dikarenakan dalam KUHAP tidak menjelaskan apakah rehabilitasi akibat dari putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum bersifat fakulatif (dituntut oleh terdakwa) atau impreatif. Seharusnya hal ini ada diatur dalam KUHAP agar setiap kali hakim memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang meilikki kekuatan hukum tetap harus dapat diberikan rehabilitasi.[footnoteRef:92] [92:  Andi Hamzah, Op. Cit., halaman 206.] 


	Dalam putusan praperadilan, ketentuan rehabilitasi dengan mencantumkan jumlah besar ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan apabila putusan praperadilan menetapkan bahwa penangkapan atau penahanan tidka sah. Putusan praperadilan yang menetapkan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka maka rehabilitasi yang dicnatumkan sesuai dengan Pasal 82 ayat (3) huruf c KUHAP.

	Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, salah satu objek praperadilan yang dapat dimohonkan yaitu mengenai sah atau tidkanya penetapan tersangka. Yang sebelumnya tidak ada diatur dalam KUHAP. Berdasarkan putusan tersebut pemohon selaku seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka dapat mengajukan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, apabila hakim praperadilan berpendapat tidak sah atas penetapan tersangka yang dilakukan termohon (penyidik maupun penuntut umum) maka termohon diperintahkan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (3) KUHAP.

	Dalam Putusan Nomor 53/Pid.Pra/2017/PN.Mdn, pemohon Siwajiraja mengajukan permohonan atas penetapan tersangka kepada dirinya yang berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/191/I/2017/Reskrim pada tanggal 19 Januari dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/199/I/2017/Reskrim pada tanggal 21 Januari 2017, Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/192/III/2017/Reskrim pada tanggal 14 Mret 2017 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/115/III/Reskrim pada tanggal 15 Maret 2017. Mengenai permohonan pemohon tersebut, hakim praperadilan mengabulkan permohonan tersebut sebagian, yang memerintahkan untuk melakukan pembebasan pemohon dari ruang tahanan serta memerintahkan penyidik untuk melakukan rehabilitasi nama baik pemohon.

	Di Indonesia dikenal adanya upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa yaitu banding dan kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa yaitu kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain upaya hukum ini masih terdapat pula upaya hukum lainnya yang diatur dalam KUHAP yaitu upaya hukum perlawanan (verzet).[footnoteRef:93] Maka sedikit akan dibahas apakah upaya-upaya hukum tersebut dapat diajukan dalam praperadilan terhadap putusan praperadilan dengan menguraikan kedudukan masing-masing upaya hukum tersebut dalam praperadilan: [93:  Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, Op. Cit., halaman 262.] 


1. Banding

	Putusan praperadilan tidak dapat lagi diajukan banding ke pengadilan tinggi menurut Pasal 83 aayat (1) KUHAP, kemudian diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 yang menghapus pemberian hak untuk banding kepada penyidik maupun penuntut umum.[footnoteRef:94] [94:  Ibid., halaman 192-193.] 


2. Kasasi

	Putusan praperadilan tidak dapat dilakukan kasasi, larena kasasi hanya dapat diajukan dalam putusanpengadilan yang berbentuk perkara pidana. Sementara praperadilan tidak berbentuk perkara pidana, akan tetapi mengenai sah atau tidaknya tindakan pejabat berwenang.[footnoteRef:95] [95:  M. Yahya Harahap, Op. Cit., halaman 25] 


3. Kasasi demi kepentingan hukum

	Kasasi demi kepentingan hukum tidak dapat dijadikan sebagai upaya hukum dalam praperadilan karena subjek dari praperadilan adalah penyidik maupun penuntut umum dan objeknya adalah kepentingan hak-hak tersangka. Sementara kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat diajukan oleh jaksa agung apabila menurutnya putusan tersebut perlu dimintakan kasasi demi kepentingan hukum.[footnoteRef:96] [96:  Andi Muhammad Sofyaan dan Abd. Asis, Op. Cit., halaman 279.] 


4. Peninjauan kembali

	Peninjauan kembali tidak dapat diajukan sebagai upaya hukum dalam praperadilan karena upaya hukum ini hanya dapat diajukan apabila adanya penyelundupan hukum atau faktor tertentu diluar teknis peradilan.[footnoteRef:97] [97:  Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, Op. Cit., halaman 28.] 


5. Verzet

	Verzet tidak dapat diajukan sebagai upaya hukum dalam praperadilan karena bentuk dari keputusan praperadilan yaitu mengenai sah atau tidaknya dari objek praperadilan tersebut.[footnoteRef:98] [98:  Leden Marpaung, Op. Cit., halaman 71.] 


	Sehingga dapat disimpulkan dari urain di atas mengenai upaya-upaya hukum yang ada di Indonesia tidak dapat diajukan upaya hukum apapun terhadap putusan praperadilan. Karena sudah jelas diterangkan seusai dengan aturan Pasal 2 ayat (3) Perma Nomor 4 tahun 2016, bahwa terhadap putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka bukan berarti menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka kembali apabila penyidik telah menemukan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan yang berbeda dengan alat bukti sebelumnya.























BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

	Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar hakim praperadilan dengan memberikan pertimbangan dari apa yang dilihat selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim ini didasarkan pada keyakinannya dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP. Sehingga penulis berkesimpulan untuk menetapkan status tersangka terhadap pemohon harus didasarkan pada dasar minimal 2 (dua) alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Maka hakim praperadilan harus menguji dan mempertimbangkan wewenang penyidik dalam menetapkan status seseorang sebagai tersangka apakah sudah tepat sebagaimana yang dimaksud dalam KUHAP dan pada akhirnya hakim memutuskan dan mengabulkan permohonan pemohon, bahwa alat bukti yang diajukan oleh penyidik dalam menetapkan status tersangka terhadap pemohon tidak sah atau tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup. Namun, jika putusan praperadilan telah mengabulkan permohonan pemohon, tidak menutup kemungkinan pihak penyidik dapat menetapkan pemohon sebagai tersangka kembali apabila ditemukannya  alat bukti yang baru di luar dari alat bukti yang telah dibatalkan oleh putusan praperadilan sebelumnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2016.

2. Berdasarkan Pasal 82 ayat (3) KUHAP, terdapat 3 (tiga) macam pelaksanaan putusan praperadilan sebagai akibat dari dikabulkannya permohonan pemohon yaitu melakukan pembayaran sejumlah uang (ganti kerugian), melakukan perbuatan tertentu, dan melakukan pemberian rehabilitasi. Serta dalam putusan praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

B. Saran

	Berdasarkan uraian-uraian pada kesimpulan di atas, maka dalam penelitian ini dapat disarankan sebagai berikut:

1. Sebaiknya untuk mengakhiri ketidakpastian hukum ini atas seringnya terjadi penetapan tersangka secara berulang-ulang setelah pemohon memenangkan peroses praperadilan. Maka harus di berikan batasan sebagai salah satu cara memberi batasan yang dimaksud adalah dengan menerapkan asas nebis in idem.

2. Sebaiknya hukum acara pidana dapat memberikan upaya hukum terhadap putusan praperadilan yang menyimpang sebagai sebagai akibat hukum dari putusan praperadilan tersebut.







